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1. ,ĂŬ��ŝƉƚĂ�ĂĚĂůĂŚ�ŚĂŬ�ĞŬƐŬůƵƐŝĨ�ƉĞŶĐŝƉƚĂ�ǇĂŶŐ�ƟŵďƵů�ƐĞĐĂƌĂ�ŽƚŽŵĂƟƐ�ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ�
ƉƌŝŶƐŝƉ�ĚĞŬůĂƌĂƟĨ� ƐĞƚĞůĂŚ� ƐƵĂƚƵ� ĐŝƉƚĂĂŶ�ĚŝǁƵũƵĚŬĂŶ�ĚĂůĂŵ�ďĞŶƚƵŬ�ŶǇĂƚĂ� ƚĂŶƉĂ�
ŵĞŶŐƵƌĂŶŐŝ� ƉĞŵďĂƚĂƐĂŶ� ƐĞƐƵĂŝ� ĚĞŶŐĂŶ� ŬĞƚĞŶƚƵĂŶ� ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ� ƉĞƌƵŶĚĂŶŐͲ
undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. WĞŶĐŝƉƚĂ� ĂƚĂƵ� WĞŵĞŐĂŶŐ� ,ĂŬ� �ŝƉƚĂ� ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ� ĚŝŵĂŬƐƵĚ� ĚĂůĂŵ� WĂƐĂů� ϴ�
ŵĞŵŝůŝŬŝ�ŚĂŬ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ƵŶƚƵŬ�ŵĞůĂŬƵŬĂŶ͗�Ă͘�WĞŶĞƌďŝƚĂŶ�ĐŝƉƚĂĂŶ͖�ď͘�WĞŶŐŐĂŶĚĂĂŶ�
ĐŝƉƚĂĂŶ�ĚĂůĂŵ�ƐĞŐĂůĂ�ďĞŶƚƵŬŶǇĂ͖� Đ͘�WĞŶĞƌũĞŵĂŚĂŶ�ĐŝƉƚĂĂŶ͖�Ě͘�WĞŶŐĂĚĂƉƚĂƐŝĂŶ͕�
ƉĞŶŐĂƌĂŶƐĞŵĞŶĂŶ͕�ĂƚĂƵ�ƉĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐŝĂŶ� ĐŝƉƚĂĂŶ͖�Ğ͘�ƉĞŶĚŝƐƚƌŝďƵƐŝĂŶ� ĐŝƉƚĂĂŶ�
ĂƚĂƵ�ƐĂůŝŶĂŶŶǇĂ͖�Ĩ͘ �WĞƌƚƵŶũƵŬĂŶ��ŝƉƚĂĂŶ͖�Ő͘�WĞŶŐƵŵƵŵĂŶ�ĐŝƉƚĂĂŶ͖�Ś͘�<ŽŵƵŶŝŬĂƐŝ�
ĐŝƉƚĂĂŶ͖�ĚĂŶ�ŝ͘�WĞŶǇĞǁĂĂŶ�ĐŝƉƚĂĂŶ͘�;WĂƐĂů�ϵ�ĂǇĂƚ�΀ϭ΁Ϳ͘

3. ^ĞƟĂƉ�KƌĂŶŐ�ǇĂŶŐ�ĚĞŶŐĂŶ�ƚĂŶƉĂ�ŚĂŬ�ĚĂŶͬĂƚĂƵ�ƚĂŶƉĂ�ŝǌŝŶ�WĞŶĐŝƉƚĂ�ĂƚĂƵ�ƉĞŵĞŐĂŶŐ�
,ĂŬ��ŝƉƚĂ�ŵĞůĂŬƵŬĂŶ�ƉĞůĂŶŐŐĂƌĂŶ�ŚĂŬ�ĞŬŽŶŽŵŝ�WĞŶĐŝƉƚĂ�ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ�ĚŝŵĂŬƐƵĚ�
ĚĂůĂŵ� WĂƐĂů� ϵ� ĂǇĂƚ� ;ϭͿ� ŚƵƌƵĨ� Ă͕� ŚƵƌƵĨ� ď͕� ŚƵƌƵĨ� Ğ͕� ĚĂŶͬĂƚĂƵ� ŚƵƌƵĨ� Ő� ƵŶƚƵŬ�
WĞŶŐŐƵŶĂĂŶ� ^ĞĐĂƌĂ� <ŽŵĞƌƐŝĂů� ĚŝƉŝĚĂŶĂ� ĚĞŶŐĂŶ� ƉŝĚĂŶĂ� ƉĞŶũĂƌĂ� ƉĂůŝŶŐ� ůĂŵĂ� ϰ�
;ĞŵƉĂƚͿ�ƚĂŚƵŶ�ĚĂŶͬĂƚĂƵ�ƉŝĚĂŶĂ�ĚĞŶĚĂ�ƉĂůŝŶŐ�ďĂŶǇĂŬ�ZƉϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ�;ƐĂƚƵ�
ŵŝůŝĂƌ�ƌƵƉŝĂŚͿ͘�;WĂƐĂů�ϭϭϯ�ĂǇĂƚ�΀ϯ΁Ϳ͘

ϰ͘� ^ĞƟĂƉ�KƌĂŶŐ�ǇĂŶŐ�ŵĞŵĞŶƵŚŝ�ƵŶƐƵƌ�ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ�ĚŝŵĂŬƐƵĚ�ƉĂĚĂ�ĂǇĂƚ�;ϯͿ�ǇĂŶŐ�
ĚŝůĂŬƵŬĂŶ�ĚĂůĂŵ�ďĞŶƚƵŬ�ƉĞŵďĂũĂŬĂŶ͕�ĚŝƉŝĚĂŶĂ�ĚĞŶŐĂŶ�ƉŝĚĂŶĂ�ƉĞŶũĂƌĂ�ƉĂůŝŶŐ�ůĂŵĂ�
ϭϬ� ;ƐĞƉƵůƵŚͿ� ƚĂŚƵŶ�ĚĂŶͬĂƚĂƵ�ƉŝĚĂŶĂ�ĚĞŶĚĂ�ƉĂůŝŶŐ�ďĂŶǇĂŬ�ZƉϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ�
;ĞŵƉĂƚ�ŵŝůŝĂƌ�ƌƵƉŝĂŚͿ͘�;WĂƐĂů�ϭϭϯ�ĂǇĂƚ�΀ϰ΁Ϳ͘ SA

MUD
RA B

IRU



BUKU AJAR

GOOD
GOVERNANCE

A. Junaedi Karso

SA
MUD

RA B
IRU



© A. Junaedi Karso
xii + 234 halaman; 15,5 x 23 cm.
ISBN: 978-623-261-405-5

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang me ngutip atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin 
tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2022

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872 SA

MUD
RA B

IRU

BUKU AJAR 
GOOD GOVERNANCE

Penulis : A. Junaedi Karso
Editor : Alviana C.
Sampul : Fendi
Layout : Chairi



v

PRAKATA

Istilah good governance berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata 
kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali 

digunakan oleh Widrow Wilson sekitar 125 tahun yang lalu. Menurut 
Presiden Amerika Serikat ke-27 tersebut, pemerintah harus dijalankan 
berdasarkan tata kelola yang baik. Gagasan yang disampaikan dalam 
pidato tersebut mendapat tanggapan baik dari para akademisi. Pada 
perkembangan berikutnya, good governance berkembang menjadi ilmu 
pengetahuan.

Meskipun telah disuarakan lama di negara belahan dunia yang lain, 
tetapi wacana good governance masuk ke Indonesia sekitar tahun 1998. 
Reformasi telah membuka ketertutupan negara oleh segala informasi 
dari luar negeri. Hal ini didukung oleh hasil interaksi pemerintah 
Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan (donor).

Wacana good governance pun semakin lantang disuarakan karena 
tekanan lembaga donor internasional, seperti World Bank, International 
Monetary Fund, Asian Development Bank, dan United National 
Development Program. Keniscayaan juga global telah mengubah pasar 
terbatas menjadi pasar bebas. Konsekuensinya, hal ini menjadikan 
pemerintah mengubah perannya sebagai regulator dan operator 
minimalis yang memberikan pengaruh pada politik ekonomi dalam 
bentuk privatisasi.
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Di sisi lain, perubahan situasi politik bergeser dari yang bersifat 
otoriter menjadi demokratis dan dari sentralisasi ke desentralisasi. 
Perubahan-perubahan ini memunculkan kebutuhan baru berupa suatu 
asas atau prinsip pengelolaan pemerintahan yang ideal. Perubahan 
ini dimaksudkan agar pemerintah dapat bekerja sesuai ketugasan dan 
mampu melakukan kompetisi global dengan cara meningkatkan daya 
saing bangsa. Seiring dengan kebutuhan ini, good governance menjadi 
instrumen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). 

Buku ini sengaja disusun sebagai bahan bacaan terkait wacana 
good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Penulisan buku 
ini setidaknya mempunyai dua tujuan yang sangat essensial. Pertama, 
agar pembaca dapat memahami pengertian good governance dan sejarah 
perkembangannya hingga diakui sebagai ilmu pengetahuan. Kedua, 
memberikan dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan 
sumber daya manusia dalam pelaksanaan program good governance.

Secara umum, buku ini membantu pembaca untuk mampu 
menganalisis urgensi good governance dalam mendukung tugas-tugas 
pemerintahan, mendukung peningkatan daya saing bangsa, serta mampu 
menganalisis percepatan dan hambatan-hambatan pemerintah dalam 
meningkatkan daya saing daerah maupun global. Dengan membaca buku 
ini, pembaca dapat menemukan pemahaman mengenai good governance 
dari sudut pandang UNDP, LAN, Word Bank, dan lain-lain. Perlu 
dicatat, good governance dipahami secara berbeda-beda meskipun pada 
dasarnya mempunyai maksud yang sama. Muara pemahaman mengenai 
good governance adalah terselenggaranya pengelolaan pemerintahan yang 
lebih baik. 

Berbagai lembaga kaliber dunia dan tokoh-tokohnya mempunyai 
perhatian yang besar terhadap wacana “good governance”. Hal ini 
ǇǡǀȚǯȗǡǯƲǷ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ȊǋǷΘȚȐȚǷƲǷ৹ ǀǋȍǀƲǘƲǡ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ ǶǋǷǘǋǷƲǡ৹ good 
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governance, ȐǋǞǡǷǘǘƲ৹ǶƲȐǡǷǘॺǶƲȐǡǷǘ৹ǶǋǷΘȚȐȚǷ৹ȐȚƲȗȚ৹ǇǋϮǷǡȐǡल৹BǡȐƲǱǷΘƲ৹
eǷǡȗǋǇ৹CƲȗǡǽǷ৹�ǋΑǋǱǽȊǶǋǷȗ৹ UȍǽǘȍƲǶ৹ ॠeC�Uॡ৹ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹ good 
governance sebagai, “The exercise of political, economic and administrative 
ǈȰȭǴȓȣǷȭ͖ॉȭȓॉȌǈȍǈǮǡॉǈॉȍǈȭǷȓȍࣝȦॉǈΥǈǷȣȦॉǈȭॉǈȇȇॉȇǡ͏ǡȇࣛ࢈ Sementara itu, World 
Bank ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹good governance sebagai, “The way state power is 
ȰȦǡǝॉǷȍॉȌǈȍǈǮǷȍǮॉǡǗȓȍȓȌǷǗॉǈȍǝॉȦȓǗǷǈȇॉȣǡȦȓȰȣǗǡॉǭȓȣॉǝǡ͏ǡȇȓȠȌǡȍȭॉȦȓǗǷǡȭ͖ࣛ࢈ॉ
Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹good 
governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 
melaksanakan penyediaan publik “good and serviceঊल৹ �ǋȍǀƲǘƲǡ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹
mengenai good governance tersebut sesungguhnya merupakan pintu 
pertama menuju pemahaman mengenai good governance. Harapannya, 
pemahaman mendalam mengenai good governance yang ditawarkan buku 
ini dapat menjadi peta jalan awal menuju terselenggaranya pemerintahan 
yang baik dan menyejahterakan. 

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada 
kesalahan, referensi, kutipan, atau salah menorehkan sumber-sumber. 
Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja 
keras kami sendiri, namun juga kami kutip dari berbagai sumber, baik 
dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, maupun media serta 
sumber lainnya. 

Akhirnya, penulis mengucap syukur alhamdulillah karena buku ini 
dapat hadir di hadapan pembaca. Penulis juga mengucapkan terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari proses ‘kelahiran’ 
buku ini. Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 
Penerbit Samudra Biru yang telah bersedia menerbitkan buku ini. 
Penulis sangat berharap para pembaca bisa mendapatkan pemahaman 
yang baik terkait wacana good governance. 

Makassar, 7 Januari 2022
A. Junaedi Karso
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1

BAB I

MEMAHAMI 
GOOD GOVERNANCE

Proses manajerial pemerintahan terkait dengan pengelolaan 
organisasi, pelaksanaan pelayanan pada masyarakat (public 

services), dan pembuatan keputusan dapat menjadi bagian dari aktivitas 
ȊǋǷΘǋǱǋǷǘǘƲȍƲƲǷ৹ ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹ ǱǋǀǡǞ৹ ǋǗǋǯȗǡǗ৹ ǇƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷल৹ UƲȍƲǇǡǘǶƲ৹
organisasi pemerintahan baru dan tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance) penting dipahami sebagai pintu pertama dan utama 
memahami good governance. Bab ini akan memberikan pengetahuan 
mengenai teori, konsep, prinsip-prinsip, dan model sistem informasi 
manajemen, serta permasalahan terkait penyelenggaraan good governance. 

�ल৹ �ǋϮǷǡȐǡ৹�ǡȍǽǯȍƲȐǡ

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan organisasi 
ǶǋǷȚǷǬȚǯǯƲǷ৹ȊǋǷǡǷǘǯƲȗƲǷ৹ΘƲǷǘ৹ȐǡǘǡǷǡϮǯƲǷल৹,ƲǱ৹ǡǷǡ৹ǇǡȐǋǀƲǀǯƲǷ৹ƲǇƲǷΘƲ৹
perubahan dinamika masyarakat terkait kompleksitas sinergi antara 
bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Keberadaan organisasi 
ditengarai sebagai komponen yang sangat dominan sebagai pencerminan 
masyarakat modern. 

Richard H. Hall mengemukakan bahwa, “We have become a society 
ȓǭॉ ȓȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍࣛॉ ȭǴǡ͖ॉ ȦȰȣȣȓȰȍǝॉ ȰȦ࢈ॉsǡॉ ǈȣǡॉ ǖȓȣȍॉ Ƿȍॉ ȭǴǡȌॉ ǈȍǝॉ ȰȦȰǈȇȇ͖ॉ
ǝǷǡॉ Ƿȍॉ ȭǴǡȌ࢈ॉ HȰȣॉ ȇǷǭǡॉ ȦȠǈǗǡॉ ǖǡȭ͐ǡǡȍॉ ǷȦॉ χȇȇǡǝॉ ͐ǷȭǴॉ ȭǴǡȌ࢈ॉ bǴǡ͖ॉ ǈȣǡॉ ȂȰȦȭॉSA
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2 A. Junaedi Karso

ǈǖȓȰȭॉ ǷȌȠȓȦȦǷǖȇǡॉ ȭȓॉ ǡȦǗǈȠǡ࢈ॉHȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍॉ ǈȣǡॉ ǈȦॉ Ƿȍǡ͏Ƿȭǈǖȇǡॉ ǈॉ ǝǡǈȭǴॉ ǈȍǝॉ
ȭǈ͕࢈ॉ bǴǡ͖ॉ ǈǝȦȓȣǖǡǝॉ ȦȓǗǷǡȭ͖1ࣛ࢈ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa 
manusia sudah menjadi suatu organisasi masyarakat yang lahir dan 
mati di dalamnya. Bahkan, setiap ruangan dalam hidup manusia diisi 
oleh organisasi yang keberadaannya tidak mungkin dihindari. Namun 
mengapa manusia memerlukan organisasi? Betapa pentingnya arti dari 
sebuah organisasi, sehingga Richard H. Hall memberikan jawaban atas 
pertanyaan, “Mengapa manusia memerlukan organisasi?” 

bǴǡॉǈȍȦ͐ǡȣॉȭȓॉ͐Ǵ͖ॉ͐ǡॉǴǈ͏ǡॉȓȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍȦॉǷȦॉȦǷȌȠȇǡࢊॉȭȓॉǮǡȭॉȭǴǷȍǮȦॉǝȓȍǡ࢈ॉ
We have organization to do things that individuals cannot do by them 
Ȧǡȇ͏ǡȦ2”࢈ Pada dasarnya, organisasi dibentuk untuk mempermudah tugas 
manusia. Sebagai individu, manusia tidak dapat menyelesaikan segala 
sesuatu dengan usaha sendiri.

Negara sebagai suatu organisasi yang sangat istimewa3 dibentuk 
karena kebutuhan masyarakat yang kompleks, meliputi kehidupan 
politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kompleksitas tersebut memerlukan 
pengaturan dan pelayanan sehingga masyarakat dapat terhindar dari 
situasi yang tidak kondusif. Hal ini sesuai dengan pendapat Habibur 
Rahman tentang pengertian negara, yaitu “A state is a political 
organisation legally empowered to control and co-ordinate various aspect 
ȓǭॉȦȓǗǷǈȇॉȇǷǭǡ4࢈ Negara adalah sesuatu yang alamiah, penting, dan bersifat 
universal. Dikatakan penting karena menurut Aristoteles, “The state 
ǗȓȌǡȦॉ Ƿȍȭȓॉ ǡ͕ǷȦȭǡȍǗǡॉ ǭȓȣॉ ȭǴǡॉ Ȧǈȅǡॉ ȓǭॉ Ǯȓȓǝॉ ȇǷǭǡࣛ࢈ Pada perkembangannya, 
negara dijalankan oleh suatu sistem yang disebut sebagai pemerintah. 

Pemerintah adalah salah satu dari elemen negara yang mempunyai 
fungsi memformulasikan, mengekspresikan, dan merealisasikan 

1 Richard. H Hall, Organizations Structures, Processes, and Outcome (New Jersey: Pearson 
Education inc, 2002), hal. 4. 

2 Ibid, hal. 4. 
3 H. Rahman, Political Science and Government (Dacca: Ideal Publications, 1971), hal. 5. 
4 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law (London: Black-

stone Press Limited, 1997), hal. 353. SA
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Good Governance 3

ǯǋǡǷǘǡǷƲǷ৹ȍƲǯΘƲȗल৹�ǋǱǽϥ৹ǇƲǷ৹UǋǋǱǋ৹ǶǋǷǬƲǀƲȍǯƲǷ৹ȗȚǬȚǞ৹ǗȚǷǘȐǡ৹ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹
yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare 
service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision 
of certain economic services; and g) Development of human and physical 
ȣǡȦȓȰǗǡȦ࢈

Fungsi-fungsi pemerintah tersebut disalurkan lewat kebijakan 
publik dan program-program pemerintah yang bertajuk administrasi 
publik. Mengenai pengertian administrasi publik B. Guy Peters 
membedakannya menjadi dua pengertian yaitu:5 We shall be thinking 
ȓǭॉȠȰǖȇǷǗॉǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉǈȦࢊॉχȣȦȭࢉॉ ǷȍॉǭȰȍǗȭǷȓȍǈȇॉȭǡȣȌȦॉȭǴǡॉȠȣȓǗǡȦȦॉȓǭॉȣȰȇǡ࣊
application; second, the structure of government whose primary function is 
ȭȓॉȠǡȣǭȓȣȌॉȭǴǡॉǭȰȍǗȭǷȓȍॉȓǭॉȣȰȇǡॉǈȠȠȇǷǗǈȭǷȓȍࣛ࢈

Berdasarkan pengertian tersebut, adminstrasi publik dijelaskan 
sebagai struktur pemerintah. Dalam arti fungsional (functional 
terms), administrasi publik dipahami sebagai proses merealisasikan 
aturan umum (general social rulesॡ৹ ǯǋȊƲǇƲ৹ ǱǡǷǘǯȚȊ৹ΘƲǷǘ৹ ǱǋǀǡǞ৹ ȐȊǋȐǡϮǯ৹
(individual cases). Sedangkan, administrasi publik dalam arti struktur 
pemerintah (the structure of government) dipandang mempunyai fungsi 
pelaksana dari sebuah aturan. 

Pendapat lain mengenai pengertian administrasi public juga 
dikemukakan oleh Frederick C. Mosher sebagai berikut, “Public 
ǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍࢉॉ ȭȣǈǝǷȭǷȓȍǈȇȇ͖ॉǝǡχȍǡǝࢉॉǗȓȌȠȣǷȦǡȦॉ ȭǴȓȦǡॉǈǗȭǷ͏ǷȭǷǡȦॉ Ƿȍ͏ȓȇ͏ǡǝॉ
ǷȍॉǗǈȣȣ͖ǷȍǮॉȓȰȭॉȭǴǡॉȠȓȇǷǗǷǡȦॉǈȍǝॉȠȣȓǮȣǈȌȦॉȓǭॉǮȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭ࢈ॉbǴǡॉȭǡȣȌॉǷȦॉǈȇȦȓॉ
used today in a broader sense, for public administation is often regarded 
as including some responsibiities in determining what policies and 
programs of governments should be as well in executing them but public 
administration focuses principally on the planning, organizing, directing, 
ǗȓȓȣǝǷȍǈȭǷȍǮࢉॉǈȍǝॉǗȓȍȭȣȓȇȇǷȍǮॉȓǭॉǮȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭॉȓȠǡȣǈȭǷȓȍ6ࣛ࢈

5 B.Guy Peters, The Politics of Bureaucracy: A Comparative Perspective (New York: Longman 
Publication, 1971), hal. 2.

6 Frederick C. Mosher, Public Administration (New York: Saint Martin Press, 1978), hal. 4.SA
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4 A. Junaedi Karso

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
secara luas sesungguhnya administrasi publik mempunyai tugas 
untuk menentukan kebijakan publik dan pelaksanaan dari kebijakan 
publik melalui proses merencanakan (planning), mengorganisasikan 
(organizing), mengarahkan (directing), mengkoordinasikan 
(coordinating), dan mengendalikan kegiatan dari operasinya pemerintah. 
Konsekuensi logisnya, diperlukan suatu organisasi yang mempunyai 
kewenangan untuk menjalankan roda administrasi publik. Organisasi 
tersebut bernama birokrasi. Hal ini sesuai dengan pengertian yang 
diberikan oleh B. Guy Peters tentang birokrasi yaitu, “Organizations 
with a pyramidal structure of authority which utilize the enforcement of 
universal and impersonal rules to maintain that structure of authority 
ǈȍǝॉ͐ǴǷǗǴॉǡȌȠǴǈȦǷ͛ǡॉȭǴǡॉȍȓȍ࣊ǝǷȦǗȣǡȭǷȓȍǈȣ͖ॉȓǭॉǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍ7ࣛ࢈ Dengan 
demikian, birokrasi merupakan suatu organisasi yang mempunyai 
struktur kewenangan dalam hal menjalankan aturan umum dan khusus. 
Birokrasi diperlukan untuk menjaga eksistensi struktur kewenangan dan 
menjalankan administrasi sesuai dengan aturan.

Menurut Edward C. Page dalam bukunya “Political Authority 
ǈȍǝॉ �ȰȣǡǈȰǗȣǈȭǷǗॉ Uȓ͐ǡȣࣛॉ dijelaskan bahwa hingga saat ini belum ada 
pengertian yang baku mengenai birokrasi. ࣚbǴǡȣǡॉǷȦॉȍȓॉǈǮȣǡǡǝॉǝǡχȍǷȭǷȓȍॉ
of the term bureaucracy, one can trace its origin quiet precisely to eighteenth-
ǗǡȍȭȰȣ͖ॉ $ȣǈȍǗǡॉ ͐Ǵǡȍॉ Ƿȭॉ ͐ǈȦॉ ǗȓǷȍǡǝॉ ǖ͖ॉ ǝǡॉ %ȓȰȣȍǈ͖8ࣛ࢈ Meski demikian, 

Edward C. Page memberikan pengertian yang luas tentang birokrasi 
disimpulkan menjadi empat pengertian sebagai berikut: “There are at 
ȇǡǈȦȭॉǭȓȰȣॉǝǷΥǡȣǡȍȭॉȦǡȭȦॉȓǭॉȌǡǈȍǷȍǮॉȓǭॉȭǴǡॉȭǡȣȌ࢈ॉ$ǷȣȦȭࢉॉȭǴǡȣǡॉǷȦॉȭǴǡॉȌǡǈȍǷȍǮॉ
which closely remembles its semantic origins: bureaucracy as a system of 
rule; a second sets interpretation of the term bureaucracy sees it as a mode of 
ǗȓȍǝȰǗȭ࢈ॉbǴǷȦॉȣǡǭǡȣȦॉȭȓॉǗȓȍǝȰǗȭॉ͐ ǴǷǗǴॉǷȦॉǖǈȦǡǝॉȰȠȓȍॉȭǴǡॉǈȠȠȇǷǗǈȭǷȓȍॉȓǭॉǮǡȍǡȣǈȇॉ
ȣȰȇǡȦࢋॉ ȭǴǷȣǝॉ ȭǴǡȣǡॉ ǷȦॉ ǈॉ ǗȓȍǗǡȠȭॉ ȓǭॉ ǖȰȣǡǈȰǗȣǈǗ͖ॉǈȦॉ ǡωǗǷǡȍǗ͖ॉ ȓȣॉ ǷȍǡωǗǷǡȍǗ͖ࢋॉ

7 B. Guy Peters, The Politics......., hal. 3.
8 Edward C. Page, Political........, hal. 5. SA
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Good Governance 5

ǭȓȰȣȭǴॉǖȰȣǡǈȰǗȣǈǗ͖ॉǗǈȍॉȣǡǭǡȣॉȭȓॉȦȓǗǷǈȇॉǮȣȓȰȠ࣊ȭǴȓȦǡॉ͐Ǵȓॉ͐ȓȣȅॉǷȍॉǖȰȣǡȰȦࣛ࢈

[ǋǱƲǷǬȚȗǷΘƲळ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹ ǱǋǀǡǞ৹ ȍǡǷǘǯƲȐ৹ ǇǡǯǋǶȚǯƲǯƲǷ৹ ǽǱǋǞ৹ [ƲǗȍǡ৹
CȚǘȍƲǞƲल৹ [ǋǁƲȍƲ৹ ǞƲȍϮƲǞळ৹ ǀǡȍǽǯȍƲȐǡ৹ ǶǋȍȚȊƲǯƲǷ৹ pemerintahan dari 
ȌǡȂǈॉȅǡॉȌǡȂǈॉyang berarti bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan 
oleh sekelompok orang yang berada di belakang meja di setiap kantor 
pemerintah. Dari sekelompok orang tersebut, lahir berbagai regulasi, 
baik yang berupa keputusan, penetapan, pengaturan, perizinan, 
perencanaan, dan lain sebagainya.9

Dalam keseharian, penggunaan kata birokrasi oleh banyak ahli 
dalam konteks administrasi publik sangatlah beragam. Hal tersebut 
tergantung pada pendekatan dan cara pandang masing-masing 
penulis. Namun dalam hal memperkenalkan konsep birokrasi, seorang 
ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Max Weber memperkenalkan 
konsep yang banyak menginspirasikan penulis-penulis di dunia untuk 
mengembangkan birokrasi di masing-masing negara.

Weber meneliti bahwa ada perkembangan baru di Eropa dan Amerika 
Utara, yaitu munculnya suatu bentuk organisasi baru yang diberi 
nama birokrasi. Bagi Weber, perkembangan baru ini berkaitan dengan 
proses modernisasi yang secara khusus terkait dengan perkembangan 
kapitalisme barat. Pergantian dari bentuk organisasi lama yang cenderung 
berdasarkan tradisi kekeluargaan (inheritance) yang dicerminkan melalui 
kepemimpinan oleh kepala suku, raja, dan emir dengan berpegang pada 
nilai-nilai religi dan kepahlawanan berubah menjadi suatu organisasi baru 
ΘƲǷǘ৹ǱǋǀǡǞ৹ǋϮȐǡǋǷल৹UǽȐǡȐǡॺȊǽȐǡȐǡ৹ȊǋǷȗǡǷǘ৹ǇǡǬƲǱƲǷǯƲǷ৹ǽǱǋǞ৹ȐȚƲȗȚ৹ǀǡȍǽ৹ƲȗƲȚ৹
kantor yang berdasarkan pada suatu aturan dan struktur administrasi 
(legal rasional authority).

Dalam tulisannya, Weber menjelaskan karakteristik dari birokrasi 
yang dikutip oleh Richard J Stillman II dalam bukunya Public 

9 Safri Nugraha, Birokrasi dan Good Governance: Reading Material (Jakarta: Program Pas-
casarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 2. SA
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6 A. Junaedi Karso

Administration yaitu, ”Mȓǝǡȣȍॉ ȓωǗǷǈȇǝȓȌॉ ǭȰȍǗȭǷȓȍॉ Ƿȍॉ ȭǴǡॉ ǭȓȇȇȓ͐ǷȍǮॉ
ȦȠǡǗǷχǗॉȌǈȍȍǡȣࢊॉχȣȦȭࢉॉȭǴǡȣǡॉǷȦॉȭǴǡॉȠȣǷȍǗǷȠȇǡॉȓǭॉχ͕ǡǝॉǈȍǝॉȓωǗǷǈȇॉȂȰȣǷȦǝǷǗȭǷȓȍǈȇॉ
areas which are generally ordered by rules that is by law or administrative 
ȣǡǮȰȇǈȭǷȓȍࢋॉȦǡǗȓȍǝࢉॉȭǴǡॉȠȣǷȍǗǷȠȇǡȦॉȓǭॉȓωǗǡॉǴǷǡȣǈȣǗǴ͖ॉǈȍǝॉȓǭॉȇǡ͏ǡȇॉȓǭॉǮȣǈǝǡǝॉ
ǈȰȭǴȓȣǷȭ͖ࢋॉȭǴǷȣǝࢉॉȭǴǡॉȌǈȍǈǮǡȌǡȍȭॉȓǭॉȭǴǡॉȌȓǝǡȣȍॉȓωǗǡॉǷȦॉǖǈȦǡǝॉȰȠȓȍॉ͐ ȣǷȭȭǡȍॉ
ǝȓǗȰȌǡȍȭॉ ॉࢋࢴȭǴǡॉχȇǡࣛࣚࢳ ǭȓȰȣȭǴࢉॉȓωǗǡॉȌǈȍǈǮǡȌǡȍȭࢉॉǈȭॉ ȇǡǈȦȭॉǈȇȇॉ ȦȠǡǗǷǈȇǷ͛ǡǝॉ
ȓωǗǡॉȌǈȍǈǮǡȌǡȍȭࢋॉ χǭȭǴࢉॉ͐Ǵǡȍॉ ȭǴǡॉ ȓωǗǡॉ ǷȦॉ ǭȰȇȇॉ͐ȓȣȅǷȍǮॉ ǗǈȠǈǗǷȭ͖ॉ ȓǭॉ ȭǴǡॉ
ȓωǗǷǈȇࢉॉǷȣȣǡȦȠǡǗȭǷ͏ǡॉȓǭॉȭǴǡॉǭǈǗȭॉȭǴǈȭॉǴǷȦॉȓǖȇǷǮǈȭȓȣ͖ॉȭǷȌǡॉǷȍॉȭǴǡॉǖȰȣǡǈȰॉȌǈ͖ॉ
ǖǡॉχȣȌȇ͖ॉǝǡȇǷȌǷȭǡǝ10 ࣛ࢈

Berdasarkan pendapat Weber tentang karakteristik dari birokrasi 
maka dapat disimpulkan bahwa: (1) birokrasi didasarkan pada aturan 
(rules); (2) birokrasi dalam kinerjanya selalu berkesinambungan 
(continuous); (3) lingkup kompetensi birokrasi ditentukan secara khusus 
(ȦȠǡǗǷχǡǝ(4) ;ࢴ birokrasi berbentuk hirarki jabatan (idea of hierarhy); 
(5) birokrasi terdiri dari orang-orang yang terlatih (ȭȣǈǷȍǡǝॉ ȓωǗǷǈȇࢴ; 
(6) jabatan birokrasi tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi dimiliki oleh 
organisasi (ȓωǗǷǈȇॉ ǝȓॉ ȍȓȭॉ ࣚȓ͐ȍࣛॉ ȭǴǡǷȣॉ Ȃȓǖࢋࢴॉ  kesinambungan serta ࢴߢࢳ
tingkat kesuksesan dari kinerja birokrasi ditentukan oleh dokumen yang 
tertulis (͐ȣǷȭȭǡȍॉǝȓǗȰȌǡȍȭ࢈ࢴ

Sebutan untuk orang-orang (ȓωǗǷǈȇࢴॉ yang menjalankan birokrasi 
ialah birokrat (ǖȰȣǡǈȰǗȣǈȭȦ࢈ࢴॉ Hal ini sesuai dengan pengertian yang 
diberikan oleh Edward C. Page, “A bureaucracy is a governmental 
Ȧ͖ȦȭǡȌॉ Ƿȍॉ ͐ǴǷǗǴॉ ȓωǗǷǈȇॉ ǝȓȌǷȍǈȭǡ11ࣛ࢈ Inti dari pendapat ini adalah 
bahwa birokrasi adalah dominasi dari para birokrat. Menurut Prof Safri 
Nugraha, birokrasi dan birokrat merupakan satu kesatuan pengertian 
yang sama. Keduanya merupakan mesin utama penggerak pemerintahan 
sehari-hari.

10 Richard J. Stillman, Public Administration, Concept and Casesࢎ�%ȶɽʋȶȥࡪ�qȶʠǌǠʋȶȥ�¡ǫǉ˫ǫȥ�
Company, 2000) hal. 15.

11 Edward C. Page, Political............., hal 5. SA
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Good Governance 7

Sebagai orang yang menjalankan roda administrasi publik, Weber 
menyebutkan bahwa para birokrat dalam tataran ideal diharuskan 
untuk: (1)tidak mempunyai kepentingan tertentu (personal free) dalam 
pengertian bahwa mereka hanya sebagai subjek dari aturan dan struktur 
administrasi tanpa mengurangi nilai pribadi; (2) orang-orang yang 
menduduki posisi dalam hirarki jabatan diharuskan untuk paham akan 
tanggung jawab dan kewenangannya (‘know their place’); (3) adanya 
kesepakatan kerja (contractual arrangement) untuk menjalankan tugas-
tugas dengan balasan pembayaran atau gaji; (4) birokrat diposisikan 
ǀǋȍǇƲȐƲȍǯƲǷ৹ ǯȚƲǱǡϮǯƲȐǡ৹ ǇƲǷ৹ ȊǋǷǘƲǱƲǶƲǷ৹ ॠmerits) bukan berdasarkan 
hubungan kekeluargaan atau politik; (5) birokrat dibayar berdasarkan 
ukuran tertentu tergantung pada posisi jabatan dalam hirarki; (6)
jabatan eksternal dari birokrasi harus disubordinasikan di bawah tugas 
utamanya dalam hirarki jabatan; (7) adanya struktur karir yang jelas 
kepada birokrat agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang jabatan yang 
lebih tinggi; (8) birokrasi adalah subjek untuk diawasi dan didisiplinkan.

�ल৹ BƲǱƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹ǇƲǱƲǶ৹�ǡȍǽǯȍƲȐǡ

Penyelenggaraan pelayanan publik (public service) oleh birokrasi 
sebagai pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintahan merupakan hak 
masyarakat (citizen rights) dari realisasi kewajiban negara (state duty). 
Regulasi baik berupa keputusan, penetapan, pengaturan, perizinan, dan 
perencanaan merupakan jaminan agar pelayanan publik dapat berjalan.

Pada perkembangannya, modernisasi berdampak pada semakin 
banyak dan beragam kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi 
melalui pelayanan publik. Sehingga, birokrasi sebagai mesin utama 
pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin kompleks dan 
luas ruang lingkup kerjanya. Maka, birokrasi pun semakin berkembang 
mulai dari segi jumlah birokrat hingga fungsi kerja. 

SA
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8 A. Junaedi Karso

Seorang sarjana bernama S.N. Eisentadt memberikan enam argumen 
mengenai proses perkembangan birokrasi, yaitu:12

1. bǴǡȣǡॉ ǝǡ͏ǡȇȓȠȦॉ ǡ͕ȭǡȍȦǷ͏ǡॉ ǝǷΥǡȣǡȍȭǷǈȭǷȓȍॉ ǖǡȭ͐ǡǡȍॉ ȌǈȂȓȣॉ ȭ͖ȠǡȦॉ
of roles and institutional (economic, political, religious, and so 
ǭȓȣȭǴࢴॉȦȠǴǡȣǡȦ࢈

2. The Most important social roles are allocated not according 
to criteria of membership in the basic particularistic (kinship 
or teritorial) group, but rather according to universalistic and 
ǈǗǴǷǡ͏ǡȌǡȍȭॉǗȣǷȭǡȣǷǈࢉॉȓȣॉǗȣǷȭǡȣǷǈॉȓǭॉȌǡȌǖǡȣȦǴǷȠॉǷȍॉȌȓȣǡॉψǡ͕Ƿǖȇ͖ॉ
ǗȓȍȦȭǷȭȰȭǡǝॉǮȣȓȰȠȦॉ ȦȰǗǴॉǈȦॉ ȠȣȓΥǡȦǷȓȍǈȇࢉॉ ȣǡȇǷǮǷȓȰȦࢉॉ ͏ȓǗǈȭǷȓȍǈȇॉȓȣॉ
national group

3. bǴǡȣǡॉ ǡȍ͏ȓȇ͏ǡॉ Ȍǈȍ͖ॉ ǭȰȍǗȭǷȓȍǈȇȇ͖ॉ ȦȠǡǗǷχǗॉ ǮȣȓȰȠȦॉ ॉࢉǡǗȓȍȓȌǷǗࢳ
cultural, religious, social-integrative) that are not embedded 
in basic particularistic group as for example economic and 
professional, organizations, various types of voluntary association, 
club, and so forth

4. bǴǡॉ ǝǡχȍǷȭǷȓȍॉ ȓǭॉ ȭȓȭǈȇॉ ǗȓȌȌȰȍǷȭ͖ॉ ǷȦॉ ǷǝǡȍȭǷǗǈȇॉ ͐ǷȭǴॉ ǈȍǝॉ
consequently is wider than, any such basic particularistic group, 
ǈȦॉǗǈȍॉǖǡॉȦǡǡȍॉǭȓȣॉǷȍȦȭǈȍǗǡࢉॉǷȍॉȭǴǡॉǝǡχȍǷȭǷȓȍॉȓǭॉȭǴǡॉǴǡȇȇǡȍǷǗॉǗȰȇȭȰȣǡॉ
in byzantium or confucian cultural order

5. bǴǡॉȌǈȂȓȣॉǮȣȓȰȠȦॉǈȍǝॉȦȭȣǈȭǈॉǷȍॉȭǴǡॉ ȦȓǗǷǡȭ͖ॉǝǡ͏ǡȇȓȠࢉॉȰȠǴȓȇǝॉǈȍǝॉ
attempt to implement numerous discrete, political, economic, and 
social-service goal which cannot be implemented whithin the 
limited framework of the basic particularistic groups

6. bǴǡॉǮȣȓ͐ǷȍǮॉǝǷΥǡȣǡȍȭǷǈȭǷȓȍॉǷȍॉȭǴǡॉȦȓǗǷǈȇॉȌǈȅǡȦॉǭȓȣॉǗȓȌȠȇǡ͕Ƿȭ͖ॉǷȍॉ
many spheres of life, such as increasing interdependence between 
ǭǈȣ࣊ȓΥॉǮȣȓȰȠॉǈȍǝॉǮȣȓ͐ǷȍǮॉǝǷωǗȰȇȭ͖ॉǷȍॉȭǴǡॉǈȦȦȰȣǈȍǗǡॉȓǭॉȦȰȠȠȇ͖ॉȓǭॉ
ȣǡȦȓȰȣǗǡȦॉǈȍǝॉȦǡȣ͏ǷǗǡȦ࢈

12 Nimrod Raphael, In Comparative Public Administration (Boston: Allyn and Bacon. Inc, 
1999), hal. 357. SA
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Good Governance 9

Edward C. Page berpendapat bahwa perkembangan birokrasi 
ǶǋǷΘǋǀƲǀǯƲǷ৹ ǀǡȍǽǯȍƲȐǡ৹ ǶǋǷǬƲǇǡ৹ ȗǡǇƲǯ৹ ǋϮǋȐǡǋǷल৹ ,ƲǱ৹ ǡǷǡ৹ ǇǡǬǋǱƲȐǯƲǷǷΘƲ৹
sebagai berikut, “More commonly, bureaucracy evokes an image of 
ǷȍǡωǗǷǡȍǗ͖ࢉॉǖ͖ॉȭǴǡॉȍǈȭȰȣǡॉȓǭॉȭǴǡǷȣॉǈǗȭǷ͏ǷȭǷǡȦࢉॉȓωǗǷǈȇȦॉȠȣȓǝȰǗǡॉ͏ǡȣ͖ॉȇǷȭȭȇǡॉȓǭॉ
tangible good to every body else, and their work might appear to be simply 
red tape:13 Lebih lanjut, dikarenakan ruang lingkup kerja birokrasi 
semakin kompleks dan luas, maka birokrasi berusaha untuk merespon 
dengan berbagai cara yang ternyata semakin membuat birokrasi tidak 
memiliki kepastian (uncertain). Hal tersebut diutarakan oleh Guy 
Benveniste dalam sebuah bukunya yang berjudul, “�ȰȣǡǈȰǗȣǈǗ͖ࣛॉbahwa, 

“As the larger environment becomes more uncertain, organization respond 
Ƿȍॉ ͏ǈȣǷǡȭ͖ॉ ȓǭॉ ͐ǈ͖࢈ॉ bǴǡ͖ॉ ǈȭȭǡȌȠȭॉ ȭȓॉ Ǘȓȍȭȣȓȇॉ ȓȣॉ ȦǡǝȰǗǡॉ ȭǴǡॉ ǡȍ͏ǷȣȓȍȌǡȍȭࢋॉ
they become submissive and feel threatened; they attempt to use rational 
instruments to force the environment into more predictable patterns 
changes; they create internal structure adapted to certain external changes; 
ȭǴǡ͖ॉǡ͕ȠǈȍǝॉǖǡǗǈȰȦǡॉȭǴǡ͖ॉǈȣǡॉǈΥȣǈǷǝॉȓǭॉȣǡȌǈǷȍǷȍǮॉȦȌǈȇȇ࢈ॉ�ȦॉȭǴǡ͖ॉǖǡǗȓȌǡॉ
larger, they become more impersonal and rule-ridden, and make many 
Ȍȓȣǡॉǡȣȣȓȣ14 ࣛ࢈

Berdasarkan pendapat tersebut, semakin besar birokrasi maka 
birokrasi akan semakin cenderung tidak berdasarkan aturan (impersonal) 
dan mempermainkan aturan (rule-ridden) atau melakukan penyimpangan 
lainnya yang dalam administrasi publik dinamakan maladministrasi. 
<ल�ल৹ sǞǋƲȍǋ৹ ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹ ȊǋǷǘǋȍȗǡƲǷ৹ ǶƲǱƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹ ȐǋǀƲǘƲǡ৹
berikut, “�ǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷ͏ǡॉǈǗȭǷȓȍॉࢳȓȣॉǷȍǈǗȭǷȓȍࢴॉǖǈȦǡǝॉȓȍॉȓȣॉǷȍψȰǡȍǗǡǝॉǖ͖ॉ
ǷȌȠȣȓȠǡȣॉǗȓȍȦǷǝǡȣǈȭǷȓȍȦॉȓȣॉǗȓȍǝȰǗȭ࢈ॉ�ȣǖǷȭǈȣǷȍǡȦȦࢉȌǈȇǷǗǡॉȓȣॉǖǷǈȦࢉॉǷȍǗȇȰǝǷȍǮॉ
ǝǷȦǗȣǷȌǷȍǈȭǷȓȍࢉॉ ǈȣǡॉ ǡ͕ǈȌȠȇǡॉ ȓǭॉ ǷȌȠȣȓȠǡȣॉ ǗȓȍȦǷǝǡȣǈȭǷȓȍȦ࢈ॉ CǡǮȇǡǗȭࢉॉ
ȰȍȂȰȦȭǷχǈǖȇǡॉ ǝǡȇǈ͖ࢉॉ ǭǈǷȇȰȣǡॉ ȭȓॉ ȭǈȅǡॉ ȣǡȇǡ͏ǈȍȭॉ ǗȓȍȦǷǝǡȣǈȭǷȓȍॉ Ƿȍȭȓॉ ǈǗǗȓȰȍȭࢉॉ
failure to establish or review procedures where there is a duty or obligation 
ȓȍॉǈॉǖȓǝ͖ॉȭȓॉǝȓॉȦȓࢉॉǈȣǡॉǡ͕ǈȌȠȇǡॉȓǭॉǷȌȠȣȓȠǡȣॉǗȓȍǝȰǗȭࣛ15 ࢈

13 Ibid, hal. 357.
14 Edward C. Page, Political....., hal 6. 
15 Guy Benveniste, Bureaucracy, (United State of America: Boyd&Fraser Publishing Compa-SA
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10 A. Junaedi Karso

Berdasarkan pengertian di atas dapat simpulkan bahwa 
maladministrasi adalah suatu bentuk kesalahan pemahaman serta 
tindakan dari birokrasi yang berakibat pada timbulnya penyimpangan-
penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang (abuse of power), 
pelanggaran kepatuhan (equitty), melakukan tindakan janggal 
(inappropriate), sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan 
(irregular), penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau 
keterlambatan yang tidak perlu (undue delay), dan korupsi (corruption).

Secara teoritis, maladministrasi dapat terjadi sebagai akibat 
adanya tindakan birokrasi yang tidak didasarkan atas asas legalitas atau 
perundang-undangan yang berlaku.16 Namun menurut K.C Wheare, 
maladministrasi bukan hanya sekadar penyimpangan dari pelaksanaan 
aturan hukum (applying the rule) tetapi maladministrasi juga termasuk 
produk aturan hukum yang buruk (bad law or bad rule). 

K.C Wheare mengungkapkan argumen bahwa dalam mengartikan 
maladministrasi, tidak dapat dipertanyakan aturan hukum, tetapi hanya 
sebatas menilai kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh birokrasi. Jika 
suatu tindakan telah berdasarkan aturan hukum maka tindakan tersebut 
tidak dapat disebut maladministrasi. Padahal, seringkali suatu aturan 
hukum yang buruk (bad law or bad rule) menjadi penyebab adanya 
maladministrasi yang dijadikan dasar pembenaran bagi birokrasi untuk 
menjalankan suatu kebijakan public. Senada dengan pengertian yang 
dikemukakan oleh K.C Wheare, Black’s Law Dictionary menjelaskan 
bahwa maladministasi adalah, “Uȓȓȣॉ ȌǈȍǈǮǡȌǡȍȭॉ ȓȣॉ ȣǡǮȰȇǈȭǷȓȍ17ࣛ࢈. 
Maladministrasi bukan hanya diartikan sebagai tindakan birokrasi yang 
tidak didasarkan pada aturan hukum, melainkan juga diartikan sebagai 
suatu bentuk aturan hukum yang buruk.

ny, 1977), hal. 5.
16 K. C. Wheare, Maladministration....., hal.11. 
17 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law (London: Black-

stone Press Limited, 1997), hal. 353. SA
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Good Governance 11

K.C Wheare menjelaskan bahwa maladministrasi dapat timbul dari 
tiga perpsektif sebagai berikut:18

1. BǈȇǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉ ǈȣǷȦǡॉ ȓȰȭॉ ȓǭॉ ȭǴǡॉ ȠȰȣȦȰǷȭॉ ȓǭॉ ȭǴǡॉ ȓǖȂǡǗȭॉ͐ǴǷǗǴॉ
͐ȓȰȇǝॉǮǡȍǡȣǈȇȇ͖ॉǖǡॉȣǡǮǈȣǝǡǝॉǈȦॉǮȓȓǝ࢈ॉSesuatu yang pada awalnya 
bertujuan baik malah berakibat pada maladministrasi, seperti 
keinginan untuk memenuhi setiap hak dari masyarakat dengan 
adil untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik (good), 
teliti (meticulous), hati-hati (careful), dan respon yang tepat atas 
permintaan masyarakat (correct attitude) namun pada akhirnya 
mengakibatkan penundaan (delay) yang ternyata menimbulkan 
ketidakadilan (ȰȍȂȰȦȭǷǗǡࢴ.

2. BǈȇǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉ ǈȣǷȦǡॉ ǭȣȓȌॉ ȭǴǷȍǮȦॉ ȭǴǈȭॉ ǈȣǡॉ ǖǈǝ࢈ॉ Jika 
kemampuan melaksanakan tugas dari pelayanan publik di bawah 
batas standar dari yang seharusnya, besar kemungkinan akan 
terjadi kesalahan yang berakibat maladministrasi. Kualitas dari 
birokrat sangat menentukan baik atau tidaknya administrasi. 

3. Maladministration arise also from condition which are, in large 
ȌǡǈȦȰȣǡࢉॉ Ȱȍ͏ȓǷǝǈǖȇǡࢉॉ ǷȍǡȦǗǈȠǈǖȇǡॉ ǈȍǝॉ ȍȓǖȓǝ͖ॉ ǭǈȰȇȭ࢈ॉ Apabila 
para birokrat merasa kesulitan untuk menentukan langkah 
dan tindakan pada suatu pelayanan publik yang memiliki 
tingkat kesulitan yang tinggi seperti pajak untuk sedikit orang, 
maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan. Namun jika 
jumlahnya mencapai jutaan ataupun ratusan juta orang, maka 
sudah tentu akan menjadi masalah yang besar dan berakibat 
pada maladministrasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa maladministrasi memiliki 
subjek yang sangat luas dan dapat terjadi di setiap organisasi. Birokrasi 
sebagai mesin utama pemerintah menjadi sorotan utama karena praktik 
maladministrasi lebih banyak terjadi di ruang lingkup. Di pundak 
birokrasi inilah, kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Tingkat 
18 K. C. Wheare, Maladministration......, hal. 14. SA
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12 A. Junaedi Karso

kualitas birokrat yang kurang baik dan aturan yang buruk (bad law) 
disertai perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara 
cepat harus dijadikan tolok ukur antisipasi agar maladministrasi dapat 
diminimalisasi. Harapannya, maladministrasi yang minimal dapat 
menwujudkan pemerintahan yang baik. 

C. Lahirnya Prinsip Good Governance

Pada awal era 1990-an, organisasi internasional yang bergerak 
dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan menerapkan 
suatu konsep baru sebagai syarat mendapatkan bantuan keuangan 
dan pembangunan. Konsep tersebut dikenal sebagai adalah good 
governance. Penerapan konsep good governance sebagai syarat oleh 
lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, maupun IMF 
dalam memberikan bantuan pinjaman modal menurut Kjoer dan Klavs 
Kinnerup dilatarbelakangi oleh tiga faktor. Pertama, lembaga-lembaga 
donor berpendapat bahwa penguatan kapasitas dari lembaga-lembaga 
pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang 
stabil.19 Kedua, setelah berakhirnya perang dingin dan jatuhnya sistem 
ekonomi dan politik negara komunis menunjukkan bahwa terlalu besar 
ǬȚǶǱƲǞ৹ƲȊƲȍƲȗȚȍ৹ǷǋǘƲȍƲ৹ǇƲǷ৹ȗǡǇƲǯ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǀǡȐƲ৹ǀǋȍǡǶǀƲȐ৹ȊƲǇƲ৹ǯǋǘƲǘƲǱƲǷ৹
ekonomi.20 Ketiga, perkembangan ekonomi yang luar biasa di negara 
Jepang menunjukkan bahwa intervensi aktif negara sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan ekonomi.

Ketiga faktor tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh masing-
masing organanisasi internasional tersebut dalam mengartikan good 
governance. Sehingga, batasan mengenai good governance masih belum 
baku. Beberapa organisasi internasional mengindikasikan konsep good 

19 Guy Peters, The Politics....., hal. 2.
20 Langkah penerapan program yang diterapkan pada negara sub-saharan Afrika un-

tuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan pada bidang mak-
ro-ekonomi ternyata mengalami kegagalan karena program-program ini tidak didukung 
oleh struktur lembaga pemerintah yang baik. Sehingga, program ini hanya sampai pada 
taraf implementasi di pemerintah, belum kepada masyarakat. SA
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Good Governance 13

governance sebagai reformasi makro- ekonomi. Sedangkan, organisasi 
internasional yang lain menjadikan hak asasi manusia dan negara 
hukum sebagai batasan mengenai konsep Ǯȓȓǝॉ Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ॉPerbedaan 
konsep mengenai good governance menurut Jan Wouters dan Cedric 
Ryngaert dapat dirumuskan sebagai berikut, “The broadening of its 
χǡȇǝȦॉ ȓǭॉǈȠȠȇǷǗǈȭǷȓȍॉ ǷȦॉǈȭȭȣǷǖȰȭǈǖȇǡॉ ȭȓॉ ȭǴǡॉ ǭǈǗȭॉ ȭǴǈȭॉ ȭǴǡॉ ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡॉ
ǝǷȦǗȓȰȣȦǡॉǴǈȦॉȌȓ͏ǡǝॉǖǡ͖ȓȍǝॉǷȭȦॉȦȭȣǷǗȇ͖ॉȌǈǗȣȓ࣊ǡǗȓȍȓȌǷǗॉǗȓȣǡ21ࣛ࢈ Berdasarkan 
pendapat ini, batasan-batasan tentang good governance telah berkembang 
sedemikian pesat sehingga bukan hanya tentang makro ekonomi saja 
tetapi lebih luas lagi, yaitu hak asasi manusia dan negara hukum࢈

Perkembangan tersebut dikarenakan tekanan opini publik 
terhadap sistem kepemerintahan konvensional sudah pada tingkat 
memprihatinkan. Terlebih, hal ini juga diikuti dengan fungsi 
institusi sektor publik yang buruk, karena banyaknya skandal publik, 
maladministrasi, dan korupsi. Secara bersinambung, hal tersebut 
menyebabkan kemiskinan dan kegagalan. Secara mendasar, setiap warga 
sipil berhak mendapatkan kesejahteraan. 

Mengenai konsep tentang HAM dan rule of law, A.V Dicey 
mengemukakan konsep tentang rule of law. Rule of law merupakan 
persamaan kedudukan dihadapan hukum, penundukan pada hukum, 
peradilan yang sama, dan peradilan yang bebas. Selanjutnya, J. Stahl 
mengemukakan sebuah konsep mengenai HAM, yaitu Recht Staat. 
Recht Staat berisi penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi 
tertulis, pembagian kekuasaan negara, perlindungan HAM, dan 
peradilan konstitusi ekonomi. 

Oleh karena itu, organisasi internasional menerapkan standar yang 
lebih tinggi dari sistem kepemerintahan konvensional ke dalam konsep 
good governance sebagai syarat bagi negara berkembang mendapatkan 
pinjaman. Bank Dunia adalah sebagai organisasi internasional penggagas 

21 Cedric Ryngaert and J. Wouters, Good Governance lesson from International Organiza-
tion, (New York: Wessel, 2005), hal. 69. SA
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14 A. Junaedi Karso

pertama mengenai konsep good governance. Ketika terjadi krisis di Afrika 
sebagaimana tertulis pada sebuah laporan “The African development crisis 
ȭȓॉǈॉǗȣǷȦǷȦॉȓǭॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡࣛॉdijelaskan bahwa pemberian bantuan melalui 
[ȭȣȰȅȭȰȣǈȇॉ �ǝȂȰȦȭȌǡȍȭॉ UȣȓǮȣǈȌȌǡȦॉ (SAPs) untuk Poverty Reduction 
Strategy Papers (PRSP) berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 
konsep ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈

Konsep good governance pertama kali diadopsi oleh para praktisi di 
lembaga pembangunan internasional. Good governance mengandung 
konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan 
korupsi.22 Menurut World Bank Institute, kata governance diartikan 
sebagai, “The way state power is used in managing economic and social 
resource for development society”. Kekuasaan negara digunakan untuk 
mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan 
masyarakat.23 Dengan demikian, governance dapat dianggap sebagai 
tradisi. Hal senada juga dikemukakan World Bank dalam sebuah terbitan 
tahun 2000 yang mengemukakan, “Poorly functioning public sector 
ǷȍȦȭǷȭȰȭǷȓȍॉ ǈȍǝॉ͐ǡǈȅॉ Ǯȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭॉ ǈȣǡॉȌǈȂȓȣॉ ǗȓȍȦȭȣǈǷȍȭȦॉ ȭȓॉ Ǯȣȓ͐ȭǴॉ ǈȍǝॉ
ǡȢȰǷȭǈǖȇǡॉǝǡ͏ǡȇȓȠȌǡȍȭॉǷȍॉȌǈȍ͖ॉǝǡ͏ǡȇȓȠǷȍǮॉǗȓȰȍȭȣǷǡȦࣛ࢈ॉOrganisasi World 
Bank menitikberatkan buruknya fungsi institusi sektor publik dan 
lemahnya pemerintah merupakan penyebab kemiskinan dan kegagalan 
ekonomi di negara berkembang. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep good governance pertama 
kali diperkenalkan oleh suatu organisasi internasional yang bernama 
OECD (Organisation fo Economic Co-operation and Development). 

22 Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance (Yogyakarta: Laks-
bang Mediatama, 2007), hal. 231.

23 Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian mengenai good governance maka per-
lu dibedakan antara World Bank dan lembaga-lembaga donor lainnya. Menurut Mette 
Kjoer dan Klavs Kinnerup, World Bank menyiapkan agenda dan masuk ke dalam ko-
munitas lembaga donor. Namun pada saat yang sama, mandat yang diberikan adalah 
membatasi World Bank untuk tidak mencampuri urusan internal dari negara penerima 
(recipient countries). Mandat dari World Bank hanya membatasi pada pengembangan 
bidang ekonomi dan hanya bisa bertindak di luar bidang ekonomi jika bidang tersebut 
terkait dengan berdampak pada perkembangan ekonomi. SA
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Good Governance 15

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep good governance, yaitu: respect 
for the rule of law; openness, transparency and accountability to democratic 
institution; fairness and equity in dealings with citizen, including 
ȌǡǗǴǈȍǷȦȌॉǭȓȣॉǗȓȍȦȰȇȭǈȭǷȓȍॉǈȍǝॉȠǈȣȭǷǗǷȠǈȭǷȓȍࢋॉǡωǗǷǡȍȭࢉॉǡΥǡǗȭǷ͏ǡॉȦǡȣ͏ǷǗǡȦࢉॉ
clear, trasparent and applicable law and regulation; consistency and 
ǗȓǴǡȣǡȍǗǡॉǷȍॉȠȓȇǷǗ͖ॉǭȓȣȌǈȭǷȓȍࢋॉǴǷǮǴॉȦȭǈȍǝǈȣǝȦॉȓǭॉǡȭǴǷǗǈȇॉǖǡǴǈ͏ǷȓȰȣ࢈ॉ

Nilai-nilai yang digunakan oleh OECD ditransformasikan tidak 
hanya meliputi hubungan antara pemerintah, warga negara dan 
parlemen. Selain itu, fungsi efektif dari pemerintah juga menjadi nilai 
khas. Dalam perkembangan selanjutnya, nilai-nilai ini banyak diadopsi 
sebagai batasan-batasan tentang ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ॉMenurut Jan Wouters 
dan Cedric Ryngaert, governance mempunyai cakupan yang lebih luas 
yaitu:24 “Governance would include the process by which those in authority 
are selected, monitored, and replaced, the capacity of the government to 
ǡΥǡǗȭǷ͏ǡȇ͖ॉ ȌǈȍǈǮǡॉ ǷȭȦॉ ȣǡȦȓȰȣǗǡॉ ǈȍǝॉ ǷȌȠȇǡȌǡȍȭॉ ȦȓȰȍǝॉ ȠȓȇǷǗǷǡȦࢉॉ ǈȍǝॉ ȭǴǡॉ
respect of citizen and the state for the institutions that govern economic 
ǈȍǝॉȦȓǗǷǈȇॉǷȍȭǡȣǈǗȭǷȓȍॉǈȌȓȍǮॉȭǴǡȌࣛ࢈ॉPengertian governance berdasarkan 
pendapat Jan Wouters dan Cedric Ryngaert juga meliputi proses-proses 
pemilihan, pengawasan, dan penggantian dari pihak yang berwenang 
untuk mengefektifkan sumber daya dan kebijakan serta penghormatan 
terhadap hak-hak rakyat dan negara.

Francis N. Botchway juga mengartikan governance sebagai, “The 
conscious management of regime structures with a view to enhancing 
ȭǴǡॉ ȇǡǮǷȭǷȌǈǗ͖ॉ ȓǭॉ ȭǴǡॉȠȰǖȇǷǗॉ ȣǡǈȇȌ࢈” Pengertian kata governance berarti 
pengaturan secara sistematis dari struktur pemerintahan dengan 
tujuan untuk melaksanakan legitimasi dalam realitas publik. Legitimasi 
difokuskan langsung kepada instrumen hukum, pemerintah, organisasi 
non-pemerintah, dan proses yang langsung berkaitan dengan hak asasi 
manusia. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Jan Wouters dan 

24 Cedric Ryngaert and J. Wouters, Good Governance lesson from International Organiza-
tion, (New York: Wessel, 2005), hal. 73. SA
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16 A. Junaedi Karso

Cedric Ryngaert dan Francis N. Botchway maka governance selalu 
menekanan pada authority (kewenangan), kekuasaan yang sah atau 
kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, Lembaga administrasi 
negara (LAN) mengartikan governance adalah proses penyelenggaraan 
kekuasaaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and 
service.25

Pinto mengartikan governance sebagai praktik penyelenggaraan 
kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah secara umum dan 
pembangunan ekonomi pada khususnya. Selanjutnya, Ganie Rochman 
mengartikan governance sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya 
ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor 
non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Lebih lanjut, Ganie 
mengatakan bahwa pengelolaan tidak terbatas melibatkan pemerintah 
dan negara (state), akan tetapi juga peran berbagai aktor di luar 
pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas.26

Mengenai terminologi governance, Henk Addink memberikan 
pemahaman yang sangat lengkap yaitu, 27 “The following have been 
provided for governance: exercise of authority; control; government; 
ǈȣȣǈȍǮǡȌǡȍȭ࢈ॉ bǴǡॉ ȭ͐ȓॉ ȓȭǴǡȣॉ ǖȣǷǡǭॉ ǝǡȦǗȣǷȠȭǷȓȍॉ ȓǭॉ Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡॉ ǈȣǡॉ ȭǴǡॉ
following: 1) the act, process, or power of governing; 2) the state of being 
Ǯȓ͏ǡȣȍǡǝ࢈ॉ b͐ȓॉ ǈǝǝǷȭǷȓȍǈȇॉ ǝǡȦǗȣǷȠȭǷȓȍȦࢊॉ ॉࢴߜ ȭǴǡॉ ȠǡȣȦȓȍॉ ॉࢴǷȍȦȭǷȭȰȭǷȓȍࢳ ͐Ǵȓॉ
make up a governing body and who administer something; 2) the act of 
Ǯȓ͏ǡȣȍǷȍǮࢉॉǡ͕ǡȣǗǷȦǷȍǮॉǈȰȭǴȓȣǷȭ͖ࣛ࢈

�ǋϮǷǡȐǡ৹ȚȗƲǶƲ৹governance adalah cara penyelenggaraan kekuasaan, 
pengawasan, pemerintah, dan pengaturan. Governance juga dapat berarti 
tindakan, proses, atau kekuasaan memerintah. Governance juga dapat 
diartikan sebagai pihak yang diperintah. Pengertian tambahan lainnya 

25 Francis N. Botchway, “Good Governance: The Old, The New, The Principle, and The Ele-
ments.” Florida Journal of International Law Vol. 13, No.1 (2000), hal 161. 

26 Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Akunt-
abilitas dan Good Governance (Jakarta: LAN BPKP RI, 2004), hal. 1. 

27 Joko Widodo, Good Governance (Surabaya: Ihsan Cendekia, 2001), hal.18.SA
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Good Governance 17

mengenai governance adalah pihak atau institusi yang menciptakan 
institusi pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kewenangan. 

Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Henk Addink, unsur 
dari governance terdiri dari pemerintah yang mewakili authority (state 
of being governing), rakyat, dan pihak swasta yang mewakili state of 
being governed. Ketiga unsur tersebut menjadi elemen penting dalam 
menjalankan sebuah negara. Habibur Rahman dalam bukunya “Political 
[ǗǷǡȍǗǡॉ ǈȍǝॉ %ȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭࣛॉ mengemukakan pernyataan bahwa sebuah 
negara harus memiliki rakyat, pemerintah, wilayah dan kedaulatan. Jika 
salah satu dari elemen ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebuah 
negara. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut, “The state has varied in 
ǷȭȦॉȍǈȭȰȣǡࢉॉȓȣǮǈȍǷȦǈȭǷȓȍॉǈȍǝॉǭȰȍǗȭǷȓȍ࢈ॉ�ȍॉǈȍǈȇ͖ȦǷȦॉȓǭॉȭǴǡॉȌǈȍǷǭǡȦȭǈȭǷȓȍॉ
ȓǭॉȭǴǡॉȦȭǈȭǡॉȦǴȓ͐ȦॉǷȭȦॉǡȦȦǡȍȭǷǈȇॉǡȇǡȌǡȍȭȦ࢈ॉbǴǡȦǡॉǈȣǡࢊॉࢳǷࢴǈॉȠȓȠȰȇǈȭǷȓȍࢉॉࢳǷǷࢴॉǈॉ
bǡȣȣǷȭȓȣ͖ࢉॉࢳǷǷǷࢴॉǈॉǮȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭࢉॉǈȍǝॉࢳǷ͏ࢴॉȦȓ͏ǡȣǡǷǮȍȭ͖࢈ॉ[ȭǈȭǡॉȌǡǈȍȦॉȓǭॉǈȇȇॉȭǴǡȌ࢈ॉ
�͏ǡȣ͖ॉȦȭǈȭǡॉȌȰȦȭॉȠȓȦȦǡȦȦॉǈȇȇॉȭǴǡȦǡॉǡȇǡȌǡȍȭȦॉȓǭॉȭǴǡॉȦȭǈȭǡ࢈ॉ�͏ǡȣ͖ॉǝǡχȍǷȭǷȓȍॉȓǭॉǈॉ
ȦȭǈȭǡॉȭǈȅǡȦॉȭǴǡȦǡॉǗǴǈȣǈǗȭǡȣǷȦȭǷǗॉǷȍȭȓॉǗȓȍȦǷǝǡȣǈȭǷȓȍ28ࣛ࢈

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditelaah bahwa penyelenggaraan 
governance ditentukan adanya pelibatan beberapa unsur stakeholder, 
tidak terbatas pada pemerintah (government), akan tetapi juga unsur 
non-pemerintah (privaat sector), dan masyarakat (society) sebagai negara. 
Governance dapat tercipta dengan baik apabila unsur pemerintah, rakyat, 
dan sektor privat saling mendukung dan bersinergi. Namun sebaliknya, 
governance menjadi buruk jika salah satu dari kekuatan tersebut tidak 
bersinergi yang berakibat pada gagalnya proses penyelenggaraan 
Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ29࢈

Agar proses governance yang melibatkan pemerintah, rakyat dan 
pihak swasta dapat bersinergi, diperlukan partisipasi, akuntabilitas, 
terbuka, dan hubungan yang saling bertanggungjawab. Menurut Ngaire 
28 Henk Addink, Principle of Good Governance: Lesson from Administrative Law (Nether-

lands: Ultrecht University, 2008), hal. 8.
29 Habibur Rahman, Political Science and Government (Dacca: Ideal Publications, 1971), hal. 
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18 A. Junaedi Karso

Woods dalam artikel yang berjudul “Good Governance in international 
ȓȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍȦࣛॉ yang dimuat dalam Global Governance, partisipasi, 
akuntabilitas, terbuka dan hubungan yang saling bertanggung jawab 
merupakan prinsip utama dalam good governance. Selanjutnya, dapat 
dikatakan bahwa good governance merupakan suatu cara pelaksanaan 
governance yang baik, dalam arti tindakan atau perilaku para stakeholder 
dalam menjalankan governance berlandaskan pada prinsip-prinsip 
tersebut.30

Paper bertema governance juga mulai dipublikasikan oleh Bank 
Dunia (World Bank) pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul, 
“Governance and Development.” Di dalam publikasi tersebut, governance 
ǇǡǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷळ৹উThe manner in which power exercised in the management 
ȓǭॉǗȓȰȍȭȣ͖ࣝȦॉ ȦȓǗǷǈȇॉǈȍǝॉǡǗȓȍȓȌǷǗॉȣǡȦȓȰȣǗǡȦॉǭȓȣॉǝǡ͏ǡȇȓȠȌǡȍȭࣛ. Pada tahun 
1995, Asean Development Bank (ADB) memiliki policy paper bertajuk, 
“%ȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡࢊॉ [ȓȰȍǝॉ �ǡ͏ǡȇȓȠȌǡȍȭॉ BǈȍǈǮǡȌǡȍȭࣛ࢈ॉ UǈȠǡȣ tersebut 
mengartikulasikan empat esensi good governance, yaitu accountability, 
participation, predictability, dan transparancy. Lebih lanjut, United 
Nation Development Program (UNDP), menyebutkan ciri-ciri dari good 
governance, yakni transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, 
menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas 
politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta 
memperhatikan kepentingan subjek yang paling miskin dan lemah 
dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya 
pembangunan.

Secara etimologi, istilah good governance diterjemahkan menjadi 
pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan 

30 Ada banyak organisasi internasional telah menetapkan prinsip dari good governance 
yang salah satunya adalah OECD (Organization for Economic Co-operation and Devel-
opment). Prinsip– prinsip yang ada dalam good governance yaitu: respect for the rule of 
law; openness, transparency and accountability to democratic institutions; fairness and 
equity in dealing with citizen including mechanism for consultation and participation; 
ƟǇ˩ƂǨƟȢʄ࡬�ƟǇǇƟƂʄǨʶƟ�ɷƟɧʶǨƂƟɷ࡬�ƂȊƟŔɧ࡬�ʄɧŔȢɷɝŔɧƟȢʄ�ŔȢƌ�ŔɝɝȊǨƂŔŸȊƟ�ȊŔʺɷ�ŔȢƌ�ɧƟǊʙȊŔʄǨȲȢ࡬�ƂȲȢɷǨɷ-
tency and coherence in policy formation; high standards of ethical behaviour. SA
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yang baik dan berwibawa. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan 
istilah good governance lebih tepat diganti dengan ethical. Seperti yang 
ȗǋǱƲǞ৹ ǇǡǯǋǶȚǯƲǯƲǷ৹ ȐǋǀǋǱȚǶǷΘƲळ৹ ȊǋǷǇǋϮǷǡȐǡƲǷ৹ good governance sangat 
ΑƲȍǡƲȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ȗǡǇƲǯ৹ȐǋȍƲǘƲǶल৹�ƲǷǯ৹�ȚǷǡƲ৹ǬȚǘƲ৹ȗǡǇƲǯ৹ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹ȐǋǁƲȍƲ৹
baku, akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang good governance. 
Menurut Bank Dunia, tata pemerintahan yang baik harus predictable, 
terbuka, dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari 
kecurigaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, 
terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, serta rule of law 
yang ditegakkan secara eksklusif. Dilihat dari segi kepentingan, good 
governance dapat dimaknai sebagai cita-cita (ide) dan sebagai suatu 
keadaan atau kondisi. Sebagai suatu cita-cita (idee), good governance 
merupakan suatu keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan 
dilaksanakan dengan bersih (clean governance), terbebas dari 
penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara atau 
masyarakat.31 
31 Berbeda dengan konsep mengenai pemerintahan bersih (clean government) yang mere-
˫ơȇɽǫȇŔȥ�good governance, maka pemerintahan yang buruk (poor governance) merupa-
kan kebalikan good governance, yaitu apabila tujuan sedikit dijalankan, kurang mem-
perhatikan proses pembuatan keputusan, tidak berfungsinya peraturan dan kekuasaan 
dijalankan dengan sewenang-wenang suatu pemerintahan yang didalamnya banyak 
terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang be-
rakibat pada kerugian negara atau masyarakat. Hal tersebut sebagaimana pendapat Car-
oline G. Hernandez, bahwa: “In general, governance can be good or bad; good when col-
lective goals are served well, the processes of decision making are observed, governors 
perform their function and exercise their power properly, and the organization is sus-
tained. It is bad when only the goal of few, especially the governors are served, prescribe 
processes are breach, power and entitlements are abused, and when the organization’s 
survival is threatened or the organization fragment or dies.” Mengenai akibat dari poor 
governance, sebuah tulisan yang berjudul “Report of the Commonwealth Expert Group on 
Good Governance and the elimination of Corruption” menyatakan: “Poor governance and 
corruption are major constrains to pursuit of economic development: bribery increases 
the costs of government development programmes and spawns projects of little eco-
ȢȲȜǨƂ�ȜƟɧǨʄࡷ� ƂȲɧɧʙɝʄǨȲȢ�ʙȢƌƟɧȜǨȢƟɷ� ɧƟʶƟȢʙƟ� ƂȲȊȊƟƂʄǨȲȢ� ƂŔɝŔƂǨʄ �˃࡬ ƂȲȢʄɧǨŸʙʄǨȢǊ� ʄȲ�˩ɷƂŔȊ�
ʺƟŔȄȢƟɷɷƟɷ�ŔȢƌ�ȜŔƂɧȲ࢙ƟƂȲȢȲȜǨƂ�ƌǨǇ˩ƂʙȊʄ˃ࡷ�ɝƟɧƂƟɝʄǨȲȢɷ�ȲǇ�ǝǨǊǝ�ȊƟʶƟȊɷ�ȲǇ�ƂȲɧɧʙɝʄǨȲȢ�ŔȢƌ�
rent-seeking act as a strong disincetive to genuine foreign investors, while attracting mor 
dubious enterprise; diversion of resources from their intended purposes distorts the for-
mulation of public policy; the use of bribes to gain access to public services undermines 
ɷʄŔʄƟƌ�ŔȊȊȲƂŔʄǨȲȢ�ɝɧǨȲɧǨʄǨƟɷ࡬�ŸƟȢƟ˩ʄǨȢǊ�ʄǝƟ�ǇƟʺ�Ŕʄ�ʄǝƟ�Ɵ˂ɝƟȢɷƟ�ȲǇ�ʄǝƟ�ȜŔȢ˃ࡷ�ŸɧǨŸƟɧ˃�ƂŔȢ�
subvert essential public regulator system; widespread corruption brings government into SA
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20 A. Junaedi Karso

Konsep pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud, 
jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, 
partisipasif, taat pada ketentuan hukum (rule of law), berorientasi 
pada konsensus, adanya kebersaman, akuntabilitas, dan memiliki visi 
stategis. Good governance dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi, 
bila dimungkinkan pemerintahan telah dijalankan sesuai dengan asas 
dan konsep good governance. Apabila keadaan pemerintah telah tertata, 
teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik dan cukup berwibawa, maka 
berarti pemerintahan memiliki tata kelola yang baik.

[ǋǁƲȍƲ৹ ϮǱǽȐǽϮȐळ৹ good governance dimaknai sebagai tindakan atau 
tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, 
mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan 
nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.32 Pendapat di atas 
menekankan bahwa faktor utama dari terwujudnya good governance 
adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang 
baik. 

Nilai-nilai yang baik atau tidak termasuk dalam tataran etika moral. 
Black’s Law Dictionary৹ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹ǶǽȍƲǱ৹ ȐǋǀƲǘƲǡळ৹উThe view that 
the person’s always properly be seen as right or wrong, regardless of the 
ȦǷȭȰǈȭǷȓȍॉȓȣॉȭǴǡॉǗȓȍȦǡȢȰǡȍǗǡȦ33ࣛ࢈ Menurut teori tentang moral, perkataan 
“moral” merupakan keseluruhan kaidah dan nilai. Etika adalah teori 
tentang moral, sehingga perkataan moral disamakan dengan etika.34 
JJ.H. Bruggink mengartikan “moral” sebagai keseluruhan kaidah dan 
nilai yang berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia. 
UǋȍǀȚƲȗƲǷ৹ ΘƲǷǘ৹ ǇǡǶƲǯȐȚǇ৹ǶǋǷǁƲǯȚȊ৹ǶǋȍƲȐƲळ৹ ǀǋȍϮǯǡȍ৹ ƲȗƲȚ৹ ǀǋȍǀǡǁƲȍƲल৹
Apabila perbuatan itu memenuhi kaidah atau nilai maka berarti 
baik. Apabila tidak memenuhi kaidah atau nilai (sebaliknya), berarti 

disrepute and encourages cynicism about politics and public policy.”
32 Sadjijono, Fungsi....., hal. 236. 
33 Bryan Brian Thompson, Textbook......., hal. 1030. 
�ǫʋɭŔ-�ࡪŔȥƎʠȥǌ%ࢎ��ƎǫʋơɭǿơȟŔǠȇŔȥ�ȶȍơǠ��ɭǫǉ�òǫƎǠŔɭʋŔ࡫�èơ˫ơȇɽǫ�þơȥʋŔȥǌ�qʠȇʠȟ࡫ɭʠǫȥȇ%�ࡲqࡲ�� 34

Adhitya Bhakti, 1999), hal. 223-224. SA
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perbuatan seseorang atau pribadi dari orang itu dinilai sebagai jahat 
atau jelek. 

Kaidah dari nilai ini adalah suatu sistem konseptual yang 
mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia.35 Hasbullah Bakry 
yang mengartikan “etika” adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik 
dan mana yang buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia 
sejauh yang dapat diketahui akal pikiran untuk mendapatkan ideal yang 
sama bagi seluruh umat manusia. 161 Etika dan moral merupakan kaidah 
atau norma. Norma moralitas adalah suatu aturan, standar, atau ukuran 
yang dapat digunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan 
suatu perbuatan.36 Sesuatu perbuatan yang secara positif sesuai dengan 
ukurannya dapat dikategorikan bermoral atau moral baik. Apabila secara 
positif tidak sesuai ukurannya, maka dapat disebut tidak bermoral atau 
moral buruk.

Etika merupakan salah satu norma yang tidak dirumuskan dalam 
suatu ketentuan hukum. Sehingga, apabila penyelenggaraan pemerintah 
secara positif sesuai dengan ukuran sebagaimana yang dirumuskan dalam 
asas-asasnya, maka kepemerintahan akan dinilai baik. Namun apabila 
sebaliknya, maka akan dinilai buruk. Tingkah laku yang dimaksud dapat 
berasal dari badan atau lembaga non-pemerintah (non-governmental 
organization). Dengan demikian terwujudnya good governance tidak 
semata-mata ditentukan oleh lembaga pemerintah saja, akan tetapi juga 
dari komunitas masyarakat ataupun organisasi masyarakat. 

Jan Wouter dan Cedric Ryngaert juga menjelaskan, “A part from 
central government as the main partner, the partnership shall be open 
ȭȓॉ ǝǷΥǡȣǡȍȭॉ ȅǷȍǝȦॉ ȓǭॉ ȓȭǴǡȣॉ ǈǗȭȓȣȦॉ Ƿȍॉ ȓȣǝǡȣॉ ȭȓॉ ǡȍǗȓȰȣǈǮǡॉ ȭǴǡॉ ǷȍȭǡǮȣǈȭǷȓȍॉ
of all sectors of society, including the private sector and civil society 
ȓȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍࢉॉǷȍȭȓॉȭǴǡॉȌǈǷȍȦȭȣǡǈȌॉȓǭॉȠȓȇǷȭǷǗǈȇࢉॉǡǗȓȍȓȌǷǗॉǈȍǝॉȦȓǗǷǈȇॉȇǷǭǡࣛ࢈ॉ

35 Ibid, hal. 254.
36 Frans von Magnis, Etika Umum Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kani-

sius, 1975), hal. 17. SA
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Prinsip-prinsip good governance seperti participatory, transparent and 
ǈǗǗȓȰȍȭǈǖȇǡࢉॉǡΥǡǗȭǷ͏ǡॉǈȍǝॉǡȢȰǷȭǈǖȇǡॉserta penegakan the rule of law akan 
dipertanyakan kredibilitasnya jika tidak melibatkan peranan masyarakat 
maupun sektor swasta.37

Dengan demikian, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 
pada dasarnya good governance adalah merupakan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. 
Oleh karena itu, tindak lanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik (good governance) dan bersih (clean governance) adalah dengan 
mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang 
baik, yang digunakan sebagai hukum tidak tertulis melalui pelaksanaan 
hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum.

Pemerintahan yang baik (good governance) sangat dipengaruhi 
oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga 
pemerintahan atau alat perlengkapan negara untuk mewujudkan 
suatu konsep pemerintahan yang baik (good governance). Karena tugas 
dan wewenang pajabat administrasi tersebut walaupun secara teoritik 
bersifat netral, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat potensial 
untuk disalahgunakan, digunakan secara sewenang- wenang dan bahkan 
digunakan bertentangan dengan hukum.38

�ल৹ �ǡȍǡ৹ǇƲǷ৹<ƲȍƲǯȗǋȍǡȐȗǡǯ৹Good Governance

Kini, permasalahan pemerintahan menjadi suatu perdebatan 
karena adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan pada 
sisi pemerintah maupun warga masyarakat. Perubahan diharapkan agar 
ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹ǇƲǷ৹ȊƲȍƲ৹ǋǱǡȗ৹ȊǽǱǡȗǡǯ৹ǶǋǷǬƲǇǡ৹ǱǋǀǡǞ৹ǇǋǶǽǯȍƲȗǡȐळ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǇƲǱƲǶ৹

37 Menurut pendapat Bank Dunia dalam laporannya mengenai “Good Governance and De-
velopment” pada tahun 1992 mengartikan good governance sebagai pelayanan publik 
ˊŔȥǌ�ơ˪ɽǫơȥ࡫�ɽǫɽʋơȟ�ɢơȥǌŔƎǫȍŔȥ�ˊŔȥǌ�ƎŔɢŔʋ�ƎǫŔȥƎŔȍȇŔȥ࡫�ƎŔȥ�ɢơȟơɭǫȥʋŔǠŔȥ�ˊŔȥǌ�ŹơɭʋŔ-
ngungjawab (accountable) pada publiknya. Sedangkan makna publik lebih ditekankan 
pada masyarakat (society) dan sektor swasta.

38 Joko Widodo, Good Governance (Surabaya: Ihsan Cendekia, 2001), hal 18.SA
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penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi 
pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan 
(program), dan hukum yang menjamin hak asasi manusia dan keadilan 
sosial. Di sisi lain, warga atau masyarakat diharapkan memiliki kesadaran 
akan hak dan kewajibannya. Warga diharapkan lebih terinformasi, 
memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam 
penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan 
dengan pemerintah dan insitusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak 
mementingkan diri sendiri.

Penyelenggaraan pemerintaha—sebagaimana dikemukakan UNDP 
(United Nation Development Program)—pada dasarnya berorientasi 
pada tiga elemen utama, yakni pemerintah atau negara (state), sektor 
swasta (private sector), dan masyarakat (society) serta ditambah adanya 
interaksi antar ketiga elemen. Ketiga elemen utama yang dikemukakan 
UNDP tersebut memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lainnya. Ketiganya juga mempunyai hubungan yang sinergi 
tertuju pada penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi dari masing-masing 
elemen tersebut, antara lain:

1. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum 
yang kondusif

2. Sektor swasta (private sector) berfungsi manciptakan lapangan 
pekerjaan dan meningkatkan pendapatan

3. Masyarakat ikut berperan positif dalam interaksi sosialnya, baik 
di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.39

Lebih lanjut, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang 
baik (good governance) sebagaimana dikuti oleh Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) meliputi:40

39 Sedarmayanti, Good Governance. (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 5.
40 Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Akunt-

abilitas dan Good Governance (Jakarta: LAN BPKP RI, 2004), hal. 2. SA
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1. Partisipasi (participation)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk 
mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan 
serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui 
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 
Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan 
implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari 
tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evakuasi, serta 
hasil-hasilnya.

2. Penegakan hukum (Rule of Law)

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat 
kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang 
adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, 
langkah awal penciptaan good governance adalah membangun 
sistem hukum yang sehat dalam hal perangkat lunak (software), 
perangkat keras (hardware), maupun sumber daya manusia 
yang menjalankan sistemnya (human ware).

3. Transparansi (Transparancy)

Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik good governance 
di era revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua 
aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. 
Keterbukaan adalah merupakan adalah salah satu karakteristik 
ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈

4. Daya tanggap (Responsiveness)

Responsiveness merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan. 
Setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good 
governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan 
maupun keluhan setiap ȦȭǈȅǡǴȓȇǝǡȣȦ࢈
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5. Consensus orientations

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda 
untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang 
lebih luas. Hal tersebut meliputi aspek kebijakan maupun 
prosedur.

6. Keadilan

Pada dasarnya, semua warga negara mempunyai kesempatan 
yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

7. �ΥǡǗȭǷ͏ǡȍǡȦȦॉǈȍǝॉǡωǗǷǡȍȭ͖

Seharusnya, proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan 
apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang 
tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, baik berasal dafri 
sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggungjawab kepada 
publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas tergantung 
pada fokus organisasi apakah untuk kepentingan internal atau 
eksternal organisasi.

9. Visi strategis

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif 
good governance dan pengembangan manusia yang luas serta 
jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk 
pembangunan semacam ini.

Apa yang dikemukakan oleh UNDP menekankan bahwa 
pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraan 
ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹ǇǡǬƲǱƲǷǯƲǷ৹ǇǋǷǘƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϨȐǡǋǷळ৹ǀǋȍȗƲǷǘǘȚǷǘ৹ǬƲΒƲǀ৹
pada publik, menjaga hubungan yang seimbang antara pemerintah, 
sektor swasta dan masyarakat, serta menjaga soliditas pemerintah.
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Berkaitan dengan karakteristik dan indikator pemerintah yang baik 
(good governance) G.H. Addink memaknai asas good governance sama 
dengan asas Ǯȓȓǝॉ ǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍࢉॉ ࣚ/ȍॉ Ȍ͖ॉ ͏Ƿǡ͐ॉ ȭǴǡȣǡॉ ǷȦॉ ȍȓॉ ǝǷΥǡȣǡȍǗǡॉ
between governance and administration and there for we can speak 
ȠȣǷȍǗǷȠȇǡॉȓǭॉǮȓȓǝॉǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉȦǈȌǡॉǈȦॉȠȣǷȍǗǷȠȇǡॉȓǭॉǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡࣛ42

Pemberian makna yang sama antara principle of good governance dan 
principle of good administration merupakan suatu pemikiran dan inovasi 
baru dalam hukum administrasi. Hal ini setidak membawa pada beberapa 
kesimpulan. Pertama, beranjak dari konsep good governance yang 
meliputi sistem administrasi negara, upaya mewujudkan good governance 
juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem 
administrasi negara yang berlaku secara menyeluruh. Kedua, salah satu 
tugas dan wewenang pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan 
umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum ini dijalankan oleh 
alat pemerintahan (administrative organ) yang bisa berwujud seorang 
petugas atau badan pemerintah. Ketiga, penyelenggaraan administrasi 
negara tertuju pada kepentingan umum dan penyelenggaraan 
pemerintahan mempunyai tujuan yang sama dengan penyelenggaraan 
administrasi, yakni kepentingan umum. Keempat, pengertian tentang 
istilah good governance mengandung arti penggunaan atau pelaksanaan 
kewenangan bidang administrasi yang dilakukan oleh organ pemerintah 
dengan menimbulkan akibat-akibat hukum bidang administrasi 
negara. Sehingga, indikasi suatu pemerintahan yang baik adalah apabila 
administrasinya baik. Kelima, adanya pemahaman tindakan pemerintah 
sebagai tindakan adminsitrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan 
adalah merupakan penyelenggaraan administrasi.

Secara ringkas, G.H. Addink merumuskan empat prinsip utama 
dari good governance yaitu:41

41 Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Akunt-
abilitas dan Good Governance (Jakarta: LAN BPKP RI, 2004), hal. 23. SA
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1. Principles of proper administration include:42

a. The prohibition of misuse of power;

b. The prohibition of arbitrariness;

c. Principle of legal centainty;

d. Principle of legitimate expectation;

e. Principle of equality;

f. Principle of propotionality;

g. Principle of due care and

h. UȣǷȍǗǷȠȇǡॉ ȓǭॉ ȂȰȦȭǷχǗǈȭǷȓȍॉ Ƞȣȓ͏ǷǝǷȍǮॉࢳ ȦȰωǗǷǡȍȭॉ ǮȣȓȰȍǝॉ ǭȓȣॉ
decision)

2. Principles of public participation in the administration include43:

a. The principle of public participation related to person;

b. The principle of public participation related to the moment;

c. bǴǡॉȠȣǷȍǗǷȠȇǡॉȓǭॉȠȰǖȇǷǗॉȠǈȣȭǷǗǷȠǈȭǷȓȍॉȣǡȇǈȭǡǝॉȭȓॉȭǴǡॉȓǖȂǡǗȭ

42 Masing-masing prinsip ini dijelaskan lebih lanjut oleh Henk Addink yaitu: First, The prin-
ciple of prohibition of misuse power of the principle of prohibition of detournement de 
pouvoir: Agains the goal of the power, An in correct goal, Appropriate use, Use consistent 
with the goal; Second, The principles of prohibition of arbritrariness (the principles of 
reasonablenees): Arbitrarinees, evident unreasonable (complete unsystemmatic), Visible 
unreasonable (balance of interest, but not acceptable, That cannot be done in reasonable 
(marginal judicial review), In fairnees; Third, The principle of legal certainty: Formal legal 
certainty(recognizable rights and duties, Substantial legal certanty (durability of rules, 
order has to be complied with no infringe of rights without legal base, prohibition of 
ɧƟʄɧȲŔƂʄǨʶƟ�ƟǇǇƟƂʄࡷ�`Ȳʙɧʄǝ࡬�õǝƟ�ɝɧǨȢƂǨɝȊƟ�ȲǇ�ƂȲȢ˩ƌƟȢƂƟ࡫� wȢ�ǊƟȢƟɧŔȊ�Ÿ˃�ɝȲȊǨƂ˃࢙ɧʙȊƟɷ࡬�ƌǨɧƟƂ-
ʄǨʶƟɷ�Ȳɧ�ƂǨɧƂʙȊŔɧ࡬�,ȲȢƂɧƟʄƟ�ƂŔɷƟ�ǨȢ�ǨȢɷɝǨɧǨȢǊ�ƂȲȢ˩ƌƟȢʄࡷ�ɧƟȊƟʶŔȢʄ�ƟȊƟȜƟȢʄɷ�ŔɧƟࡷ�ʺǝȲ࡬�ǨȢ�ʺǝŔʄ�
way, by which act and aspect disposition; Fifth, The principle of equality: Equality for the 
law, Equality of administration, elements, no predisposition no negative discrimination, 
no positive discrimination, Equal spread of cost general interest; Six, The principle of 
propotionality: Administrative sanction(individual and general), Rights balance between 
means and aims; Seven, The principle of carefulness: Substantial carefulnees (careful bal-
ance of interest), Formal carefulnees (step in procedure of ordering): 1). Treatment, 2). Re-
searching, 3). Consultation, 4). Publication; Eight, The principle of reasoning: Substantial 
(bearing reason in relation to; facts, interest and rules), Formal (recognizable reason by 
given/ publication of administrative motives. 

43 Ibid, hal. 23. SA
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3. Principles of transparent admnistration include:44

a. The principles of transperency of decision and orders;

b. The principles of transperency of meeting; and

c. The principles of transperency of information

4. Principles of human rights administration include:45

a. Principles of classical human rights; and

b. UȣǷȍǗǷȠȇǡȦॉȓǭॉȦȓǗǷǈȇॉǴȰȌǈȍॉȣǷǮǴȭȦ࢈

Asas larangan bertindak sewenang-wenang juga dapat dimaknai 
sebagai asas spesialitas. Asas ini memandang bahwa pada hakikatnya 
setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu—yang dalam hukum 
administrasi—dikenal dengan ketajaman arah atau tujuan. Sehingga, 
penyelenggaraan pemerintahan harus selaras dan seimbang dengan 
tujuan dan kewenangan yang diberikan. Dengan demikan, apabila 
44 Henk Addink juga menjelaskan pengertian dari prinsip mengenai human rights adminis-

tration yaitu: “For the administration two types of human rights are relevant: a)classical 
human rights, b)social rights. In relation to the classical rights the civil rights, and more, 
ɷɝƟƂǨ˩ƂŔȊȊ˃�ʄǝƟ�ƌʙƟ�ɝɧȲƂƟɷɷ�ɧǨǊǝʄɷࢇ�ɧǨǊǝʄ�ʄȲ�Ŕ�ǇŔǨɧ�ʄɧǨŔȊ࡬�ƟɣʙŔȊǨʄ˃�ŸƟǇȲɧƟ�ʄǝƟ�ƂȲʙɧʄɷ࡬�nulla 
poena sine lege) and the political rights (the right to participate in the government, equal 
access to public service) are relevant for the work of the administration. In relation to the 
social rights the socio-economic rights (rights to food, health, housing and education) 
and the cultural rights (the right to take part in cultural life) are important for the admin-
istration.

45 Masing-masing prinsip ini dijelaskan lebih lanjut oleh Henk Addink yaitu: First, The prin-
ciple of prohibition of misuse power of the principle of prohibition of detournement de 
pouvoir: Agains the goal of the power, An in correct goal, Appropriate use, Use consistent 
with the goal; Second, The principles of prohibition of arbritrariness (the principles of 
reasonablenees): Arbitrarinees, evident unreasonable (complete unsystemmatic), Visible 
unreasonable (balance of interest, but not acceptable, That cannot be done in reasonable 
(marginal judicial review), In fairnees; Third, The principle of legal certainty: Formal legal 
certainty(recognizable rights and duties, Substantial legal certanty (durability of rules, 
order has to be complied with no infringe of rights without legal base, prohibition of 
retroactive effect; Fourth, The principle of ƂȲȢ˩ƌƟȢƂƟ: In general by policy-rules, direc-
ʄǨʶƟɷ�Ȳɧ�ƂǨɧƂʙȊŔɧ࡬�,ȲȢƂɧƟʄƟ�ƂŔɷƟ�ǨȢ�ǨȢɷɝǨɧǨȢǊ�ƂȲȢ˩ƌƟȢʄࡷ�ɧƟȊƟʶŔȢʄ�ƟȊƟȜƟȢʄɷ�ŔɧƟࡷ�ʺǝȲ࡬�ǨȢ�ʺǝŔʄ�
way, by which act and aspect disposition; Fifth, The principle of equality: Equality for the 
law, Equality of administration, elements, no predisposition no negative discrimination, 
no positive discrimination, Equal spread of cost general interest; Six, The principle of 
propotionality: Administrative sanction(individual and general), Rights balance between 
means and aims; Seven, The principle of carefulness: Substantial carefulnees (careful bal-
ance of interest), Formal carefulnees (step in procedure of ordering): 1). Treatment, 2). Re-
searching, 3). Consultation, 4). Publication; Eight, The principle of reasoning: Substantial 
(bearing reason in relation to; facts, interest and rules), Formal (recognizable reason by 
given/ publication of administrative motives. SA
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wewenang dijalankan tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan, 
maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang.46 

Permasalahan mendasarnya adalah bahwa di dalam asas legalitas 
tidak memperhitungkan tujuan. Sebaliknya, asas spesialitas menekankan 
pada tujuan diberikannya wewenang. Di sinilah terjadi suatu 
persinggungan sehingga pada tataran tertentu tindakan pemerintah 
akan mengesampingkan asas legalitas. Hal ini disebabkan karena adanya 
peraturan yang berbeda, yakni pada satu sisi tingkah laku harus disetujui 
dan di sisi lain ada peraturan yang melarang. Alhasil, pengambilan 
keputusan harus mempertimbangkan kepentingan lainnya.47

Asas spesialitas menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah 
untuk bertindak dengan mempertimbangkan suatu tujuan berdasarkan 
sudut pandang hukum administrasi sebagai suatu rangkaian peraturan 
yang berkaitan dengan kepentingan umum tertentu. Robert Hass juga 
memberikan indikator tentang “Ǯȓȓǝॉ Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡࣛॉ yang rumusannya 
meliputi lima indikator, antara lain:48

1. Melaksanakan Hak Asasi Manusia

2. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 
politik

3. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan 
masyarakat

4. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab 
kepada masyarakat

5. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan

Indikator good governance yang disampaikan oleh Robert Hass 
di atas sangatlah ringkas dan padat dan berorientasi pada tiga elemen 

46 Tatiek Sri Djammiati, “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia,” (Disertasi Doktor Univer-
sitas Airlangga, Surabaya, 2002), hal.108-109.

47 Ibid, hal. 109.
48 Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance (Yogyakarta: Laks-

bang Mediatama, 2007), hal. 250. SA
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pemerintahan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan good 
governance, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Menurut 
pendapat Ganie Rochman, good governance memiliki empat unsur 
utama, yang meliputi accountibility, kerangka hukum (rule of law), 
informasi, dan transparansi. Batta juga menyebutkan good governance 
memiliki empat unsur, antara lain: akuntabilitas (accountability), 
transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum 
(rule of law).49 Selanjutnya, Caroline G. Hernandez mengemukakan 
bahwa, “%ȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡॉ Ƿȍ͏ȓȇ͏ǡȦॉ ǈॉ Ȧǡȭॉ ȓǭॉ ȠȣǷȍǗǷȠȇǡॉ ǈȍǝॉ ȣȰȇǡȦॉ ǝǡχȍǷȍǮॉ ȭǴǡॉ
organization structure adn the responsibilities, accountabilities, function, 
entitlements an power of those who govern and are governed in an 
ȓȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍ࢈ॉ /ȭॉ ǷȍǗȇȰǝǡȦॉ ȭǴǡॉ ȠȣȓǗǡȦȦǡȦॉ ǖ͖ॉ ͐ǴǷǗǴॉ ǝǡǗǗǷȦǷȓȍॉ ǈΥǡǗȭǷȍǮॉ ȭǴǡॉ
ȓȣǮǈȍǷ͛ǈȭǷȓȍॉǈȣǡॉȌǈǝǡ50ࣛ࢈

Berikut juga pendapat dari Meutia yang menyebutkan bahwa 
elemen-elemen ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡࣛॉterdiri dari:

1. Accountability terdiri dari:

i. Political accountabilty, yakni adanya mekanisme 
penggantian pejabat penguasa, tidak ada usaha untuk 
membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada 
ǇǋϮǷǡȐǡ৹ ǇƲǷ৹ ȊǋǷƲǷǘƲǷƲǷ৹ ΘƲǷǘ৹ ǬǋǱƲȐ৹ ȗǋȍǞƲǇƲȊ৹ ȊǋǱƲǷǘǘƲȍƲǷ৹
kekuasaan dibawah ȣȰȇǡॉȓǭॉȇǈ͐࢈ॉ

ii. Public accountability, yakni adanya pembatasan tugas yang 
ǬǋǱƲȐ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल৹�ǋȍǯƲǡȗƲǷ৹ǇǋǷǘƲǷ৹ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐळ৹ƲǇƲ৹ ǱǡǶƲ৹
perspektif akuntabilias, yakni akuntabilitas organisasi 
(administrasi), akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, 
akuntabilitas professional, dan akuntabilitas moral.

2. Adanya kerangka hukum dalam pembangunan dari sudut 
aparat birokrasi berarti bahwa adanya kejelasan dan pendidikan 
dari abdi negara terhadap sektor swasta. Dari sudut masyarakat 

49 Ibid, hal. 258. 
50 Sedarmayanti, Good....., , hal. 2. SA
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sipil, elemen ini mensyaratkan adanya kerangka hukum yang 
diperlukan untuk menjamin hak-hak warganegara dalam 
menegakkan akuntabilitas pemerintah.

3. Informasi dalam hal ini berarti bahwa informasi mengenai 
setiap aspek kebijakan pemerintah dapat dijangkau oleh 
politik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan 
persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 
berdasarkan pada preferensi publik.

4. Transparansi, artinya adalah keyakinan akan adanya kebijakan 
terbuka bagi pengawasan.

Karakteristik good governance yang menurut Wibisono diperluas 
dan diuraikan menjadi tujuh ciri, antara lain:51

1. Pengelolaan sumber-sumber daya alam. Kualitas pemanfaatan 
sumber-sumber daya alam oleh negara merupakan faktor 
essensial untuk menerangkan apakah pembangunan yang 
dilakukan tergolong baik atau buruk. Dengan melihat korelasi 
antara sumber daya alam yang dimiliki dengan kesejahteraan 
warga negaranya, dapat diketahui apakah negara telah atau 
belum mempraktekkan ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈

2. Integritas diri para politisi, para penegak hukum, dan elit 
intelektual. Integritas dan kredibilitas para politisi, penegak 
hukum, dan elit intelektual dapat menjadi ukuran melihat 
apakah proses pemerintahan secara good, bad atau ugly.࢈ॉKetiga 
kalangan profesi tersebut harus merupakan tolok banding 
model integritas.

3. Pluralisme dalam sistem politik dengan adanya pihak oposisi 
yang efektif. Plurasisme dalam sistem politik menggambarkan 
bahwa individu tidak terkooptasi dalam sistem monoloyalita. 
Selain tidak sehat, hal tersebut juga menyalahi kodrat. Secara 

51 Joko Widodo, Good......, hal.152 SA
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ϮȗȍƲǞळ৹ ǶƲǷȚȐǡƲ৹ ǇǡǱƲǞǡȍǯƲǷ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ǀǋȍǀƲǘƲǡ৹ ǯǋƲǷǋǯƲȍƲǘƲǶƲǷ৹
dalam ide, keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan level 
kebahagiaan. Adanya pihak oposisi yang efektif merupakan 
cermin adanya keinginan bersama untuk ber-sparing partner, 
mengontrol dan, bersaing untuk memajukan program-program 
yang lebih baik bagi pemanfaatan seluruh bangsa.

4. Media masa yang independen. Adanya media masa yang 
independen merupakan cerminan dasar dari kemerdekaan 
manusia. Independensi harus diartikan dalam tiga belah 
pihak, yaitu independensi dari pemerintah yang berkuasa, 
independensi dari pihak yang beroposisi, dan independensi dari 
kepentingan pribadi.

5. Independensi lembaga peradilan. Lembaga peradilan harus 
memliki kewenangan penuh yang dapat menjangkau seluruh 
warga negara tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

ल৹ࡷ UȍǽȐǋȐ৹ ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ ȊȚǀǱǡǯ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ȐȗƲǷǇƲȍ৹
profesionalisme yang tinggi dapat menjunjung tinggi integritas. 
Dengan melihat pelayanan public, maka dapat diketahui baik 
dan buruk perjalanan administrasi sebuah negara. 

7. Adanya aturan anti korupsi yang jelas dan tegas. Aturan anti 
korupsi yang dimaksud juga menyangkut upaya mengungkap 
kekayaan pejabat pemegang kekuasaan dan pengambilan 
keputusan. Aturan tersebut tidak hanya diterapkan pada pejabat 
tinggi eksekutif, melainkan menyangkut anggota legislatif dan 
badan-badan pelayanan.

A.M. Donner dan Wiarda sebagaimana dikutip oleh Sadjijono 
juga merumuskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik 
(AAUPB) menjadi lima rumusan, yakni:52

52 Sadjijono, Fungsi....., hal. 254. SA
MUD

RA B
IRU



Good Governance 33

1. Asas kejujuran (fair play)

2. Asas kecermatan

3. Asas kemurnian dalam tujuan

4. Asas keseimbangan

5. Asas kepastian hukum.

A.D. Belinfante juga merumuskan hampir sama dengan A.M. 
Donner dan Wiarda, yakni asas larangan bertindak tidak sewenang-
wenang; asas larangan detournement de povoir, asas kepastian hukum; 
asas keseksamaan dan asas persamaan. Sedangkan J.J. Veld dan N.S.J. 
Koemen merumuskan kembali menjadi delapan butir antara lain:

1. Asas larangan detournement de povoir

2. Larangan untuk bertindak sewenang-wenang

3. Asas persamaan

4. Asas kepastian hukum

5. Asas harapan-harapan yang ditumbuhkan

6. Asas kejujuran (fair play)

7. Asas kecermatan

8. Asas pemberian perimbangan.

Rumusan yang lebih luas adalah sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Crince Le Roy, bahwa asas-asas yang perlu diterapkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik, meliputi:53

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security)

2. Asas keseimbangan (principle of proporsionally)

3. Asas bertindak cepat (principle of carefullness)

4. Asas motivasi untuk setiap badan pemerintahan (principle of 
motivation)

53 Paulus Effendie Lotulong, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1994), hal 38-39. SA
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5. Asas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principle 
of non misuse of competence)

6. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of 
equality)

7. Asas permainan yang layak (principle of fair play)

8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness of 
prohibition of arbritrariness)

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting 
raised expectation)

10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 
(principle of undoing the consequences of unnulled decision)

11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting 
the personal way of life)

Kemudian oleh Koentjoro Purbipranoto ditambah dua asas lagi, 
yaitu:54

12. Asas kebijaksanaan (principle of sapiently)

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public 
service)

Rumusan yang dikemukakan oleh R. Crince Le Roy sebagaimana 
dikutip dan ditambahkan oleh Koentjoro Purbopranoto tersebut berasal 
dari hand out kuliah pada penataran lanjutan hukum tata negara-hukum 
tata pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 
pada tahun 1978.55 Asas-asas yang diuraikan dimaksud sebanyak 11 asas, 
kemudian ditambah 2 asas dari Koentjoro Purbopranoto, dan pada saat 
asas-asas dimaksud diuraikan oleh R. Crince Le Roy masih berdasarkan 
yurisprupensi pengadilan biasa bukan dari AROB (Peradilan 
Administrasi Belanda), karena pada waktu itu Wet AROB baru mulai 

54 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Ad-
ministrasi Negara (Bandung: Alumni, 1981), hal 256. 

55 Ibid, hal. 280. SA
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berperan.56 Selanjutnya, setelah adanya yurisprudensi AROB (Peradilan 
Administrasi Belanda) asas-asas yang dikenal, adalah:

1. Asas pertimbangan

2. Asas kecermatan

3. Asas kepastian hukum

4. Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah 
ditimbulkan

5. Asas persamaan

6. Asas keseimbangan

7. Asas kewenangan

8. Asas fair play

9. Larangan “ǝǡȭȓȰȣȍǡȌǡȍȭॉǝǡॉȠȓȰȣ͏ȓǷȣࣛ

10. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Di sisi lain, Sadu Wasistono merumuskan ciri-ciri tata pemerintahan 
yang baik, yang meliputi:

1. Mengikutsertakan semua masyarakat

2. Transparansi dan bertanggung jawab

3. Efektif dan adil

4. Menjamin adanya supremasi hukum

5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 
didasarkan pada konsensus masyarakat

6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan 
lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut 
alokasi sumber daya pembangunan.

Dari rumusan the general principle of good governance yang berbeda-
beda tersebut, sedikit banyak memberikan gambaran dan pemahaman 

56 Philipus M Hadjon, Pengantar hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada 
Press, 2002), hal. 279. SA
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bagi aparatur pemerintahan, komunitas masyarakat, dan lembaga 
non-pemerintah untuk digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam 
menyelenggarakan pemerintahan, serta sebagai etik dalam bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara.

Aplikasi terhadap asas-asas dimaksud, bukanlah suatu tindakan 
yang mudah dan cepat dapat terpenuhi. Akan tetapi, banyak faktor yang 
dapat mempengaruhi, baik dari hubungan lembaga yang satu dengan 
yang lain, sumber daya manusia, maupun pengawasan yang dilakukan. 
Oleh karana itu, good governance yang efektif menurut Sedarmayanti 
menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, professional, serta 
etos kerja dan moral yang tinggi sehingga terselenggara good governance 
merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 
dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara.57 

Hubungan koordinasi antar elemen bisa bersifat vertikal maupun 
horizontal. Secara vertikal adalah pengawasan atau kontrol dan yang 
bersifat horizonal adalah koordinatif. Koordinasi tidak selamanya 
ditafsirkan baik (good). Bahkan koordinasi dapat rnance atau bertentangan 
dengan etika moral dan norma hukum, sehingga fungsi pengawasan 
berdampak buruk terhadap penyelenggaraan good governance sepanjang 
koordinasi dilakukan pada konsep yang menyimpang dari asas-asas 
terwujudnya pemerintahan yang baik (ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ࢴ

E. Good Governance di Indonesia

Sebelum membahas tentang good governance di Indonesia, terlebih 
ǇƲǞȚǱȚ৹ ƲǯƲǷ৹ ǇǡǯǋǶȚǯƲǯƲǷ৹ ȗǋǷȗƲǷǘ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ॉ Oleh karena 
ǀǋǀǋȍƲȊƲ৹ ȊǋǷȚǱǡȐ৹ ǶǋǶǀǋȍǡǯƲǷ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹ ǀǋȍǀǋǇƲॺǀǋǇƲ৹ ȗǋǷȗƲǷǘ৹
governanceळ৹ ǶƲǯƲ৹ ǇƲǱƲ৹ ȊǋǶǀƲǞƲȐƲǷ৹ ǡǷǡ৹ ǀǋȍȊǡǬƲǯ৹ ȊƲǇƲ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹
dirumuskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler bahwa “Governance- 
for leading society, convincing its various interest groups to embrace 

57 Sedarmayanti, Good......, hal. 2. SA
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ǗȓȌȌȓȍॉ ǮȓǈȇȦॉ ǈȍǝॉ ȦȭȣǈȭǡǮǷǡȦࣛ58, dan ditegaskan lagi oleh UN-ESCAP 
bahwa“governance means the process of decision-making and the process 
ǖ͖ॉ͐ǴǷǗǴॉǝǡǗǷȦǷȓȍॉǈȣǡॉǷȌȠȇǡȌǡȍȭǡǝॉࢳȓȣॉȍȓȭॉǷȌȠȇǡȌǡȍȭǡǝ59ࣛ࢈ࢴ Memahami 
pengertian di atas, governance adalah keterlibatan berbagai unsur utama 
yang ada di masyarakat dalam pengambil keputusan tentang berbagai 
tujuan dan strategi bersama.

BǋǷȚȍȚȗ৹ �ȐǋǋǶ৹ UȍƲǯƲȐǞ৹ ǇƲǷ৹ :ǋϥȍǋΘ৹ �ल৹ ,Ʋȍȗळ৹ ȚǷȐȚȍ৹ ȚȗƲǶƲ৹
governance adalah pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dalam 
proses pengambilan keputusan, yaitu pemerintah (government), sektor 
swasta (private sector) dan masyarakat madani (ǗǷ͏ǷȇॉȦȓǗǷǡȭ͖࢈ࢴॉHal tersebut 
dijelaskan sebagai berikut, “sǡॉǝǡχȍǡॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡॉȦǷȌȠȇ͖ॉǈȦॉȓȣǮǈȍǷ͛ǷȍǮॉ
collective action, this conceptualization of governance is not limited to 
government since other social institution may provide governance service 
ǈȦॉ͐ǡȇȇ60ࣛ࢈ Interaksi antar pihak-pihak dalam melaksanakan governance 
jika dijalankan secara baik berdasarkan prinsip participation, rule of law, 
transparency, responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness 
ǈȍǝॉǡωǗǷǡȍǗ͖ࢉॉǈǗǗȓȰȍȭǈǖǷȇǷȭ͖ॉmaka akan mewujudkan good governance 
sebagai nilai ideal dari pelaksanaan governance yang mengutamakan 
kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-
cita negara.

Munculnya paradigma good governance di Indonesia dilatarbelakangi 
dengan dinamika yang cepat di berbagai sektor kehidupan, baik 
politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya yang menuntut 
peningkatan kualitas demokrasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan semakin berkembangnya konsep tentang hak 
asasi manusia. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good 
governance) di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara 

58 David Osborne dan Ted Gaebler, Reinventing Government: How the Entrerprenurial Spirit 
is Transforming the Public Sector (New York: Plume: The Pinguin Group, 1993), hal. 34. 

59 Safri Nugraha, Birokrasi....., hal. 9.
60 Aseem Prakash and Jeffrey A, Hart, Good Governance (New York: Plume: The Pinguin 
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demokrasi yang dipolakan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. 
Martin Scheinin mengatakan bahwa, “Democracy, development and 
respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent 
ǈȍǝॉȌȰȭȰǈȇȇ͖ॉȣǡǷȍǭȓȣǗǷȍǮ࢈ॉ�ǡȌȓǗȣǈǗ͖ॉǷȦॉǖǈȦǡǝॉȓȍॉǭȣǡǡȇ͖ॉǡ͕ȠȣǡȦȦǡǝॉ͐Ƿȇȇॉȓǭॉ
the people to determine their own political, economic, social and cultural 
Ȧ͖ȦȭǡȌॉ ǈȍǝॉ ȭǴǡǷȣॉ ǭȰȇȇॉ ȠǈȣȭǷǗǷȠǈȭǷȓȍॉ Ƿȍॉ ǈȇȇॉ ǈȦȠǡǗȭȦॉ ȓǭॉ ȭǴǡǷȣॉ ȇǷ͏ǡȦ࢈ॉ /ȍॉ ȭǴǡॉ
context of the above, the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms at the national and international levels should be 
ȰȍǷ͏ǡȣȦǈȇॉǈȍǝॉǗȓȍǝȰǗȭǡǝॉ͐ǷȭǴȓȰȭॉǗȓȍǝǷȭǷȓȍȦॉǈȭȭǈǗǴǡǝ61ࣛ࢈

Konsep demokrasi ini merupakan salah satu landasan utama 
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Pemerintahan dikatakan 
demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa 
melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan 
melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya trasparan sehingga rakyat 
bisa mengontrol ataupun memasukkan inisiatif lewat saluran yang 
disediakan oleh sistem politik. 

Dengan ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara demokrasi, 
founding fathers telah memikirkan dan menghendaki adanya suatu 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pasalnya, pemerintahan 
demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 
Dalam konsep good governance, rakyat memegang peranan penting 
sebagai kontrol penyelenggaraan pemerintah maupun salah satu institusi 
dari governance. Menurut Sedarmayanti, institusi dari governance 
tersebut meliputi: state (negara atau pemerintah), private sector (sektor 
swasta dan dunia swasta), dan society (masyarakat).62 

Menempatkan rakyat sebagai satu institusi dalam governance 
tersebut berorientasi pada teori terbentuknya suatu negara, di mana 
salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya rakyat. Selain 
itu, penyelenggaraaan pemerintah demokrasi mensyaratkan adanya 

61 Hans-Otto Sano & Gudmundur Alfredsson, Good Governance (Bandung: Alumni) hal. 30.
62 Sedarmayanti, Good...., hal 5. SA
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keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan, baik melalui wakil-
wakil rakyat maupun secara langsung. Hal ini sebagaimana dirumuskan 
dalam pasal 1 ayat (2) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.63 

Di dalam mewujudkan good governance, Indonesia tidak 
terbatas pada satu bidang saja. Terdapat segala aspek good governance 
terutama politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Di dalam 
penyelenggaraan politik, ekonomi, dan sosial tersebut harus secara 
transparan dan akuntabilitas, sebagai elemen pokok good governance, 
sebagaimana dikatakan oleh Caroline. G. Hernandez, “Transparency 
and accountability on the part of those who govern are key elemen of good 
Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ64ࣛ࢈ 

Sikap transparansi dan akuntabilitas para pelaku (stakeholder) 
politik, ekonomi, sosial, maupun pemerintahan sangat berpengaruh 
terhadap baik atau buruknya penyelenggaraan pemerintahan. Pada 
dasarnya, pemerintahan dapat menjadi baik maupun buruk sebagaimana 
dikemukakan juga oleh Caroline. G. Hernandez bahwa terdapat suatu 
penilaian dan anggapan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik di Indonesia, yakni pemerintahan akan menjadi baik apabila 
dalam penyelenggaraan pemerintah terbebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Sebenarnya hal tersebut tidaklah benar. Pasalnya, ketiga 
permasalahan tersebut hanyalah merupakan bagian dari permasalahan 
yang ada dan harus dibenahi di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi 
karena selama kurun waktu pemerintahan orde baru, praktik korupsi, 
kolusi dan nepotisme tumbuh dengan subur dan marak pada semua 
unsur pemerintahan. Bahkan, Indonesia masuk dalam kategori negara 
korup nomor enam di dunia,65 sehingga pemberantasan korupsi, kolusi 
dan nepotisme menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan dalam 
era reformasi. 

63 Harun Al Rasyid, Good Governance, Birokrasi dan Good Governance (Bandung: Alumni, 
2000) hal. 77.

64 Sadjijono, Fungsi...., hal. 262.
65 Pandji Santosa, Administrasi...., hal. 114. SA
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Di sisi lain, rakyat menghendaki agar korupsi, kolusi dan nepotisme 
di Indonesia harus diberantas. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Ketetapan 
MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai pijakan awal 
untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan 
menuju pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu yang 
menjadi pertimbangan ditetapkannya ketetapan MPR RI No.XI/
MPR/1998 tersebut adalah telah diakui bahwa di dalam penyelenggaraan 
negara Indonesia dinilai telah terjadi adanya praktik-praktik usaha yang 
menguntungkan sekelompok orang sehingga menyuburkan korupsi, 
kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para 
pengusaha. Hal ini telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara 
diberbagai aspek kehidupan sosial. 

Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 berusaha memenuhi dan 
melaksanakan tuntutan kehendak rakyat di era reformasi yang ditetapkan 
dalam pasal- pasal Tap MPR, antara lain:

1. Memfungsikan secara proposional dan benar lembaga tertinggi 
negara, lembaga kepresidenan, dan lembaga tinggi negara 
lainnya sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar (pasal 1),

2. Dalam rangka penyelenggaraaan negara, lembaga-lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi 
dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada 
masyarakat, bangsa dan negara (pasal 2 ayat (1)),

3. Untuk melaksanakan fungsi tugasnya, penyelenggaraan 
negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu 
membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 
(pasal 2 ayat (2)),

4. Untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam SA
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penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan 
agamanya dan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa 
kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat,

5. Pemeriksaan atas kekayaan seseorang yang dipercaya menjabat 
suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara dilakukan 
oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara yang 
keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat,

6. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan 
secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi, yang diubah dengan undang- undang no 20 
tahun 2001,

7. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan 
nepotisme harus dilaksanakan dengan tegas terhadap siapapun 
juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga 
dan kroninya, maupun pihak swasta (konglomerat) termasuk 
mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan 
prinsip praduga tidak bersalah (presumtion of innocent) dan hak 
asasi manusia.

Tindak lanjut ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 sebagai 
wujud komitmen bersama untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam 
memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuk Undang-
Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembar Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 No. 75). Undang-Undang No. 28 tahun 1999 
mempertimbangkan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga 
antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak 
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta 
membahayakan eksistensi negara. Oleh karena itu Undang-Undang 
No. 28 tahun 1999 mengatur secara tegas kewajiban penyelenggara SA
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negara untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
dalam menyelenggarakan negara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 
5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang mengatur tentang kewajiban 
penyelenggaraan negara. Bagi penyelenggara negara yang tidak 
memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi baik administratif, 
perdata, pidana, maupun denda.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) 
sesuai yang dimanatkan ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 maupun 
Undang-Undang No. 28 tahun 1999 telah merumuskan asas-asas umum 
penyelenggaraan negara (the general principle of state organization) 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 
1999, meliputi:

1. Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum 
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undang, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 
negara

2. Asas tertib penyelenggaraan negara: adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas kepentingan umum: adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, 
dan selektif.

4. Asas keterbukaan: adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 
dan tidak dikriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 
tetap memperhatikan perlindungan asasi pribadi, golongan, 
dan rahasia negara.

5. Asas proposionalitas: adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

6. Asas profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian SA
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yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

7. Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku.66

Hubungan antar penyelenggara negara dilaksanakan dengan 
mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika 
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 
lebih memfokuskan terhadap pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme, maka dibentuk Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-
Undang No. 20 tahun 2001, termasuk diundangkannya Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, sehingga praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara 
memiliki sanksi yang tegas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih 
(clean governance).

Di dalam penegakan asas-asas umum penyelenggaraan negara (the 
general principle of organization state), khususnya asas akuntabilitas 
(accountability) telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 
tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bertujuan 
untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah 
sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan 
terpercaya, dengan sasaran:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat 
ǀǋȍǽȊǋȍƲȐǡ৹ȐǋǁƲȍƲ৹ǋϮȐǡǋǷळ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ȍǋȐȊǽǷȐǡΑǋ৹ȗǋȍǞƲǇƲȊ৹ƲȐȊǡȍƲȐǡ৹
masyarakat dan lingkungannya,

66 Lihat Undang-Undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, beserta penenjelasannya.SA
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2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintahan,

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional,

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 1999, 
dibentuk komisi pemeriksa kekayaan negara yang merupakan lembaga 
independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar bebas dari 
pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memeriksa 
kekayaan pejabat penyelenggaraan negara. Pembentukan komisi 
tersebut dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 81 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan 
Penyelenggara Negara. Eksistensi komisi pemeriksa ini untuk mencegah 
adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, 
Undang- Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENASI) dimaksudkan untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik. Di dalam Undang-Undang tersebut, program 
pembangunan yang berkaitan dengan program pengawasan terhadap 
aparatur negara merupakan salah satu prioritas utama. Pengawasan 
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan fokus 
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut melibatkan peran 
dan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melakukan dan menjadi 
lembaga kontrol masyarakat (control of society) terhadap penyelenggaraan 
negara agar bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar pengawasan (control) efektif bagi penyelenggara pemerintah, 
Indonesia mengambil contoh beberapa negara seperti, Amerika Serikat, 
Inggris, Jepang, dan Uganda. Negara-negara tersebut mengefektifkan 
lembaga Inspektorat Jenderal sebagai lembaga independen yang 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan, menampung segala pengaduan dan informasi dari 
masyarakat yang menyangkut tentang sikap, perilaku, penyimpangan, 
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dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. 
Walaupun jenis, kedudukan dan pertanggung jawaban Inspektorat 
Jenderal tersebut di negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda, 
namun negara-negara lain menjadi model bagi bangsa kita.

Di Amerika Serikat—misalnya—ada inspektorat jenderal di 
kejaksaan agung (e[ॉ �ǡȠǈȣȭǡȌǡȍȭॉ ȓǭॉ ȂȰȦȭǷǗǡࢴॉ dan di departemen 
pertahanan. Kedua lembaga tersebut tidak bertanggungjawab kepada 
menteri-menteri, melainkan kepada parlemen (conress). Namun 
demikian, Inspektur Jenderal sebagai penyelenggara administrasi 
negara.67 Di Uganda dan Jepang, Inpektorat Jenderal sebagai institusi 
yang mandiri bertugas mengawasi para menteri dan instansi publik. 
Salah satu tugas mereka adalah menerima pengaduan terhadap tindakan-
tindakan penyelenggara pemerintah yang maladministrasi. Menurut 
New Zealand Parliamentary Commisioner sebagaimana dikutip K.C 
Wheare menjelaskan maladministrasi sebagai:68 maladministration 
ǈȠȠǡǈȣȦॉȭȓॉǴǈ͏ǡॉǖǡǡȍॉǗȓȍȭȣǈȣ͖ॉȭȓॉȇǈ͐ࢋॉ͐ǈȦॉȰȍȣǡǈȦȓȍǈǖȇǡࢉॉȰȍȂȰȦȭࢉॉȓȠȠȣǡȦǷ͏ǡॉ
or improperly discriminatory, or was in accordance with a rule of law or 
provision of any enactment or a practice that is or may be unreasonable, 
ȰȍȂȰȦȭࢉॉ ȓȠȠȣǡȦǷ͏ǡॉ ȓȣॉ ǷȌȠȣȓȠǡȣȇ͖ॉ ǝǷȦǗȣǷȌǷȍǈȭȓȣ͖ࢋॉ ȓȣॉ ͐ǈȦॉ ǖǈȦǡǝॉ ͐Ǵȓȇȇ͖ॉ ȓȣॉ
Ƞǈȣȭȇ͖ॉȓȍॉȌǷȦȭǈȅǡॉȓǭॉȇǈ͐ॉȓȣॉǭǈǗȭࢋॉȓȣॉ͐ǈȦॉ͐ȣȓȍǮ࢈

Di Indonesia, ada lembaga inspektorat jenderal yang kewenangannya 
melakukan pengawasan dan melakukan inspeksi ke seluruh komponen 
departemen, dan terhadap sikap, serta perilaku petugas pemerintahan di 
departemen. Lembaga tersebut kedudukannya berada di bawah menteri, 
sehingga eksistensinya kurang independen.

Sasaran pengawasan terhadap kinerja pemerintah, baik yang 
dilakukan oleh inspektorat jenderal maupun lembaga lain yang memiliki 
otoritas independen, tidak lain sebagai upaya untuk mencegah agar dalam 
penyelenggaraan administrasi negara tidak terjadi maladministrasi yang 

67 Sadjijono, Fungsi....., hal 269. 
68 K.C Wheare, Maladministration...., hal 1. SA
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berakibat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat. Hal 
ini sejalan dengan rumusan tujuan dan misi lembaga ombudsman, yang 
antara lain membangun dan menjamin terselenggaranya pemerintahan 
yang baik (good governance) dengan mengawasi dan mengoreksi cara-cara 
lembaga-lembaga pemerintah memberi pelayanan kepada masyarakat 
sehingga pelayanan dilakukan dengan ramah sesuai dengan prosedur 
yang telah ditentukan, tepat waktu, tanpa meminta imbalan, dan sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:69 perlakuan 
yang adil (fair play), ketelitian, kemurnian tujuan, keseimbangan, dan 
kepastian hukum.

$ल৹ <ǋȐǡǶȊȚǱƲǷ

Dibentuk Undang-Undang No. 28 tahun 1999 terkait dengan 
pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara yang merupakan 
lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang 
bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
untuk memeriksa kekayaan pejabat penyelenggaraan negara. Program 
pembangunan yang berkaitan dengan program pengawasan terhadap 
aparatur negara merupakan salah satu prioritas utama. Pengawasan 
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan fokus 
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut melibatkan 
peran dan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melakukan dan 
menjadi lembaga kontrol masyarakat (control of society) terhadap 
penyelenggaraan negara agar bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.

Untuk mengefektifkan pengawasan (control) bagi penyelenggara 
pemerintah, lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, lembaga independe 
menampung segala pengaduan dan informasi dari masyarakat yang 

69 Safri Nugraha, Birokrasi dan Good Governance: Reading Material (Jakarta: Program Pas-
casarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 64. SA

MUD
RA B

IRU



Good Governance 47

menyangkut tentang sikap, perilaku, penyimpangan, dan penyelewengan 
yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik yaitu, perlakuan yang adil (fair play), 
ketelitian, kemurnian tujuan, keseimbangan, dan kepastian hukum. 
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BAB II

REFORMASI ADMINISTRASI 
PUBLIK DI INDONESIA

Reformasi akan dapat berjalan efektif jika didesain dengan 
mempertimbangkan dan melibatkan lingkungan. Perubahan yang 

terjadi dalam birokrasi dan cara kerjanya merupakan akibat perubahan 
yang terjadi pada sistem lain. Hahn Been dan Smonte dalam Soesilo 
Zauhar (1996) mengemukakan bahwa terdapat 5 alat pengukur 
reformasi administrasi negara, meliputi penekanan baru terhadap 
program, perubahan sikap dan perilaku masyarakat, perubahan gaya 
kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan 
ǶƲǷƲǬǋǶǋǷ৹ȊƲȍȗȐǡȊƲȗǡǗळ৹ȊǋǷǘǘȚǷƲƲǷ৹ȐȚǶǀǋȍ৹ǇƲΘƲ৹ΘƲǷǘ৹ǱǋǀǡǞ৹ǋϮȐǡǋǷळ৹ȐǋȍȗƲ৹
pengurangan penggunaan pendekatan legalistik. 

�ल৹ UǋǷǘǋȍȗǡƲǷ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ

Istilah reformasi dapat diartikan sebagai perubahan radikal untuk 
perbaikan di bidang sosial-budaya, politik, dan agama di suatu masyarakat 
dan negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1990). Sedangkan menurut 
Dror (dalam Soesilo Zauhar, 1996) reformasi administrasi merupakan 
suatu perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi 
atau reformasi administrasi ࢳȭǴǡॉǈȣȭǷχǗǷǈȇॉǷȍǝȰǗǡȌǡȍȭॉȓǭॉǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷ͏ǡॉSA
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ȭȣǈȍȦǭȓȣȌǈȭǷȓȍॉ ǈǮǈǷȍȦȭॉ ȣǡȦǷȦȭǈȍǗǡ࢈ࢴ Pengertian lainnya menurut Irving 
Swerdlow sebagaimana dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1992) 
reformasi administrasi negara adalah perubahan yang terencana terhadap 
pelaksanaan peran elit penguasa (militer, birokrasi, parpol dan lain-lain) 
dalam mencapai tujuan negara. Zauhar (1996) menambahkan bahwa 
reformasi yang dilakukan di negara berkembang seharusnya bersifat 
programatik.

Dalam Zauhar (1996), Dror juga mengatakan bahwa tujuan 
reformasi administrasi negara adalah:

ल৹ࡲ �ϮȐǡǋǷȐǡ৹ƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡळǇƲǱƲǶ৹Ʋȍȗǡ৹ȊǋǷǘǞǋǶƲȗƲǷ৹ȚƲǷǘ

2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi negara

3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit.

4. Menyesuaikan sistem administrasi negara terhadap 
meningkatnya keluhan masyarakat.

5. Mengubah pembagian kerja antara sistem administrasi negara 
dan sistem politik.

6. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk.

Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama 
ke catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di 
Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan 
untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan 
tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. 
Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan 
tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia 
baru. Tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (dalam Nasucha, 
2004) merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan 
diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai suatu agen SA
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perubahan sosial yang lebih efektif yang dapat lebih menjamin adanya 
persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dapat 
disimpulkan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan 
terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi serta sikap 
dan perilaku birokrat, guna meningkatkan efektivitas organisasi atau 
terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan 
pembangunan nasional.

Mosher (Leemans) berpendapat bahwa tujuan dari reformasi 
administrasi adalah mengubah kebijakan dan program, meningkatkan 
efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
dan melakukan antisipasi terhadap kritikan dan ancaman dari luar. 
Menurut Caiden (1969), tugas dari para pelaku reformasi administrasi 
adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi bagi individual, 
kelompok, dan institusi serta memberikan masukan tentang cara-cara 
yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif, 
ekonomis, dan lebih cepat. Tujuan internal reformasi administrasi 
meliputi:

ल৹ࡲ �ϮȐǡǋǷȐǡ৹ƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡळ৹ǇƲǱƲǶ৹Ʋȍȗǡ৹ȊǋǷǘǞǋǶƲȗƲǷ৹ȚƲǷǘ৹ΘƲǷǘ৹ǇƲȊƲȗ৹
dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, 
penghilangan duplikasi, dan kegiatan organisasi metode yang 
lain.

2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti 
korupsi, pilih kasih, dan sistem teman dalam sistem politik.

3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, 
pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, 
peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan, tiga tujuan reformasi administrasi yang berkaitan 
dengan masyarakat adalah:

1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya 
keluhan masyarakat. SA
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2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi 
dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi 
profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan 
pengaruh pada suatu kebijaksanaan.

3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, 
misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan.

Reformasi administrasi negara dapat dimulai pada tingkat 
pembuatan dan penetapan sebuah kebijakan publik. Proses politik untuk 
merumuskan dan menghasilkan sebuah kebijakan perlu dikaji ulang dan 
dirumuskan secara tepat dan akurat dengan menggunakan konsep yang 
berlaku umum dengan tidak mengesampingkan hak-hak warga negara. 
Administrasi negara sebagai sebuah sebuah sistem terbuka harus mau 
dan mampu mengadakan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. 
Menurut Purwanto (2001) ada dua faktor dalam melaksanakan reformasi 
struktural, yaitu struktur pengambilan keputusan dan reformasi 
organisasi. Proses pengambilan keputusan yang sentralis telah menutup 
pintu partisipasi warga negara dan aparat birokrasi untuk bertindak 
inovatif. Sistem sentralik tersebut menghasilkan sebuah regulasi dalam 
wujud manual kerja yang sangat detail.

Pada era kapitalis, banyak muncul bentuk masyarakat baru yang 
disebut dengan masyarakat pasca kapitalis. Sumber daya alam dan 
manusia namun telah bergeser menjadi pengetahuan (knowledge) 
ǇƲǷ৹ ǯǽǷϮǘȚȍƲȐǡ৹ ǯǋǱǽǶȊǽǯ৹ ȚȗƲǶƲ৹ ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ ȗȚȍȚȗ৹ ǀǋȍȚǀƲǞ৹ ǶǋǷǬƲǇǡ৹
knowledge (based) workers. Pergeseran yang terjadi tidak hanya dalam 
produksi namun juga perubahan lingkungan kerja. Dengan adanya 
perubahan tersebut memaksa pemerintah sebagai penyelenggara negara 
harus merombak ulang sistem birokrasi yang ada. Administrasi negara 
diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebis bebas bagi 
inovasi bagi aparat birokrasi dan partisipasi warga negara dalam proses 
pengambilan keputusan.
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�ल৹ XǋΑǡȗƲǱǡȐƲȐǡ৹�ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹UȚǀǱǡǯ৹

Perubahan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan juga 
perlu dibarengi dengan perubahan pada tingkat tata nilai dan budaya. 
Produk perundangan sebagai produk formal birokrasi harus dapat 
diinternalisasikan menjadi budaya organisasi. Setiap kebijakan yang 
dibuat seharusnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, 
dan keinginan seluruh warga negara dan administrasi negara untuk 
kemudian diinternalisasikan hingga menjadi budaya politik bangsa. 

Reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan 
yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, 
terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat 
mencapai tujuan secara rasional. Kegiatan proses struktur administrasi 
sektor publik pada dunia modern senantiasa menunjukkan perubahan 
seiring pembuat keputusan terus mencari pemecahan atas masalah, 
memperbaiki pola yang telah ada, dan menghadapi tantangan baru.

Pembenahan administrasi publik merupakan pekerjaan sulit 
yang dilakukan pemerintah. Namun pada masa yang akan datang, 
sektor ini perlu didekati secara sistematik dan rasional sehingga terjadi 
pembenahan komprehensif, baik di tingkat individu Pegawai Negeri 
Sipil, kelompok kerja, maupun pada kategori organisasi pemerintah 
secara makro. Harapannya, agar masyarakat dapat memperoleh 
pelayanan yang memuaskan dan menyejahterakan.

Secara ideal, situasi yang diharapkan dari aktor administrasi 
publik adalah menunjukkan perilaku kondusif terhadap demokrasi. 
Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi menjadi nilai yang harus 
diadopsi dalam sistem administrasi publik secara komprehensif. Untuk 
dapat menyehatkan kembali administrasi publik, maka seluruh aktivitas 
pembenahan perlu diarahkan, antara lain:

1. Administrasi publik harus konsisten mengupayakan 
pembentukan kebijakan yang tetap mengarah pada upaya SA
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melayani kepentingan publik.

2. Saat mengimplementasikan kebijakan dan menyampaikan 
pelayanan, aktor administrasi publik harus berkomitmen 
terhadap efektivitas dan keadilan, akuntabel terhadap kegagalan 
proses politik, serta tanggap terhadap publik.

3. Mengelola sumber daya dengan berpedoman pada alokasi yang 
ǋϮȐǡǋǷ৹ƲȗƲȐ৹ȐȚǶǀǋȍ৹ǇƲΘƲ৹ΘƲǷǘ৹ȗǋȍǀƲȗƲȐल

4. Administrasi publik harus bertindak independen atas 
kepentingan publik.

Keempat hal di atas dapat dilaksanakan baik dengan memerhatikan:

1. Prosedur implementasi harus adil, tanpa membedakan golongan 
ras, agama, dan lainnya.

2. Akses pelayanan harus dibuka luas untuk masyarakat.

3. Pelaku administrasi publik harus mengutamakan kualitas proses 
pelayanan sehingga memberi kepuasan masyarakat.

4. Berorientasi hasil maksimal bagi kepentingan publik.

5. Mempertimbangkan setiap impilkasi dari tindakan yang dipilih 
atau tidak untuk dilakukan.

Pada umumnya negara berkembang yang berubah menjadi negara 
maju memprioritaskan pelaksanaan reformasi administrasi. Terdapat 
dua model strategi yang digunakan dalam melakukan reformasi 
administrasi. Pertama, merevitalisasi kedudukan, peran. Dan fungsi 
kelembagaan yang menjadi penggerak reformasi administrasi. Kedua, 
menata kembali sistem administrasi negara, baik struktur, proses, 
sumber daya manusia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), relasi antara 
negara dan masyarakat. Strategi pertama dapat dilakukan melalui 
penguatan fungsi dan peran Kementerian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
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�ल৹ [ǋǬƲȍƲǞ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ৹�ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹Ǉǡ৹/ǷǇǽǷǋȐǡƲ৹

Pelayanan publik pada masa pemerintahan orde lama tidak terlepas 
dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. 
Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah orde 
lama justru sepenuhnya ditunjukan untuk mendukung pola paternalistik 
yang telah menjiwai sistem birokrasi pada era kerajaan. Pemerintah orde 
lama memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem 
ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Pemerintah orde lama 
menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih 
disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah orde lama untuk 
menjalin hubungan politik adalah dalam rangka berupaya menanamkan 
pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.

Selama pemerintah orde lama berkuasa di Indonesia, terjadi dualisme 
sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, sudah mulai diperkenalkan dan 
diperlakukan sistem administrasi orde lama (Binnenlandsce Bestuur) yang 
memperkenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern. Sedangkan 
pada sisi lain, sistem administrasi tradisional (Inheemsce Bestuur) masih 
tetap dipertahankan oleh pemerintah orde lama. Birokrasi pemerintahan 
orde lama disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. 
Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di negara-negara 
jajahan—termasuk di Indonesia—Ratu Belanda menyerahkan kepada 
wakilnya, yaitu seorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan 
gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah negara 
jajahanyang dikuasainya.

Pembaruan birokrasi kerajaan di Kesultanan Yogyakarta selanjutnya 
dipusatkan di lembaga. Sehari-hari, Kepatihan mengurusi jalannya 
pemerintahan kerajaan.. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
umum, pemerintah orde lama menciptakan jawatan-jawatan yang 
sebagian diurus oleh pegawai-pegawai Belanda di bawah pemerintaha 
residen yang pada tahun 1928 diubah menjadi di bawah gubernur. 
Jawatan-jawatan yang dibentuk tersebut berada di bawah koordinasi SA
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pepatih dalem yang merupakan pemimpin dari departemen yang 
dibentuk oleh birokrasi kerajaan di bawah kekuasaan sultan. 

Pembaruan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah orde lama 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun terjadi pembaruan 
sistem birokrasi pada masa pemerintah orde lama, secara substansial 
sebenarnya tidak mengubah corak birokrasi pemerintah dalam 
berhubungan dengan publik. Sentralisasi kekuasaan dalam birokrasi 
masih tetap sangat dominan dalam praktik penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan. Pembuatan berbagai keputusan dan kebijakan publik 
oleh birokrasi pemerintah tidak pernah bergeser dari penggunaan pola 
ȭȓȠǝȓ͐ȍ࢈ Kecenderungan semakin tingginya peran pemerintah pusat 
dalam proses formulasi kebijakan pemerintah masih sangat mewarnai 
sistem pemerintah yang terbentuk. 

Inisiatif dan peran dari birokrasi pemerintah lokal tidak banyak 
berfungsi, semua inisiatif kebijakan, dan otoritas formal berasal dari 
pemerintah pusat. Hierarki kekuasaan sangat kentara pada semua tingkat 
komunikasi kebijakan dalm birokrasi yang berlaku. Unit-unit yang ada 
dalam birokrasi di daerah secara hierarkis-formal bertanggungjawab 
kepada pimpinan puncak birokrasi, yaitu Gubernur Jenderal Belanda. 
Secara politik, birokrasi di Indonesia tidak pernah dikenalkan pada 
konsep dan komitmen politik untuk beertanggungjawab kepada publik, 
sebagai cerminan akuntabilitas publik dari birokrasi pemerintah.

�ल৹ UǋǱƲΘƲǷƲǷ৹UȚǀǱǡǯ৹UǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹HȍǇǋ৹=ƲǶƲ

Menurut Soebijanto (1984), pada masa pemerintahan orde lama 
hanya terdapat 12 sektor atau bidang pelayanan yang disediakan bagi 
masyarakat. Cakupan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
birokrasi orde lama pada masa itu lebih banyak terkait dengan penyediaan 
ǡǷǗȍƲȐȗȍȚǯȗȚȍ৹ϮȐǡǯल৹�ǋȍǀƲǘƲǡ৹Ȑǋǯȗǽȍ৹ƲȗƲȚ৹ǀǡǇƲǷǘ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ΘƲǷǘ৹ǇǡƲǇƲǯƲǷ৹
oleh pemerintah meliputi, pembangunan jalan dan jembatan, air 
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minum, pasar, rumah sakit, pendidikan, transportasi, dan pertahanan. 
UǋǶǀƲǷǘȚǷƲǷ৹ ȐǋǁƲȍƲ৹ ϮȐǡǯ৹ ȐǋȊǋȍȗǡ৹ ȊǋǶǀƲǷǘȚǷƲǷ৹ ǬƲǱƲǷ৹ ȍƲΘƲ৹ ƲȗƲȚ৹ ȍǋǱ৹
kereta api, bagi pemerintahan dipandang lebih menguntungkan untuk 
ǇǡǱƲǯȚǯƲǷ৹ǇƲȍǡȊƲǇƲ৹ȊǋǶǀƲǷǘȚǷƲǷ৹ǀǡǇƲǷǘ৹ǷǽǷ৹ϮȐǡǯळ৹ȐǋȊǋȍȗǡ৹ȊǋǷǇǡǇǡǯƲǷ৹
dan kesehatan.

UǋǶǀƲǷǘȚǷƲǷ৹ ǡǷǗȍƲȐȗȍȚǯȗȚȍ৹ ϮȐǡǯ৹ ǱǋǀǡǞ৹ ǶǋǷǬƲǶǡǷ৹ ƲǯȐǋȐ৹ ǀƲǘǡ৹
pemerintahan orde lama untuk menguasai berbagai sumber daya 
alam yang terkandung di dalam wilayah jajahan. Pembangunan jalan 
kereta api di Sumatra Barat misalnya, dimaksudkan sebagai sarana 
pengengkutan bagi kepentingan perusahaan pertambangan batubara 
pemerintah orde lama dari Sawah Lunto ke Pelabuhan Teluk Bayur. 
Begitu pula pembangunan bendungan irigasi Saddang ke Benteng, 
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tahun 1937; semata-mata 
hanya dimanfaatkan untuk mengairi sawah penduduk. Sedangkan, 
hasil produksi sawah penduduk sebagian besar dipergunakan bagi 
kepentingan pemerintah orde lama.

Pelayanan kesehatan atau pendidikan yang disediakan oleh 
pemerintah pada dasarnya bukanlah pelayanan yang dapat dengan 
mudah dijangkau oleh pengguna jasa. Pelayanan yang disediakan 
tersebut masih merupakan pelayanan yang bersifat privat, bukannya 
bersifat publik. Masyarakat yang dapat mengakses pelayanan kesehatan 
dan pendidikan hanyalah masyarakat yang berasal dari Belanda, seperti 
pegawai pemerintah Belanda yang ada di Indonesia. Kalangan pribumi 
yang dapat mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan juga 
hanya berasal dari kalangan bangsawan. Pelayanan publik seolah hanya 
disediakan bagi warga masyarakat pribumi yang menjadi pejabat tinggi 
pemerintah, seperti bupati, baik yang menyangkut akses bagi pendidikan 
dasar, menengah, maupun tinggi.

Pemerintah orde lama juga membangun berbagi fasilitas pelayanan 
publik di Sulawesi Selatan. Berbagai kantor pelayanan publik yang 
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dikelola oleh negara meliputi pengadilan, Dewan Perwakilan (Penasihat 
Daerah), Dinas Sosial dan Panti Asuhan, Kantor Pemeriksa Keuangan, 
Dinas Telepon Pemerintah, Dinas Kesehatan Daerah, Kantor Pengairan, 
Kantor Imigrasi, Kantor Inspektorat Pendidikan, Kantor Urusan Tanah, 
Dinas Petanian, Kantor Cukai Opium, Pegadaian, Kantor Pos, Telegram, 
dan Perusahaan Air Minum.

�ल৹ [ȗȍȚǯȗȚȍ৹�ǡȍǽǯȍƲȐǡ৹UǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹HȍǇǋ৹=ƲǶƲ

Struktur birokrasi pemerintah orde lama didesain dalam bentuk 
ȐȗȍȚǯȗȚȍ৹ ΘƲǷǘ৹ ȍƲǶȊǡǷǘळ৹ ȗǋȗƲȊǡ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ǇǡȗǽȊƲǷǘ৹ ǽǱǋǞ৹ ǯǋǯȚƲȗƲǷ৹
militer yang kuat dan profesional. Jaminan bagi efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan di negara jajahan—dalam pertimbangan pemerintah orde 
lama--lebih bertumpu pada kekuatan militer untuk menekan kekuatan-
kekuatan dalam masyarakat. Jumlah pegawai pemerintahan orde lama 
sangat kecil. Pemerintah menjadikan pola pemberian kepada masyarakat 
secara terbatas. Kondisi tersebut diperparah dengan masih diadopsinya 
warisan kultur feodal dalam birokrasi pemerintahan orde lama yang 
membuat birokrasi itu mempersepsikan dirinya bukan sebagai pemberi 
layanan masyarakat.

Penggunaan istilah atau ȠǈȍǮȣǡǴॉ ȠȣǈȂǈ bagi birokrasi pada masa 
pemerintahan kolonial sebenarnya memberikan makna pada kedudukan 
birokrasi yang hanya berperan sebagai alat pemerintahan orde lama. 
UǈȍǮȣǡǴॉȠȣǈȂǈ—dalam pemerintahan orde lama—memberikan batasan 
terhadap peran dan fungsi lembaga birokrasi. Birokrasi lebih dominan 
ditempatkan sebagai pemberi perintah kepada rakyat dari pada lembaga 
yang memiliki fungsi pelayanan publik. Tugas utama birokrasi pada 
waktu itu adalah memenuhi tugas-tugas yang diinstruksikan oleh 
birokrasi pemerintah pusat, terutama dalam tugas-tugas yang erat 
kaitannya dengan pemungutan pajak kepada rakyat.

Pada tahun 1991, pemerintah Belanda meletakkan Sulawesi Selatan 
dan Sulawesi Tenggara ke dalam satu pemerintahan yang disebut SA
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pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahan (Gouvernment 
Celebes en Onderhoorigheden), dengan kepala pemerintahannya dijabat 
oleh seorang Gubernur (gouverneur). Wilayah pemerintahan Sulawesi 
selatan dibagi kedalam tujuh afdeeling yang masing- masing dikepalai 
oleh seorang asisten residen. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Makassar, 
Bonthain, Bone, Pare-Pare, Luwu, Mandar, dan Buton Laiwui. Dalam 
melaksanakan tugas pemerintahannya, asisten residen dibantu oleh 
seorang aspiran kontrolir (aspirant controleur) dan seorang juru tulis. 
Asisten residen bertanggung jawab kepada gubernur atau residen setelah 
terjadi perubahan struktur pemerintahan pada tahun 1983.

Pemerintahan di bawah afdeeling terbagi kedalam beberapa 
onderafdeeling yang masing-masing dikepalai seorang controleur yang 
bertanggung jawab kepada asisten residen. Daam menjalankan tugas 
pemerintahannya, controleur berhubungan langsung dengan kepala-
kepala pemerintahan bumi putra (regent) yang ada di bawahnya. Demi 
kelancaran tugas-tugasnya, controleur dibantu oleh beberapa pegawai 
bumiputra seperti seorang jaksa, seorang juru tulis, dan seorang juru 
bicara. Seorang contoleur juga diberi wewenang untuk memimpin 
pasukan polisi, melakukan pengaturan pemungutan pajak, menentukan 
kerja wajib, melakukan pengadilan, dan tugas-tugas lain yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pemerintahan kekuasaan.

Jabatan-jabatan gubernur, asisten residen, dan controleur, semuanya 
dijabat oleh Belanda. Berdasarkan Statblad No. 573 Tahun 1910, di bawah 
onderafdeeling terdapat beberapa distrik yang masing-masing dikepaai 
oleh seorang bupati (regent) yang berasal dari kalangan bumiputra. 
Bupati (regent) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada 
controleur. Bupati membawahi beberapa kepala kampung dan polisi 
kampung. Untuk kelancaran tugasnya bupati dibangtu oleh dua orang 
sekretaris dan beberapa petugas pajak yang biasanya berasal dari kerabat 
bupati yang bersangkutan.
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Sistem birokrasi pemerintahan yang diterapkan di Sulawesi 
Selatan pada dasarnya tidak banyak mengalami perbedaan dengan 
sistem birokrasi pemerintahan yang berlangsung di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Disamping terdapat sistem birokrasi pemerintahan di bawah 
kekuasaan residen dan gubernur jenderal dalam struktur pemerintahan 
Hindia Belanda, terdapat pula sistem birokrasi pemerintahan kesultanan. 
Sistem birokrasi pemerintahan di bawah kekuasaan residen atau 
Gubernur Jenderal Belanda merupakan sistem birokrasi pemerintahan 
modern yang diterapkan oleh pemerintah kolonia dengan dikepalai 
oleh pepatih dalem. Seorang pepatih dalem yang menjalankan tugas 
dan fungsi pemerintahan sehari-hari harus bertanggung jawab kepada 
sultan di satu pihak dan Gubernur Belanda di pihak lain. Namun, dalam 
praktiknya seorang pepatih dalem lebih cenderung mengutamakan 
pertanggungjawaban tugas-tugasnya kepada Gubernur Belanda daripada 
kepada Sultan.

Kedudukan pepatih dalem dalam birokrasi pemerintahan adalah 
sebagai kesultanan dan pegawai Gubernur Belanda. Kedudukan pepatih 
dalem tersebut membawa konsekuensi pada munculnya dualisme 
kekuasaan dalam sistem birokrasi yang berlangsung pada saat itu. 
Lembaga pepatih dalem yang bertugas menjalankan roda pemerintahan 
ȐǋǞƲȍǡॺǞƲȍǡ৹ ǇǡǞƲǇƲȊǯƲǷ৹ ȊƲǇƲ৹ ǇǡǱǋǶƲ৹ ǇƲǷ৹ ǯǽǷϱǡǯ৹ ǯǋȊǋǷȗǡǷǘƲǷ৹
antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan sultan. Sistem 
pemerintahan kesultanan yang merupakan kelanjutan dari birokrasi 
tradisional- kerajaan yang berasal dari birokrasi Mataram mendudukkan 
segala kekuasaan berpusat pada diri sultan sebagai penguasa tunggal. 
Menurut Sumardjan (1981), konsep kerajaan Jawa adalah satu lingkaran 
konsentris yang mengelilingi sultan sebagai pusat kekuasaan. Sultan 
adalah satu-satunya sumber kekuatan dan kekuasaan bagi masyarakat.

Di dalam struktur birokrasi Kerajaan Jawa, sistem pemerintahan 
diatur secara terpusat dan bersifat otokratis. Segala kekuasaan 
terkonsentrasi pada level pemerintahan kerajaan. Struktur politik SA
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kekuasaan yang berlaku dalam kesultanan merupakan satu lingkaran 
konsentris. Lingkaran yang paling dalam adalah sultan dan lembaga 
keraton. Lingkaran kekuasaan inti terdiri dari sultan, kaum bangsawan, 
dan keluarga dekat sultan yang mempunyai kekuasaan langsung di bawah 
sultan. Golongan kaum bangsawan inilah yang disebut abdi dalem atau 
orang yang mencurahkan pengabdiannya untuk kepentingan sultan. 
Para abdi dalem tidak melayani kepentingan masyarakat umum, tetapi 
melayani kepentingan raja (sultan). 

Orientasi politik dan tugas dari para abdi dalem semata-mata untuk 
mendahulukan kepentingan sultan daripada kepentingan rakyat banyak. 
Sikap feodalistik yang diturunkan dari birokrasi kerajaan tersebut sulit 
terhapuskan dalam masa birokrasi pemerintahan Belanda. Bahkan pada 
era birokrasi modern saat ini, masing sering ditemukan aparat birokrasi 
yang sulit bersikap kritis kepada pimpinannya. 

Kedudukan pepatih dalem dalam birokrasi pemerintah kolonial 
adalah sebagai pegawai kesultanan dan pegawai gubernur Belanda. 
Kedudukan pepatih dalem tersebut membawa konsekuensi pada 
munculnya dualisme kekuasaan dalam sistem birokrasi yang berlangsung 
pada saat itu. Lembaga Pepatih Dalem yang bertugas menjalankan 
ȍǽǇƲ৹ ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹ ȐǋǞƲȍǡॺǞƲȍǡ৹ ǇǡǞƲǇƲȊǯƲǷ৹ ȊƲǇƲ৹ ǇǡǱǋǶƲ৹ ǇƲǷ৹ ǯǽǷϱǡǯ৹
kepentingan antara kepentingan kolonial dengan kepentingan Sultan. 
Sistem pemerintahan kesultanan yang merupakan kelanjutan dari 
birokrasi tradisional kerajaan yang berasal dari birokrasi Mataram 
mendudukan segala kekuasaan berpusat pada diri sultan sebagai 
penguasa tunggal (Suwarno, 1984). Menurut Sumardjan (1981), konsep 
Kerajaan Jawa adalah satu lingkaran konsentrasi yang mengelilingi sultan 
sebagai pusat kekuasaan. Sultan adalah sumber satu-satunya kekuatan 
dan kekuasaan bagi masyarakat.

Lingkaran kekuasaan birokrasi Kerajaan Jawa, sistem pemerintahan 
diatur secara berpusat yang bersifat otokratis, segala kekuasaan 
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terkonsentrasi pada level pemerintahan kerajaan. Struktur politik 
kekuasaan yang berlaku dalam kesultanan merupakan satu lingkaran 
konsentrasi, lingkaran yang paling dalam adalah sultan dan lembaga 
keraton. Lingkaran kekuasaan inti terdiri dari sultan, kaum bangsawan, 
dan keluarga dekat sultan yang mempunyai kekuasaan lamgsung 
dibawah sultan. Golongan kaum bangsawan inilah yang disebut sebagai 
abdidalem atau orang yang mencurahkan pengabdiannya untuk 
kepentingan sultan. Para abdidalem tersebut pada dasarnya merupakan 
bentuk birokrasi yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan kepentingan 
sultan. Para abdidalem tidak melayani kepentingan masyarakat umum, 
tetapi melayani kepentingan raja (sultan).

Dalam kritik keseharian, peran abdidalem tidak hanya sekadar 
memberikan pelayanan keluarga kerajaan, tetapi para abdidalem tersebut 
karena kedudukan merupakan kelompok elite sosial dalam masyarakat. 
Para abdi dalem diberi kewenangan untukm menyelenggarakan 
kekuasaan teritorial, perpajakan, pengadilan, keamanan, dan 
keagamaan. Dengan kewenangan yang diberikan sultan kepada para 
abdidalem tersebut, abdidalem kemudiaan mengasosiasikan dirinya 
dalam kedudukan sebagai kelas elite dalam strata sosial masyarakat yang 
ada. Penyelenggaraan kekuasaan yang diberikan oleh sultan kepada 
para abdidalem tersebut lenih merupakan pemberian fungsi kekuasaan 
daropada bentuk pelayanan kepada masyarakat. Fungsi birokrasi yang 
diharapkan sebagai lembaga pelayanan masyarakat menjadi terkalahkan 
oleh adanya orientasi politik birokrasi yang memosisikan diri sebagai elite 
penguasa.

Pola sikap dan mentalitas para abdi dalem yang menonjolkan 
sikap sebagai seorang aristokrat (priyayi) sangat berpengaruh terhadap 
pola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Aparat birokrasi 
pemerintah pada saat itu cenderung memposisikan diri sebagai penguasa 
yang harus dilayani daripada melayani masyrakat sehingga kinerja 
pelayanan yang diberikan sangat tidak public accountable dan jauh dari SA
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kepentingan publik. Birokrasi kerajaan memperoleh otoritas memungut 
upeti dari masyarakat untuk menambah penghasilan. Pada masa sekarang, 
pola sikap dan nilai tersebut termanifetasikan kedalam bentuk-bentuk 
pemberian uang suap atau pungutan liar kepada masyarakat yang ingin 
memperoleh akses pelayanan cepat dari birokrasi.

Pemberian otonomi pada penguasa lokasi hukum dimaksudkan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat 
dan bukan melanggengkan kepentingan politik kekuasaan. Para pejabat 
birokrasi lokal bagaikan raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan dan 
kedaulatan wilayah. Dengan kekuasaan, mereka dapat memaksakan 
kehendak kepada masyarakat. Tindakan apapun yang dilakukan pejabat 
birokrasi lokal terhadap rakyatnya tidak pernah mendapat teguran 
dari pemerintah kolonial. Masyarakat kelas bawah tetap mengirimkan 
upeti atau pajak secara teratur. Peran dan kedudukan bupati—semasa 
pemerintahan Belanda—lebih mementingkan pemerintah pemerintah 
kolonial. Namun, peran bupati pada masa pemerintahan kolonial turut 
berperan sebagai agen bagi pembunuh ambisi politik dan kepentingan 
dagang pemerintah kolonial Belanda (Suwarno, 1994). 
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BAB III

FAKTOR PEMBANGKIT 
REFORMASI ADMINISTRASI 

PUBLIK

Reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang 
dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan 

terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat 
mencapai tujuan secara rasional. Setidaknya, terdapat 4 faktor yang 
mempengaruhi reformasi administrasi di negara-negara berkembang, 
yaitu ketidakpuasan kepada pemerintah, munculnya teori-teori ekonomi 
baru, globalisasi dan perdagangan bebas, serta perkembangan teknologi.

Gerakan reformasi administrasi disebabkan karena birokrasi tidak 
mampu merespons keinginan masyarakat. Traditional bureaucracy 
sebagai konsepsi birokrasi yang selama ini kita kenal tidak bisa 
menyesuaikan diri adaptif dengan pesatnya perkembangan masyarakat. 
Alhasil, tuntutan publik tidak terpenuhi. Secara terperinci, bab ini akan 
menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi administrasi 
di negara-negara berkembang. 
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�ल৹ <ǋȗǡǇƲǯȊȚƲȐƲǷ৹ȗǋȍǞƲǇƲȊ৹UǋǶǋȍǡǷȗƲǞ

Ketidakpuasan terhadap pemerintah bersumber pada terlalu 
besarnya organisasi pemerintah. Dampaknya, pemerintah terkesan 
cenderung mengonsumsi seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya, 
pemerintah menjadi terlalu campur tangan dan melakukan kegiatan-
kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat 
sendiri. Dengan kata lain, pemerintah dipandang menggunakan cara-
cara usang dalam menerapkan manajemen baru. Selain itu, masyarakat 
mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan rasa 
tidak puas sehingga reformasi administrasi publik urgen dilakukan.

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan 
menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat 
berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang 
oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa 
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 
BUXࣛ࢈ॉSecara ǝǡॉȂȓȣǡ (secara hukum) kedaulatan rakyat dilakukan oleh 
MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Akan tetapi secara de facto (dalam 
kenyataannya), anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga 
sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan 
(nepotisme). Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak 
percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. 

Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan 
reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total 
di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang 
sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar 
dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik 
yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya:

1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas 
dan Wewenang DPR/MPR SA
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3. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya.

4. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

5. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Demontrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar 
setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Tragedi 
Trisakti juga telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan 
kampus dan masyarakat untuk lebih vokal menantang kebijakan 
pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. 
Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat 
agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin masif. Rencana 
kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR/MPR untuk melakukan 
dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi 
mimbar bebas. Para mahasiswa memilih untuk tetap tinggal di 
gedung wakil rakyat sebelum tuntutan reformasi total dipenuhinya. 
Tekanan-tekanan para mahasiswa melalui demontrasi agar Presiden 
Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari 
Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Maka, pada tanggal 18 Mei 
1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden 
Soeharto mengundurkan diri.

Selanjutnya, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 
tokoh-tokoh agama dan tokoh- tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian, 
Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, 
melakukan perubahan kabinet, dan segera melakukan Pemilihan 
Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden. 
Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan 
perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya, pada tanggal 21 
Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai 
Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden 
kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Bj Habibie 
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kemudian langsung diambil sumpah oleh Mahkamah Agung sebagai 
Presiden Republik Indonesia yang baru. 

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa 
pemerintahan Orde Baru. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi 
dan hukum menjadi faktor pemicu utama. Tekad Orde Baru pada awal 
kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila 
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

�ल৹ CǋǘƲȍƲ৹�ǋȍǯǋǶǀƲǷǘ৹ǇƲǷ৹%ǋȍƲǯƲǷ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ৹

Pada umumnya, negara-negara berkembang mempunyai ciri-ciri 
pola dasar sistem administrasi tiruan atau jiplakan dari sistem colonial. 
Selain itu, negara berkembang cenderung kekurangan sumber daya 
yang berkualitas, cenderung mengutamakan atau berorientasi pada 
kepentingan pribadi maupun kelompok, formalisasi birokrasi, cenderung 
bersifat otonom, sangat lamban dan birokratis, dan memiliki dominasi 
unsur-unsur non birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Sejak tahun 1980-an, suatu gerakan reformasi global telah dimulai. 
Gerakan ini didorong oleh 4 (empat) variabel besar, yakni politik, sosial, 
ekonomi, dan institusional. Empat variabel tersebut dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. Politik

Keunggulan demokrasi, kekuatan publik serta keunggulan 
sistem pasar menimbulkan tekanan politik di berbagai negara 
di dunia untuk melakukan transfornasi peran pemerintah 
untuk mengurangi peran dan fungsinya. Langkah ini kemudian 
diikuti dengan tuntutan untuk mengakui dan meningkatkan 
peran civil society dan membangun kepercayaan publik kepada 
lembaga-lembaga pemerintah.
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2. Sosial

Beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan sosial 
yang mendasar, yaitu melakukan rekonstruksi ulang terhadap 
tatanan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini ditandai 
adanya perubahan mendasar dari masyarakat industri kepada 
masyarakat informasi. Perubahan ini menuntut adanya 
perubahan pada pernerintahan di seluruh negara di dunia.

3. Ekonomi

Krisis ekonomi pada tahun 1990-an di berbagai negara di 
dunia mendorong pergerakan reformasi di bidang perpajakan 
untuk menarik investor masuk. Selain itu, berbagai negara 
berkembang di dunia juga melakukan langkah langkah 
privatisasi sebagai respon terhadap tekanan ekonomi.

4. Institusional

Semua negara di dunia telah menjadi bagian dari sistem 
ekonomi dan politik global. Kondisi ini ditandai dengan 
semakin berkembangnya kelembagaan di luar negara, seperti 
World Bank, IMF, WTO, ADB yang mengatur globalisasi 
dunia. Di tingkat nasional dan lokal juga semakin banyak 
LSM.

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor 
lain yang menjadi mempengaruhi reformasi administrasi negara 
berkembang antara lain: 

1. Tingginya derajat sentralisasi

2. Sistem penganggaran yang sulit terintergrasi

3. Sistem perencanaan yang belum efektif

4. Sistem evaluasi kinerja pemerintah yang belum dapat 
memberikan umpan-balik yang memadai. 
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Berkaitanan dengan agenda dan strategi fokus dalam percepatan 
reformasi administrasi negara berkembang, terdapat beberapa faktor 
ΘƲǷǘ৹ǇǡǡǇǋǷȗǡϮǯƲȐǡ৹ȐǋǀƲǘƲǡ৹key-leverage, yaitu: 

1. Penataan ulang kelembagaan penyelenggaraan negara secara 
lebih sehat dan efektif

ल৹ࡳ BƲǷƲǬǋǶǋǷ৹ȊǋǷΘǋǱǋǷǘǘƲȍƲƲǷ৹ǷǋǘƲȍƲ৹ΘƲǷǘ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǇƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡǗ

3. Kompetensi kepemimpinan birokrasi atau kualitas SDM 
aparatur.

Caiden (1991) mengungkapkan beberapa alasan yang mempengaruhi 
reformasi administrasi negara antara lain karena kelembagaan aparat 
masih jauh dari kapasitas potensial, organisasi cenderung konservatif, 
dan inovasi lambat. Alasan Caiden ini mengindikasikan bahwa 
persoalan reformasi administrasi adalah persoalan teknis sehingga 
tidak memposisikan suatu negara dalam suhu politik yang bergejolak. 
Padahal, reformasi administrasi menggunakan beberapa instrumen yang 
memiliki nilai kontradiktif satu sama lain karena nilai dari organisasi 
publik dan privat yang digeneralisasi telah membuka peluang permainan 
politik. Margono (2005) menyebutkan bahwa bahwa demokrasi yang 
diinternalisasi masih dalam tahapan demokrasi formal prosedural 
sehingga memberi ruang para elit politik untuk mengebiri instrumen 
pada organisasi publik, yang mengakibatkan paradoks dalam demokrasi. 

Pada masa perubahan yang demikian gencar ini, harapan masyarakat 
tidak muluk-muluk. Perubahan sosial yang fundamental menyebabkan 
lahirnya tuntutan dan tekanan baru. Menjalarnya urbanisasi dan 
sekularisasi menandai kebutuhan akan demokratisasi pemerintahan 
dan administrasi sehingga menyebabkan beban aparatur pemerintah 
bertambah besar. Mau tidak mau, adaptabilitas menjadi sebuah 
kebutuhan. Perubahan dan transformasi menyebabkan timbulnya 
pertentangan antara nilai lama dan baru serta antara nilai tradisional dan 
modern. Tekanan dan pertentangan tidak hanya terbatas pada tubuh SA
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birokrasi, melainkan juga di kalangan masyarakat. Kalangan intelektual 
yang diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap kebobrokan 
birokrasi, justru menjadi kaum konservatif. Mereka bahkan menjadi 
stigma birokrasi, sehingga sifat birokrasi yang elitis terlalu menyenangi 
sikap otoriter dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Semakin 
hari, kebobrokan birokrasi justru semakin parah.

Dengan latar belakang dan kondisi demikian, kebutuhan akan 
perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak. 
Walaupun masalah yang mengitarinya terlalu kompleks dan rumit, suatu 
kebutuhan perubahan menjadi urgen. Konsekuensi logisnya, reformasi 
administrasi di negara sedang berkembang menjadi keharusan (condition 
sine quanon) dan menjadi perhatian utama pemerintah negara sedang 
berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi administrasi merupakan 
bagian yang sangat penting dalam pembangunan di negara berkembang 
terlepas dari tingkat perkembangan, arah, dan tujuannya. Kemampuan 
administratif dipandang penting bagi terlaksananya kebijaksanaan dan 
rencana pembangunan. Penyempurnaan kemampuan administratif 
penting untuk mengatasi masalah lingkungan, perubahan struktural, 
dan institusi tradisional atau perubahan tingkah laku individu dan atau 
kelompok, ataupun kombinasi dari keduanya.

�ल৹ %ǱǽǀƲǱǡȐƲȐǡ৹ǇƲǷ৹UǋȍǇƲǘƲǷǘƲǷ৹�ǋǀƲȐ

Di tengah tantangan kompleks bangsa Indonesia menghadapi 
era global, pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang inovatif dan 
produktif pada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah patut 
mendapatkan dukungan dari semua komponen masyarakat. Dengan 
kata lain‚ reformasi administrasi negara di Indonesia harus sesegera 
mungkin menjadi pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat 
maupun daerah guna mewujudkan good governance, pemerintahan yang 
bersih, sehat dan berwibawa. 
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Era globalisasi dan perdagangan bebas memberikan pengaruh 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan ekonomi 
dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan 
ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok 
tertentu. Konglomerasi tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada 
sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi politik di tanah 
air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 
Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di 
dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Krisis politik sebagai 
faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi bukan hanya menyangkut 
ǶƲȐƲǱƲǞ৹ ȐǋǯǡȗƲȍ৹ ǯǽǷϱǡǯ৹ U�/৹ ȐƲǬƲल৹ �ǯƲǷ৹ ȗǋȗƲȊǡळ৹ ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ ǶǋǷȚǷȗȚȗ৹
adanya reformasi. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan 
bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar. Hal ini 
terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau 
kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan 
pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar ditetapkan 
tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 
৹ࡸࡺࡺࡲ ȗǋǱƲǞ৹ ǶǋǶǡǁȚ৹ ǶȚǷǁȚǱǷΘƲ৹ ǯǋȍȚȐȚǞƲǷ৹ ǀƲȍȚळ৹ ΘƲǡȗȚ৹ ǯǽǷϱǡǯ৹ ƲǷȗƲȍ৹
agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan 
umum tahun 1997, meletuslah kerusuhan di Banjarmasin yang banyak 
memakan korban jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan 
kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan 
mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto 
sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998–2003. 

Sedangkan, kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa 
berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan 
Soeharto sebagai Presiden. Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 
1998, Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. 
Habibie sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya, hal ini menimbulkan 
tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari para SA
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mahasiswa dan kalangan intelektual. Sejak munculnya gerakan reformasi 
yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum menjadi salah 
satu tuntutan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang 
hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada 
kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

�ल৹ <ȍǡȐǡȐ৹�ǯǽǷǽǶǡ

Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara 
sejak bulan Juli 1996, mempengaruhi perkembangan perekonomian 
Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk 
menghadapi krisis global. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari 
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika 
nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin 
bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan 
dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara 
itu—untuk membantu bank-bank yang bermasalah—pemerintah 
membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata 
usaha yang dilakukan pemerintah tidak dapat memberikan hasil. 
Pinjaman bank-bank bermasalah tersebut justru semakin bertambah 
besar dan tidak dapat dikembalikan begitu saja.

Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan 
negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Faktor 
lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak 
terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia 
menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, 
utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara 
meski sebagian lagi merupakan utang swasta. Tercatat bahwa utang yang 
menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 mencapai 63,462 
miliar dollar Amerika Serikat. Sedangkan, utang pihak swasta mencapai 
73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang tersebut, SA
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kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan 
seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang 
dianggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya 
kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 oleh Pemerintah Orde Baru 
mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai 
negara industri. Namun sayangnya, penetapan tujuan tersebut tidak 
mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia 
merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan 
yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada 
masa pemerintahan orde baru sudah jauh menyimpang dari sistem 
perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa 
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk 
semua, baik di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota 
masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa 
pemerintahan orde baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai 
oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, 
dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru 
bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis, 
semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral 
dari pusat pemerintah (Jakarta). Pelaksanaan politik sentralisasi yang 
sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari 
sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Akhirnya, 
hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah 
terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari 
pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris. Pemberitaan yang 
berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Sebaliknya, peristiwa 
yang terjadi di daerah biasanya kalah saing dengan berita-berita yang 
terjadi di Jakarta. Berita dari Jakarta lebih mampu dalam merebut ruang 
dan halaman walaupun yang memberitakan adalah pers daerah.SA
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�ल৹ [ȗȍƲȗǋǘǡ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ৹�ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ

bǡǘƲ৹ȗȚǬȚƲǷ৹ǡǷȗǋȍǷƲǱ৹ȍǋǗǽȍǶƲȐǡ৹ƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹ȊȚǀǱǡǯ৹ƲǇƲǱƲǞ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹
administrasi, penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi, 
serta pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, dan 
pemrosesan data. Selanjutnya, strategi reformasi administrasi reformasi 
menurut Abidin (2006) dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan Kemampuan Birokrasi

Birokrasi diharapkan mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan 
yang normatif menjadi kenyataan di lapangan. Hal ini dapat 
dilakukan melalui perbaikan institusi publik, perbaikan 
prosedur pelayanan, dan peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia aparatur.

2. Perbaikan Prosedur & Tata Laksana Pengelolaan Kekayaan Negara

Perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan 
negara dilakukan dengan mendahulukan kepentingan publik, 
keselamatan kekayaan negara, dan kebenaran secara hukum.

3. Penetapan Pejabat Publik

Penetapan pejabat publik hendaknya melalui kriteria dan 
prosedur terbuka dengan menempatkan persyaratan ketaatan, 
kejujuran, dan keahlian sebagai syarat pokok.

Reformasi administrasi publik diharapkan dapat mendorong 
terwujudnya pemerintahan yang baik sehingga perbaikan kinerja dan 
praktik administrasi yang tidak sehat dapat dilakukan. Hakikatnya, 
reformasi birokrasi muncul sebagai upaya menata ulang proses birokrasi 
dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dan melakukan 
terobosan baru dengan langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-
sungguh, out of the box, merevisi dan membangun berbagai regulasi, 
memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah 
pusat dan daerah, serta menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah 
dengan paradigma dan peran baru. SA
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BAB IV

MEWUJUDKAN GOOD 
GOVERNANCE MELALUI 

PELAYANAN PUBLIK

Seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, masyarakat semakin 
terbuka dalam menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Kredibilitas pemerintah diuji dalam menghadapi dan mengatasi berbagai 
permasalahan yang muncul dalam pelayan publik. Terselenggaranya 
good governance dalam pelayanan publik melibatkan semua pihak yang 
berkepentingan, baik dalam lingkungan masyarakat selaku stakeholder 
maupun lingkungan birokrasi selaku penyedia dan penyelenggara 
pelayanan publik. Sejalan dengan penyelenggaraan good governance, 
prinsip-prinsip good governance harus diimplementasikan sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan yang 
baik akan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Apabila good 
governance didukung oleh partisipasi masyarakat maupun stakeholder 
lainnya, maka kesejahteraan pun akan tercapai. 

�ल৹ �ǯȐȊǋǯȗƲȐǡ৹Good Governance

Masyarakat berharap agar good governance atau pemerintahan yang 
ǀƲǡǯ৹ȗǋȍΒȚǬȚǇ৹ǶǋǱƲǱȚǡ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ȊȚǀǱǡǯ৹ΘƲǷǘ৹ǋǗǋǯȗǡǗळ৹ǋϮȐǡǋǷळ৹ƲǯȚǷȗƲǀǋǱळ৹SA
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transparan, dan bertanggung jawab. Efektif dapat diartikan bahwa 
penyelenggaraan good governance atau pemerintahan yang baik harus 
sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan secara strategis. 
[ǋǇƲǷǘǯƲǷळ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǀǋȍƲȍȗǡ৹ȊǋǷΘǋǱǋǷǘǘƲȍƲƲǷ৹good governance bisa berhasil 
guna mencapai tujuan serta berdaya guna dalam menghasilkan tujuan 
yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Akuntabel 
berarti bahwa pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan pelayanan publik.

Masyarakat berharap bahwa penyelenggaraan pemerintah berjalan 
dengan transparan. Transparan berarti bahwa kebijakan yang dilakukan 
oleh penyelenggara negara harus bersifat terbuka, tidak ada yang ditutupi. 
Hal ini bertujuan untuk melihat hasil kerja yang telah dilakukan oleh 
instansi pemerintah sehingga masyarakat mampu memberikan nilai atau 
mengapresiasi kinerja aparatur negara. Selain itu, masyarakat juga memiliki 
ekspektasi bahwa pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil 
kinerja di setiap akhir tahun penyelenggaraan pelayanan publik. 

Saat ini, permasalahan yang sering ditemui di Indonesia ialah masih 
banyaknya oknum-oknum penyelenggara negara yang tersandung 
masalah hukum. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik masih jauh 
dari kata good governance (pemerintahan yang baik). Faktanya, good 
governanc masih sebatas ikon. Padahal seharusnya good governance atau 
pemerintahan yang baik segera diwujudkan. Perlu diberikan perhatian 
yang lebih serius untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan 
maju. Perwujudan good governance atau pemerintahan yang baik bisa 
didukung secara strategis melalui pelayanan publik.

�ल৹ eȍǘǋǷȐǡ৹UǋǶǀƲǞƲȍȚƲǷ৹UǋǱƲΘƲǷƲǷ৹UȚǀǱǡǯ

 Pelayanan publik dapat menjadi tolak ukur untuk menilai hasil 
kerja pemerintahan secara birokrasi. Pelayanan publik atau pelayanan 
umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau perijinan 
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mungkin dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi 
pemerintahan atau pelayanan perijinan mungkin juga diselenggarakan 
sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, 
pelayanan publik dapat disebut penggerak yang sangat penting untuk 
mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik).

Setidaknya, terdapat tiga hal yang dianggap penting dalam 
melatarbelakangi pembaharuan penyelenggaraan pelayanan publik. 
Pertama, adanya perbaikan kinerja terhadap pelayanan publik yang 
dinilai oleh stakeholders (baca: pemerintah, warga masyarakat dan sektor 
usaha). Kedua, pelayanan publik dilakukan dengan cara interaksi secara 
intensif. Ketiga, pelayanan publik yang mencirikan good governance atau 
pemerintahan yang baik dapat diterjemahkan secara lebih mudah dan 
berdampak nyata melalui praktik langsung pelayanan publik. 

Dewasa, ini fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah 
masih sering bermasalah. Misalnya saja dalam hal prosedur pelayanan 
yang masih bertele-tele dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ada. 
Alhasil, banyak waktu yang terbuang serta masih terdapat ketidakpastian 
waktu dan harga yang sulit dijangkau wajar oleh masyarakat. Pada 
gilirannya, hal ini dapat menyebabkan munculnya ketidakpercayaan 
terhadap pemberi atau penyelenggara pelayanan publik. Konsekuensinya, 
masyarakat lebih memilih jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan 
secara lebih cepat dan tidak menunggu lama. Mereka lebih cenderung 
memberikan biaya tambahan ataupun menyuruh orang lain. 

Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap kualitas maupun 
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan 
harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya pelayanan 
publik yang prima. Adapun, upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik) bisa dilakukan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penerapan ini 
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diharapkan bisa menghasilkan pelayanan publik yang prima sehingga 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih. 

�ल৹ �ȊǱǡǯƲȐǡ৹UȍǡǷȐǡȊ৹Good Governance

Aplikasi (penerapan) prinsip-prinsip good governance atau 
pemerintahan yang baik sangatlah penting. Aplikasi itu bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Selain itu, penerapan 
prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik) berpotensi 
menggiatkan perubahan di birokrasi pemerintahan demi terwujudnya 
pelayanan publik yang prima dan lebih baik. Kini, masyrakat menganggap 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan masih 
terkesan tidak profesional, lamban, dan mengeluarkan biaya yang sangat 
mahal. Hal ini menimbulkan gambaran buruk birokrasi pemerintahan 
di mata masyarakat. 

Persepsi buruk birokrasi didukung dengan prosedur kerja yang belum 
tertib, ketidakprofesionalitas penyelenggara pelayanan publik, belum 
adanya netralitas dan kesejahteraan masyarakat, serta masih sering terjadinya 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta disiplin kerja aparatur negara 
yang masih rendah. Menurut Sadjijono, good governance mengandung arti 
sebuah kegiatan dari suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan 
kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita- 
cita negara”.1 Selanjutnya, LAN & BPKP (2000) menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan good governance adalah bagaimana pemerintah 
berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam 
pembangunan”.2 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 merumuskan 
bahwa arti good governance ialah kepemerintahan yang mengembangkan 
dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, 
ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ ȊȍǡǶƲळ৹ ǇǋǶǽǯȍƲȐǡळ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ ȐȚȊȍǋǶƲȐǡ৹ ǞȚǯȚǶळ৹ ǇƲǷ৹
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
1 Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance (Yogyakarta: Laks-

bang Mediatama, 2007), hal, 203. 
2 LAN & BPKP, Akuntabilitas dan good governance (Jakarta: Penerbit LAN, 2000), hal. 5. SA
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�ǋȍǇƲȐƲȍǯƲǷ৹ǇǋϮǷǡȐǡ৹Ǉǡ৹ƲȗƲȐ৹ǇƲȊƲȗ৹ǇǡȐǡǶȊȚǱǯƲǷ৹ǀƲǞΒƲ৹good governance 
atau pemerintahan yang baik merupakan suatu kegiatan lembaga 
pemerintah yang didasarkan untuk kepentingan masyarakat dan norma 
yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Adapun, kekuasaan 
telah diatur dalam berbagai hal tingkatan pemerintahan negara. Pada 
umumnya, good governance (pemerintahan yang baik) dapat diartikan 
sebagai hasil dari mengikuti prinsip-prinsip dasar good governance. Konsep 
dasar good gover-nance telah lama dilaksanakan oleh semua pihak warga 
masyarakat. Namun demikian, masih banyak warga masyarakat yang 
rancu dan kurang mengetahui konsep dari ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ॉ

Banyak pihak menerjemahkan secara sederhana bahwa good 
governance sebagai tata pemerintahan. Padahal, tata pemerintahan bukan 
hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga eksekutif 
belaka. Pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor 
besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Pada dasarnya, 
pemerintah harus bisa menciptakan suatu lingkungan politik, ekonomi, 
budaya, sosial, keamanan, dan hukum yang kondusif.

Adapun Prinsip-prinsip good governance dituangkan dalam 
Peraturan Pemrintah Nomor 101 Tahun 2000. Prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik terdiri atas:

a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral 
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan 
pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.

b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil 
keputusan dalam segala bidang yang me-nyangkut kepentingan 
masyarakat.

c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 
menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang 
akurat dan memadai. SA
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d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang 
mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, 
kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta 
pelayanan yang ramah dan disiplin.

e. Demokrasi dan partisipasi, men-dorong setiap warga untuk 
mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam 
proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan 
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ǘल৹ �ϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ǶǋǷǬƲǶǡǷ৹ȗǋȍȐǋǱǋǷǘǘƲȍƲǷΘƲ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹
terhadap masyarakat dengan meng-gunakan sumber daya yang 
tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, 
mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua 
pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan 
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

�ल৹ ,ƲǯǡǯƲȗ৹ǇƲǷ৹�ȐƲȐ৹UǋǱƲΘƲǷƲǷ৹UȚǀǱǡǯ

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang 
dilakukan ataupun dilaksanakan langsung oleh penyelenggara pelayanan 
publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga 
bagian dari pelaksanaan ketentuan tugas dan fungsi yang sesuai dengan 
peraturan yang tertera dalam perundang-undangan. Pelayanan publik 
yang diberikan kepada masyarakat merupakan tugas dan kewajiban 
pegawai atau aparatur negara yang berada di instansi pemerintah. 
Pelayanan publik secara langsung dapat berupa barang maupun jasa 
sehingga timbul kepuasan kepada masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 
jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai 
berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004):
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a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional 

Hal ini berarti bahwa pelayanan publik sesuai dengan kondisi 
dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan 
ȗǋȗƲȊ৹ǀǋȍȊǋǘƲǷǘ৹ȊƲǇƲ৹ȊȍǡǷȐǡȊ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐल

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 
dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima 
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak.

Asas-asas di atas seharusnya dimanifestasikan dalam pelayanan 
publik yang adil, inklusif, dan setara. Dalam praktiknya, pelayanan 
publik masih jauh dari harapan. Apabila dianalisis, terdapat faktor-faktor 
penyebab terjadinya pelayanan publik yang buruknya, antara lain: 

a. Adanya sikap pemerintah yang kurang baik dalam memberikan 
pelayanan terhadap masyarakat. Aparatur negara masih 
cenderung bersikap egois dan hanya mementingkan kebutuhan 
pribadi. SA
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b. Kurangnya pengetahuan atau knowledge, sehingga masyarakat 
hanya pasrah dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur 
negara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 
daya kritis yang dimiliki oleh masyarakat.

c. Kurangnya informasi yang seharusnya disampaikan kepada 
masyarakat ini menjadi alasan proses penyampaian informasi 
tidak berjalan dengan seharusnya.

d. Penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsive. 
Hal ini masih sering terjadi di berbagai instansi pemerintah 
yang menyediakan pelayanan publik mulai dari unsur pelayanan 
publik, hingga petugas penyelenggara pelayanan publik sampai 
dengan instansi pemerintah.

e. Penyampaian saran, keluhan atau aspirasi dari masyarakat 
masih sering diabaikan. Pada dasarnya, aparatur negara masih 
kurang menanggapi saran dan keluhan dari warga masyarakat. 
Akibatnya, palayanan hanya berjalan semaunya dan dilaksanakan 
dengan apa adanya tanpa perbaikan. 

Selanjutnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 
memecahkan masalah terkait pelayanan publik, yaitu:

a. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)

Dengan ditingkatkannya Standard Operating Procedures 
(SOP) diharapkan dapat memastikan bahwa proses pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat konsisten dengan Standard 
Operating Procedures (SOP).

b. Penetapan Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan wujud komitmen terhadap 
penyelenggara pelayanan publik yang ditujukan untuk 
menyediakan pelayanan yang berkualitas. 
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c. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan

Demi menjaga kepuasan yang diberikan penyelenggara 
pelayanan publik, maka aparatur negara harus bisa menjaga 
mekanisme penilaian yang telah diberikan oleh masyarakat 
terhadap pelayanan publik.

d. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan. 

Munculnya pengaduan masyarakat merupakan sebuah 
informasi penting bagi aparatur negara agar bisa mengetahui 
hasil kinerja sehingga aparatur negara mampu konsisten dalam 
mempertahankan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan.

Good governance dimulai dari memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat. Pada dasarnya, good governance atau pemerintahan yang baik 
membutuhkan interaksi atau keterlibatan antara aparatur negara dengan 
masyarakat secara langsung. Dengan adanya pendekatan antara aparatur 
negara dengan masyarakat, hubungan aparatur negara dan masyarakat 
akan serasi. Pelaksanaan good governance yang baik harus didukung 
dengan tiga pilar, yaitu aparatur negara, masyarakat, dan sektor swasta. 
Kesalingterhubungan antara tiga pilar tersebut dapat mewujudkan good 
governance. Jika beban hanya ditumpahkan pada pemerintahan atau 
aparatur negara, maka keberhasilannya pun kurang optimal. Bahkan, 
akan memerlukan waktu yang sangat panjang dan bertele-tele. Birokrasi 
pemerintahan menghasilkan jasa. 

Pelayanan publik juga dapat disebut sebagai pelayanan yang 
menghasilkan produk- produk yang tidak kasat mata. Pelayanan publik 
merupakan interaksi antara masyarakat dengan aparatur negara yang 
disediakan suatu organisasi pelayanan publik untuk melayani masyarakat 
Di Indonesia, pelayanan publik masih sangat lekat dengan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN) serta permainan pasar yang menyediakan 
tarif setinggi mungkin. Bagi masyarakat awam kurang mengetahui ini SA
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tidak bisa menggunakan posisi tawar menawar dengan penyelenggara 
pelayanan publik yang tidak sehat.

Pelayanan publik idealnya bisa mengurangi munculnya KKN dan 
mengurangi pungutan liar yang sering ditemui di ranah pelayanan 
publik. Untuk mewujudkan good governance, kinerja aparatur harus 
ditingkatkan. Perilaku aparatur negara selaku penyelenggara pelayanan 
publik terhadap masyarakat harus menunjukkan komitmen dan 
kepedulian aparat sehingga pelayanan publik yang prima dapat 
memperbaiki pelayanan yang belum maksimal. Saat ini, sering ditemui 
pelayanan publik yang ‘sulit’, misalnya pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk atau KTP. 

Masih sering ditemukan kesulitan untuk membuat Kartu Tanda 
Penduduk, baik dari berbagai aspek internal maupun eksternal. Hal ini 
terlihat dari masyarakat yang berusia sudah cukup untuk mempunyai 
Kartu Tanda Penduduk, tetapi belum memiliki KTP. Hal seperti ini bisa 
terjadi karena kurangnya interaksi antara masyarakat dengan aparatur 
negara. Hal tersebut juga dapat dipic oleh rasa apatis yang muncul dari 
dalam diri masyarakat. Kinerja terhadap pelayanan publik bisa dinilai 
buruk karena aparatur negara belum berhasil melaksanakan transparansi 
dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi acuan dalam pelayanan 
publik. Solusinya, aparatur negara harus berusaha memecahkan suatu 
masalah agar tercapai kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan 
publik. Selain sulitnya proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan publik.
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BAB V

PELAYANAN PUBLIK ERA 
OTONOMI DAERAH

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menunjuk 
pada pengertian bahwa kekuasaan tidak hanya menjadi urusan 

pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
dan pelayanan publik juga melibatkan internal birokrasi maupun 
luar birokrasi publik (lintas sektoral). Konsepsi good governance 
dapat terwujud manakala pemerintah dapat memberikan pelayanan 
yang prima terhadap publik (masyarakat). Hakikatnya, pemerintah 
adalah pelayan publik (public servant). Kualitas pelayanan publik yang 
dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance 
seringkali dianggap sebagai cermin dari kualitas birokrasi secara umum. 
Sejatinya, pelayanan terkait dengan sistem, sumber daya aparatur dan 
paradigma berpikir yang melatari proses pelayanan. Di era otonomi 
daerah, pelayanan publik memiliki tantangan yang khas. Pada bab ini, 
akan diuraikan substansi makna dari konsep good governance, pelayanan 
publik dan otonomi daerah, benang merah antara good governance 
dengan pelayanan publik dan otonomi daerah (desentralisasi), dan 
perumusan strategi mewujudkan good governance melalui pelayanan 
publik dalam era otonomi daerah.
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A. Good Governance৹�ȍƲ৹HȗǽǷǽǶǡ৹�ƲǋȍƲǞ

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah 
(aparatur negara) masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang 
ǀǋǱȚǶ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल৹UƲǇƲ৹ȐƲƲȗ৹ ǡǷǡ৹ȊǋȍȐǽƲǱƲǷ৹ΘƲǷǘ৹ǇǡǞƲǇƲȊǡ৹ǀǋǘǡȗȚ৹
sangat mendesak. Masyarakat sudah mulai cemas bahkan timbul rasa 
“tidak percaya” kepada pemerintah. Hal ini diperparah dengan mutu 
pelayanan aparatur yang makin menurun, bahkan memburuk. 

Konsep dari good governance melalui pelayanan publik akan 
sulit diwujudkan manakala daerah tidak memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam rangka mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat lokal. Di era otonomi daerah, daerah 
harus memiliki prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat setempat 
sesuai dengan kondisi, potensi, dan karakteristik lokal. Kewenangan 
dan tanggung jawab untuk membuat keputusan sendiri sering disebut 
dengan istilah desentralisasi. Karenanya, good governance tidak bisa 
melepaskan diri dari masalah desentralisasi. 

Sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik masyarakat di 
berbagai negara, khususnya di egara-negara berkembang, peranan negara 
dan pemerintah yang sangat dominan dalam pembangunan nasional 
telah bergeser ke arah peran masyarakat dan swasta yang lebih besar. 
Kini, telah terjadi pergeseran paradigma dari konsep government ke arah 
governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan 
keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani 
ǗǷ͏Ƿȇॉࢳ ȦȓǗǷǡȭ͖࢈ࢴॉ Selanjutnya, dikembangkan pandangan atau paradigma 
baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik 
࢈ࢴǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡࢳ

 Good dalam good governance menurut Lembaga Administrasi 
Negara mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang 
menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang 
dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan SA
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(nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan 
sosial. Kedua, aspek- aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif 
ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǇƲǱƲǶ৹ȊǋǱƲǯȐƲǷƲƲǷ৹ȗȚǘƲȐǷΘƲ৹ȚǷȗȚǯ৹ǶǋǷǁƲȊƲǡ৹ȗȚǬȚƲǷॺȗȚǬȚƲǷ৹
tersebut.1 Berdasarkan pengertian ini, LAN mengemukakan bahwa good 
governance berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan pada 
pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang berfungsi secara 
ǡǇǋƲǱळ৹ ΘƲǡȗȚ৹ ȐǋǁƲȍƲ৹ ǋǗǋǯȗǡǗळ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇƲǱƲǶ৹ ǶǋǱƲǯȚǯƲǷ৹ ȚȊƲΘƲ৹ ǶǋǷǁƲȊƲǡ৹
tujuan nasional. 

Langkah-langkah inovatif menjadi salah satu pilihan yang harus 
diambil agar setiap elemen internal maupun eksternal secara sinergis 
dapat membangun kemampuan dalam mewujudkan tujuan nasional 
dengan pemerintah sebagai penggeraknya. Jaminan pelayanan internal 
juga harus ditingkatkan meski tuntutan mendasar terus berubah. 
Persoalan mendasarnya adalah bagaimana birokrasi pemerintah daerah 
(otonomi daerah) mampu menciptakan suatu nilai dan moral untuk 
melayani, dan bukan dilayani (Kartiwa, 1995). 

Seperti disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata, asumsi dasar good 
governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah 
(menyediakan perangkat aturan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan 
roda perekonomian), dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna 
ǶǋǷǘǋǶǀƲǷǘǯƲǷ৹ ȊȍǽǇȚǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ ǋǯǽǷǽǶǡ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ ǇƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡॡल2 
Dengan demikian, konsepsi kepemerintahan yang baik atau good 
governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif 
di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat ࢳȦȓǗǷǡȭ͖࢈ࢴॉ Dalam hal 
ini, kepemerintahan harus mengembangkan dan menerapkan prinsip-
prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 
ǇǋǶǽǯȍƲȐǡळ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ ȐȚȊȍǋǶƲȐǡ৹ǞȚǯȚǶळ৹ǇƲǷ৹ǇƲȊƲȗ৹ǇǡȗǋȍǡǶƲ৹
oleh seluruh masyarakat.

1 LAN & BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: Penerbit LAN, 2000), hal. 6. 
2 Bob Sugeng Hadiwinata, Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, 

Civil Society, dan Kepemerintahan (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2007), hal.SA
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�ल৹ UǋǱƲΘƲǷƲǷ৹UȚǀǱǡǯ৹(Public Service)৹�ȍƲ৹HȗǽǷǽǶǡ

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkepentingan 
pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. Sementara itu, pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi 
Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan 
di lingkungan badan usaha milik negara dan daerah dalam bentuk 
barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 
1 ayat (1) disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengutip dari berbagai pendapat mengenai makna dari pelayanan 
publik maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pelayanan publik merupakan isu utama (main 
issue) dalam ranah kebijakan publik. Hampir di seluruh sektor publik, 
pelayanan publik terus menjadi wacana yang tanpa ujung. Pemerintah 
Banyak menjanjikan keringanan yang pada akhirnya berujung pada 
kekecewaan masyarakat. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan 
yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik cenderung 
“berjalan di tempat.” Padahal, implikasi pelayanan publik sangatlah luas 
dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.SA

MUD
RA B

IRU



Good Governance 91

Alasan mendasar pelayanan publik menjadi isu utama (main issue) 
dalam ranah kebijakan publik adalah karena adanya public interest 
(kepentingan publik) harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah 
memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Mengingat pemerintah 
adalah pelayan publik(public service), maka pelayanan diberikan 
professional dan tepat. Pelayanan publik harus dapat mengambil opsi 
tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, 
dan sebagainya. Permasalahannya kini adalah bahwa pemerintah tidak 
memiliki tuntunan atau pegangan kode etik yang memadai. 

Asumsi bahwa aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji 
pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak 
selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan 
pribadi, keluarga,kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi 
justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. 
Akhirnya, birokrat tidak memiliki independensi dalam bertindak etis 
dan tidak memiliki otonomi dalam beretika.

�ल৹ UȍǡǷȐǡȊ৹<ȚƲǱǡȗƲȐ৹=ƲΘƲǷƲǷ

Menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi mengenai pelayanan 
publik, maka Lovelock mengemukakan terdapat lima prinsip yang harus 
diperhatikan bagi para pelayan publik agar kualitas layanan dapat dicapai 
antara lain3:

1. Tangible ॠȗǋȍǬƲǶƲǞॡळ৹ ƲȍȗǡǷΘƲ৹ ǯǋǶƲǶȊȚƲǷ৹ ϮȐǡǯळ৹ ȊǋȍƲǱƲȗƲǷळ৹
personil dan komunikasi material

2. Realiable (handal) artinya kemampuan membentuk pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan

3. Responsiveness (pertanggungjawaban), yakni rasa tanggung 
jawab pemerintah terhadap mutu pelayanan

3 Lovelock, H. Christopher, Managing Service, Marketing Operation and Human Resources ( 
New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1992), hal. 224. SA
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4. Assurance (jaminan), yakni pengetahuan, perilaku, dan 
kemampuan pegawai

5. Empathy (empati), berarti perhatian perorangan pada pelanggan

Sebagai perwujudan dari persoalan-persoalan yang dihadapi 
mengenai pelayanan publik yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah, 
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar kualitas layanan 
menjadi baik. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: perceived service 
yang terbentuk oleh dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu: 4

1. Tangibles (terjamah)

2. Rehability (andal)

3. Responsiveness (tanggap)

4. Competence (kompeten)

5. Courtesy (ramah)

6. Credibility (bisa dipercaya)

7. Security (aman)

8. Access (akses)

9. Communication (komunikasi)

10. Understanding the customer (memahami pelanggan)

Selain itu, expected service juga dipengaruhi oleh:

1. Word of mouth (kata-kata yang diucapkan)

2. Personal needs (kebutuhan pribadi)

3. Past experience (pengalaman masa lalu)

4. External communications (komunikasi eksternal)

Perpaduan antara expected service dengan perceived service akan 
mewujudkan layanan yang bisa diberikan berdasarkan apa yang 
dimengerti oleh birokrasi. Meskipun expected service diperkuat oleh 

4 Valarie A. Zeethari, A. Patasuraman and Leonard L. Bery, Delivering Quality Service-Bal-
ancing Customer, Perception and Expectation (The Free Press, USA, 1990), hal.SA
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pengaruh dari lima variabel lain di samping dilatarbelakangi oleh 
dimensi-dimensi mutu layanan, outcome-nya tetap saja mutu layanan 
yang diberikan adalah sebatas yang dimengerti oleh birokrasi.

Matriks berikut ini akan menjelaskan konsep tentang mutu layanan 
yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu:

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan 
(prosedurnya sederhana)

2. Mendapat pelayanan yang wajar

3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih

4. Mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang (transparansi)

Selain itu, Valerie A. Zeithaml et al (1990) mengonsepsikan mutu 
layanan publik pada dua pengertian, yaitu expected service dan gambar 
matriks dimensi-dimensi mutu layanan menurut penilaian masyarakat 
dan dimensi-dimensi mutu layanan model serqual.

Original Dimensi ons
for Evaluati ng service
Quality Tang ibles

Tangibles Reliability Responsiveness Assu rance Empathy

Reliability

Responsiveness

Compet ence Cortesy
Credibil ity Security

Access Commu
nication Underst
anding the Customer

Sumber: Valerie A. Zeithaml et al. 1990

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diukur dari sejauh mana 
unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam 
proses pengambilan keputusan.5 Selanjutnya, konsekuensi logis dari 
sebuah kebijakan desentralisasi adalah adanya daerah otonom. Daerah 
otonom sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang 
5 Pandji Santosa, Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance) (Bandung: Re-
˪ȇŔ��ƎǫʋŔȟŔ࡫࢏ࠈ߿߿ࠁ�࡫�ǠŔȍࡲࠁ�ࡲ� SA
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94 A. Junaedi Karso

mempunyai batas wilayah tertentu sehingga memiliki kewenangan 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Otonomi daerah diatur dalam UU No 35 Tahun 2004. 
Penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam era otonomi daerah memiliki 
makna bahwa aparatur pemerintah pusat melimpahkan wewenang baik 
dalam aspek politik (pengambilan kebijakan) dan aspek administrasi 
(pelayanan publik) sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah agar 
kebijakan (policy) yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. 

�ल৹ �ǋȐǋǷȗȍƲǱǡȐƲȐǡ৹UǋǱƲΘƲǷƲǷ৹UȚǀǱǡǯ

Rondinelli (1990) menggambarkan bahwa desentralisasi perlu 
dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hampir menjadi 
faktor yang menentukan keberlangsungan suatu organisasi birokrasi 
pemerintah maupun organisasi perusahaan. Telah lahir berbagai 
dimensi-dimensi mutu layanan agar dapat menciptakan mutu layanan 
prima serta zero defect dengan melakukan evaluasi serta perbaikan secara 
berkelanjutan (continuous improvement). Pelayanan yang baik dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya 
mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (customer satisfaction) 
dalam rangka mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik)࢈

Mengkaji masalah desentralisasi tidak bisa dilepaskan dengan masalah 
sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
dan pelayanan publik. Sentralisasi dan desentralisasi di dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
publik pada dasarnya berkenaaan dengan delegation of authority and 
development. Desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas dalam 
membuat kebijaksanaan nasional. Para pejabat tingkat lokal dapat 
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merancang proyek-proyek pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisi setempat.

 Desentralisasi memungkinkan para pejabat setempat untuk lebih 
mampu mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang 
baik. Prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan seringkali dialami oleh negara berkembang 
yang memiliki konsentrasi kekuasaan, otoritas, dan sumber yang 
begitu berlebihan di tingkat pusat. Pembangunan dan pelayanan yang 
didesentralisasi dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas (daya 
tanggap) terhadap masalah dan kebutuhan setempat. Dan yang lebih 
ȊǋǷȗǡǷǘ৹ ǱƲǘǡळ৹ǇǋȐǋǷȗȍƲǱǡȐƲȐǡ৹ ǬȚǘƲ৹ǇǡƲǷǘǘƲȊ৹ǇƲȊƲȗ৹ǶǋǷǡǷǘǯƲȗǯƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹
pemerintah pusat.

Institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah mengemban amanah konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan 
warganya. Sejahtera seperti apa? Sejahtera menurut siapa? Dan sejahtera 
untuk siapa? Tafsirnya bisa berbeda-beda.

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah cita-cita 
dan harapan setiap bangsa. Konsepsi dari good governance menuntut 
keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Pemerintah 
yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat dengan 
tepat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan 
dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar. Kebijakan 
yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan 
dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Asumsinya adalah pemerintah lokal 
lebih mampu daripada pemerintah pusat dalam merespon perubahan 
tuntutan, melakukan eksperimen dan mengantisipasi perubahan- 
perubahan pada masa mendatang. Kebijakan lokal mencerminkan apa 
yang menjadi tuntutan lokal.

Pengetahuan lokal merupakan prasyarat dari responsivitas dan 
ϱǋǯȐǡǀǡǱǡȗƲȐ৹ ǇƲǱƲǶ৹ǶǋǷǋǷȗȚǯƲǷ৹ ȊȍǡǽȍǡȗƲȐॺȊȍǡǽȍǡȗƲȐ৹ ǱǽǯƲǱल৹ UǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹SA
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yang lebih dekat dengan yang diperintah (desentralisasi) lebih baik jika 
dibandingkan dengan pemerintah pusat dalam merespon perubahan 
tuntutan dan mengantisipasi perubahan-perubahan masa mendatang. 
Pemerintah yang berorientasi prestasi akan mampu menciptakan 
pelayanan yang prima, mengutamakan kemanfaatan daripada hasil, dan 
berorientasi pada tujuan bersama. Sekurang-kurangnya terdapat tiga 
alasan yang melatarbelakangi pembaharuan pelayanan publik untuk 
pengembangan praktik good governance di Indonesia.

Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh 
semua stakeholders. Pemerintah berkepentingan dalam upaya perbaikan 
pelayanan publik. Jika pelayanan publik berhasil diperbaiki maka 
legitimasi juga dapat membaik. Membaiknya pelayanan publik juga 
akan dapat memperkecil biaya birokrasi yang pada gilirannya dapat 
ǶǋǶȊǋȍǀƲǡǯǡ৹ ǯǋȐǋǬƲǞȗǋȍƲƲǷ৹ ΒƲȍǘƲ৹ ȊǋǷǘǘȚǷƲ৹ ǇƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ ǶǋǯƲǷǡȐǶǋ৹
pasar.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance. 
Melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah, warga sipil, 
dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif. Hal seperti ini 
penting dilakukan agar warga dan pelaku pasar semakin percaya bahwa 
pemerintah memang telah serius melakukan perubahan. Adanya 
kepercayaan (trust) antara pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah 
merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan 
yang luas bagi pengembangan praktik good governance di Indonesia. Trust 
juga sangat penting untuk meyakinkan mereka bahwa good governance 
bukan hanya mitos, tetapi dapat menjadi realitas apabila pemerintah 
dan unsur-unsur non pemerintah bekerja keras dan mampu menggalang 
semua potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈

Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good 
governance dapat diterjemahkan secara relatif lebih mudah dan nyata 
ǶǋǱƲǱȚǡ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ȊȚǀǱǡǯल৹CǡǱƲǡ৹ȐǋȊǋȍȗǡ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ǯǋƲǇǡǱƲǷळ৹ȗȍƲǷȐȊƲȍƲǷȐǡळ৹
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partisipasi, dan akuntabilitas dapat diukur secara mudah dalam praktik 
penyelenggaraan layanan publik. Keberhasilan implementasi nilai-nilai 
dalam ranah pelayanan publik menjadi entry point dan prime mover 
dalam memperbaiki serta mewujudkan governance secara utuh.

Terpenuhinya seluruh keinginan serta tuntutan masyarakat melalui 
pelayanan publik yang prima dengan sistem pemerintah yang dekat 
dengan yang diperintah (desentralisasi) niscaya akan terwujud good 
governance. Berdasarkan beberapa mengenai pelayanan publik dalam era 
otonomi daerah, terdapat beberapa hal pokok yang perlu digarisbawahi, 
diantaranya:

1. Good governance berorientasi pada orientasi ideal negara yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Good governance 
berorientasi pada pemerintahan yang berfungsi secara ideal, 
ΘƲǡȗȚ৹ȐǋǁƲȍƲ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǇƲǱƲǶ৹ǶǋǱƲǯȚǯƲǷ৹ȚȊƲΘƲ৹ǶǋǷǁƲȊƲǡ৹
tujuan nasional. Hal ini dapat berjalan sesuai harapan ketika 
semua elemen dilibatkan dalam sinergitas. 

2. Untuk dapat mewujudkan good governance, pemerintah 
senantiasa dituntut dan diarahkan untuk dekat dengan 
yang diperintah (rakyat) agar dapat dengan tepat mengenali 
kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta 
aspirasi rakyat. Bagaimanapun juga, kebijakan yang dibuat 
harus bisa mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat. 
Asumsinya adalah, pemerintah lokal harus lebih mampu 
merespon perubahan tuntutan, melakukan eksperimen, dan 
mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa mendatang. 
Kebijakan lokal harus mencerminkan tuntutan lokal.

3. Pemerintah yang berorientasi prestasi dengan menerapkan 
prinsip-prinsip good governance dengan benar akan mampu 
menciptakan pelayanan publik yang prima. Pembaharuan 
pelayanan publik dengan tujuan menciptakan kepercayaan 
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(trust) dan kepuasan masyarakat juga dapat mendorong 
pengembangan praktik good governance di Indonesia.
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BAB VI

PARADIGMA ADMINISTRASI 
PUBLIK (PERSPEKTIF GOOD 

GOVERNANCE)

Perdebatan tentang kinerja administrasi publik di seluruh dunia 
selalu ditandai dengan ketidakpuasan. Baik politisi maupun warga, 

bahkan pegawai administrasi mengkritisi administrasi dengan kata kunci, 
terlalu lamban, terlalu mahal, terlalu jauh dari kebutuhan manusia, 
korup, buruk mutu serta pemborosan anggaran dan sumber daya 
manusia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, administrasi 
publik akan memainkan sejumlah peran penting, di antaranya dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. 
Dalam konteks Indonesia, tujuan pemerintahan sebagaimana termaksud 
dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya 
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Pada perjalanannya, penyelenggaraan peran administrasi publik 
mengalami berbagai macam perkembangan. Mulai dari masa sebelum 
lahirnya konsep negara bangsa, hingga lahirnya ilmu modern dari 
administrasi publik telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma 
mulai dari model klasik atau di sebut administrasi negara lama (old SA
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100 A. Junaedi Karso

public administration), Cǡ͐ॉ UȰǖȇǷǗॉBǈȍǈȂǡȌǡn (NPM), New Public 
Service (NPS) hingga sampai pada good governance yang berkembang 
sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Bab ini akan menjelaskan 
perkembangan paradigma administrasi publik dari masa ke masa. 

A. Old Public Administration

Perkembangan administrasi publik membawa implikasi terhadap 
penyelenggaraan peran administrasi publik, pengelolaan organisasi secara 
internal, dan interaksi antara publik dengan politisi, serta masyarakat. 
Administrasi publik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 
paradigma yang dengan tetap memperhatikan kontes lokal dan 
permasalahan negara. Administrasi publik tidak dapat melepaskan diri 
dari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembangan 
lingkungan, khususnya yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan 
informasi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa menyesuaikan 
diri dengan paradigma yang dianutnya sehingga tetap berkesesuaian 
dan sejalan dengan perubahan lingkungan. Administrasi publik harus 
mampu mereformasi dirinya sehingga sejalan dengan paradigma good 
governance..

Old Public Administration (OPA) dipengaruhi oleh gagasan Max 
Weber. Pendekatan administrasi publik yang berlaku pada sebagian besar 
abad ke-20 menarik model birokrasi berdasarkan prinsip kembar hierarki 
dan meritokrasi. Pada awalnya, konsep ini diperkenalkan sebagai bagian 
dari reformasi birokrasi yang luas di Inggris dan Prusia pada akhir abad 
ke-19 untuk mengatasi sistem administrasi patrimonial. Pendekatan 
ini memiliki sejumlah ciri khas, di antaranya bergantung pada kontrol 
terpusat, menetapkan peraturan dan pedoman, pembuatan kebijakan 
terpisah dari implementasi, dan menggunakan struktur organisasi 
hirarkis (Osborne, 2006). 
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Mc Court (2013) menetapkan ciri utama model OPA di antaranya, 
pemisahan antara politik dan politisi terpilih di satu sisi, dan administrasi 
dengan administrator yang ditunjuk di sisi lain. OPA memiliki sifat 
administrasi kontinyu dan dapat diprediksi. Selain itu, administrator 
ǇǡȗȚǷǬȚǯ৹ ƲȗƲȐ৹ ǇƲȐƲȍ৹ ǯȚƲǱǡϮǯƲȐǡ৹ ǇƲǷ৹ ǶǋȍȚȊƲǯƲǷ৹ ȊȍǽǗǋȐǡǽǷƲǱ৹ ȗǋȍǱƲȗǡǞल৹
Dalam OPA terdapat pembagian kerja yang fungsional, hierarki tugas 
dan orang, sumber daya milik organisasi, dan ketertiban pegawai negeri 
melayani kepentingan publik. 

Paradigma administrasi publik klasik atau administrasi publik 
klasik berlangsung dari tahun 1887- 1987. Administrasi publik klasik 
sangat dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, mantan Presiden 
Amerika Serikat dan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University 
Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang berjudul The Study of 
Administration, Wilson menyampaikan beberapa pemikiran tentang 
administrasi publik, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang 
dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan yang 
harus dilakukan oleh birokrasi pemerintah (dikotomi politik-
administrasi). Pemisahan tersebut dibutuhkan karena apabila 
masalah administratif dicampuri politik, maka akan terjadi 
penyimpangan yang akan mengarah pada korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN). Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak 
ǋϮȐǡǋǷल

2. Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan 
ƲǇƲǱƲǞ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ǋǯǽǷǽǶǡȐळ৹ ǇƲǷ৹ ȍƲȐǡǽǷƲǱǡȗƲȐ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ǇƲȐƲȍ৹
pengambilan keputusan bureaucratic rational choice.

3. Untuk mewujudkan nilai-nilai pada huruf b, perlu dibangun 
ȐȗȍȚǯȗȚȍ৹ ǽȍǘƲǷǡȐƲȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇƲǷ৹ ǞǡȍƲȍǯǡȐल৹ HȍǘƲǷǡȐƲȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹
tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi. Menurut Thoha 
(2010), ide inti administrasi publik klasik adalah sebagai berikut:
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102 A. Junaedi Karso

a. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang 
diberikan langsung melalui instansi-instansi pemerintah 
yang berwenang.

b. Publik policy dan administration berkaitan dengan 
merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk 
mencapai tujuan-tujuan politik.

c. Administrasi publik hanya memainkan peran yang 
lebih kecil pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan 
pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan 
(implementation) kebijakan publik.

d. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan para 
administrator secara bertanggungjawab kepada pejabat 
politik. 

e. Para administrator bertanggungjawab kepada pemimpin 
politik yang dipilih secara demokratis.

f. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik 
melalui garis hirarki organisasi dan dikontrol oleh para 
penjabat dari hirariki atas organisasi.

g. Nilai-nilai utama (the primary value) administrasi publik 
ƲǇƲǱƲǞ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹ȍƲȐǡǽǷƲǱǡȗƲȐल

Ǟल৹ �ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹ ȊȚǀǱǡǯ৹ ǇǡǬƲǱƲǷǯƲǷ৹ ȐƲǷǘƲȗ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇƲǷ৹ ȐƲǷǘƲȗ৹
tertutup sehingga warga negara hanya memiliki keterlibatan 
yang amat terbatas.

i. Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti 
ȠȇǈȍȍǷȍǮࢉॉ ȓȣǮǈȍǷ͛ǷȍǮࢉॉ ȦȭǈωȍǮࢉॉ ǝǷȣǡǗȭǷȍǮࢉॉ ǗȓȓȣǝǷȍǈȭǷȍǮࢉॉ
ȣǡȠȓȣȭǷȍǮॉǖȰǝǮǡȭǷȍǮ࢈

Sementara itu, Hood (1991) menyebutkan bahwa terdapat beberapa 
elemen kunci administrasi publik klasik yang pernah membumi dan 
berjaya pada era negara kesejahteraan (welfare state) pada kurun 1945-
1979, yaitu : SA
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a. Kombinasi rule of law

b. Ketaatan atau fokus pada aturan yang telah ditetapkan

c. Pemisahan politik-administrasi pada organisasi public

d. Komitmen pada penganggaran yang bersifat incremental 
(bertahap)

e. Hegemoni (dominasi) negara pada pelayanan publik

Gagasan Wilson mengenai pemisahan antara politik dan administrasi 
tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Pada kenyataannya, administrasi 
publik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik. Administrasi 
publik tidak hanya sekadar pelaksana keputusan politik dalam bentuk 
kebijakan negara, tetapi administrasi publik juga ikut merumuskan 
kebijakan negara. Sifat organisasi pada aministrasi publik klasik yang 
sangat hirarkis menimbulkan red-tape, kelambanan, tidak adil, dan 
biaya tinggi. Demikian pula dengan sifat administrasi publik klasik yang 
birokratik dan tertutup menyebabkan keterlibatan warga negara sangat 
terbatas sehingga keadilan sosial terabaikan dan dianggap tidak mampu 
memecahkan masalah-masalah masyarakat.

Dengan adanya alasan-alasan di atas, ditambah dengan perkembangan 
teknologi informasi, globalisasi, demokrasi, dan liberalisasi yang terjadi 
pada tahun 1990-an, maka administrasi publik klasik dianggap sudah 
tidak cocok dengan lingkungan strategis baru. Selain itu, Wilson juga 
menyatakan bahwa bidang admnistrasi sama dengan bidang bisnis. Oleh 
karena itu, wilson memberikan saran agar pemerintah mengikuti model 
bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas. Wilson juga mengingatkan 
bahwa konstelasi pelaksanaan kebijakan sebagai domain administrasi 
negara memiliki potensi bahaya, yaitu intervensi politisi yang korup 
(corrupt politicals) yang berpengaruh negatif terhadap administrator 
ǇƲǱƲǶ৹ǶǋǱƲǯȐƲǷƲǯƲǷ৹ ǯǋǀǡǬƲǯƲǷ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷल৹<ƲȗƲॺǯƲȗƲ৹sǡǱȐǽǷ৹ ΘƲǷǘ৹
terkenal adalah, �ǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉȇǷǡȦॉȓȰȭȦǷǝǡॉ ȭǴǡॉȠȣȓȠǡȣॉ ȦȠǴǡȣǡॉȓǭॉȠȓȇǷȭǷǗȦ࢈ॉ
�ǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉȢȰǡȦȭǷȓȍȦॉǈȣǡॉȍȓȭॉȠȓȇǷȭǷǗǈȇॉȢȰǡȦȭǷȓȍȦ࢈ॉ�ȇȭǴȓȰǮǴॉȠȓȇǷȭǷǗȦॉȦǡȭȦॉSA
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104 A. Junaedi Karso

ȭǴǡॉ ȭǈȦȅȦॉ ǭȓȣॉ ǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍࢉॉ Ƿȭॉ ȦǴȓȰȇǝॉ ȍȓȭॉ ǖǡॉ ȦȰΥǡȣǝॉ ȭȓॉȌǈȍǷȠȰȇǈȭǡॉ ǷȭȦॉ
ȓωǗǡȦࣛॉ(Wilson, 1887).

Ada dua tema kunci utama untuk memahami administrasi negara. 
Pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik (policy) dengan 
admnisistrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus 
dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh 
administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur 
dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi 
publik dan manajernya. Hal ini memungkinkan berjalannya tugas-tugas 
ȐǋǁƲȍƲ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल৹/Ǉǋ৹ǯǽǷȐǋȊ৹ȗǞǋ৹Old Public Administration bisa 
diaplikasikan pada semua sektor kehidupan pemerintahan, mulai dari hal 
atau sektor pertahanan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, transpotasi, 
kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Adapun, kelemahan dan kelebihan 
administrasi publik klasik (Old Public Administration), di antaranya: 

1. Kelemahan

a. Dalam Old Public Administration, pemerintahan terkesan 
kaku dan sentralistik karena masih kuatnya kewenangan 
penuh pemerintah dalam membuat kebijakan. Hal ini 
memunculkan kebijakan yang menguntungkan pemerintah 
saja, tetapi tidak dapat menyejahterakan masyarakat umum.

b. Paradigma OPA kurang relevan dalam menempatkan 
persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan 
ϮǱǽȐǽϮȐ৹ ǇƲǷ৹ ǡǇǋǽǱǽǘǡȐ৹ ΘƲǷǘ৹ ǯȚȍƲǷǘ৹ ȐǋȐȚƲǡ৹ ॠinappropriate) 
dengan administrasi negara, yakni menerapkan prinsip 
keterbukaan dan responsifnes sehingga perlu dibuat 
paradigma baru.

c. Old Public Administration kurang efektif dalam 
memecahkan masalah dan memberi pelayanan kepada 
publik
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d. Old Public Administration terlalu menyederhanakan 
realitas struktur sosial kemasyarakatan.

e. Karakteristik formalisme birokrasi seringkali dikendalikan 
oleh hubungan-hubungan informal.

f. Tidak tumbuhnya rasa memiliki di kalangan birokrat. Hal 
ini disebabkan karena birokrasi difungsikan hanya sebagai 
pelayan kekuasaan dan pelayan rakyat.

g. Birokrasi hanya dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan 
rutin. Karena itu, birokrasi sering kali tidak sensitif dan 
tidak mampu merespon dengan cepat perubahan yang 
terjadi di masyarakat.

2. Kelebihan

a. Politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di 
pemerintahan membuat OPA bebas dari hasil dari kegiatan 
administrasi terhadap publik yang berbau politik.

b. Old Public Adminstration memampukan birokrasi 
memiliki daya stabilitas yang sangat tinggi, karena para 
birokrat diputuskan berdasarkan pertimbangan obyektif. 
Para birokrat dilindungi dari kesewenangan hukum 
sehingga masa depan para birokrat terjamin.

c. Struktur birokrasi yang kompleks dan formal serta 
berdasarkan dokumen resmi akan menghindarkan birokrasi 
dari penyalahgunaan wewenang, baik oleh birokrasi karir 
maupun birokrasi politisi yang berkuasa sementara.

d. Old Publik Administration dapat diimplementasikan di 
negara berbentuk kerajaan.

e. Sifat netral dari Old Publik Administration dapat 
ǶǋǷǘǞǡǷǇƲȍǯƲǷ৹ ǀǡȍǽǯȍƲȐǡ৹ ǇƲȍǡ৹ ǯǋȊǋǷȗǡǷǘƲǷ৹ ϮǘȚȍ৹ ƲȗƲȚ৹
kelompok-kelompok tertentu.
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Dalam paradigma Old Public Administration, setidaknya terdapat 
tiga pokok pemikiran yang melandasinya, yaitu paradigma dikotomi 
politik-administrasi, rasional model Herbert Simon, dan teori pilihan 
publik. Pertama, dikotomi politik administrasi pada intinya berbicara 
tentang penjelasan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan 
dengan tegas. Sehingga, tugas-tugas administrasi dapat dijalankan 
dengan netral dan professional tanpa terkooptasi pengaruh-pengaruh 
politik. Pejabat politik mempunyai tugas mengartikulasikan kepentingan 
publik dan memformulasikannya menjadi produk kebijakan. Sementara 
itu, administrator hanya bertugas mengimplementasikan kebijakan 
tersebut. Jadi, terlihat jelas bahwa tugas-tugas politik dan administras 
dipisahkan. Dalam paradigma ini, prinsip efesiensi dengan prosedur 
yang kaku juga diperhatikan. Pimpinan harus dapat menata organisasi 
serta menempatkan pegawainya di pos jabatan yang sesuai kemampuan 
dan keahlian. Tujuannya, agar mesin organisasi dapat mencapai tujuan 
ȐǋǁƲȍƲ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल

Kedua, rasional model Herbert Simon. Menurut Simon, manusia 
dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mencapai tujuan. Manusia yang 
bertindak secara rasional ini disebut pula sebagai manusia administratif. 
Manusia administratif mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan 
organisasi dan juga memiliki motif untuk memenuhi kepentingan 
pribadi. Motif probadi tidak hanya berupa materi, tetapi bisa berwujud 
rasa ingin dihormati atau diperhatikan oleh anggota. Ketiga, menyangkut 
masalah teori pilihan publik. Teori ini berhubungan dengan hakikat 
manusia sebagai makhluk ekonomi. Artinya, manusia merupakan 
makhluk rasional yang selalu menginginkan terpenuhinya kebutuhan 
pribadi. Motif mencapai kepentingan pribadi yang maksimal dilakukan 
melalui upaya mencari kesempatan dalam pengambilan keputusan. 
Dalam kerangka pikir OPA praktik kolusi dan nepotisme tumbuh demi 
mengejar kepentingan pribadi. Karakteristik Old Public Administration 
dari berbagai aspek dijelaskan dalam tabel di bawah ini: SA
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Aspek Karakteristik

• Dasar teoritis & fondasi 
epistimologi

• Teori Politik

• Rasionalitas & model perilaku 
manusia

• Konsep kepentingan

Aspek Old Public 
Management

New Public 
Management

New Public 
Service

• Dasar teoritis 
dan fondasi 
epistimologi

Paradigma administrasi publik klasik atau administrasi publik 
klasik (OPA) menurut para ahli administrasi publik berlangsung dari 
tahun 1887-1987. Administrasi publik klasik sangat dipengaruhi oleh 
pemikiran Woodrow Wilson. Selain itu, OPA juga dipengaruhi oleh 
gagasan Max Weber dengan pendekatan administrasi publik yang 
berlaku pada sebagian besar abad ke-20. 

�ल৹ New Public Management

Reformasi administrasi negara di Barat telah melampaui beberapa 
tahapan selama seabad terakhir. Akhir abad kesembilan bela ditandai 
oleh dominannya ide tentang negara minimal dan aktivitasnya sebagai 
sebuah kekuatan jahat. Pada dasarnya setiap individu harus bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraannya sendiri. Pelayanan publik—seperti 
yang disediakan negara—disediakan pula oleh lembaga sektor swasta 
atau organisasi amal (LSM). Pemerintah harus menjaga secara ketat 
peranan formalnya seperti disampaikan Wilson (1887). Di dalam abad 
kedua puluh, ide ini perlahan-lahan diwarnai konsep tanggungjawab 
sosial negara dari unsur sosialisme Fabian dengan ciri: 

1. Menegaskan kembali bahwa permasalahan sosial dan ekonomi 
tidak berfokus sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai 
isu kemasyarakatan yang melibatkan semua orang,SA
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2. Menempatkan kembali posisi negara sebagai tidak memiliki 
peran legitimasi dalam menyediakan beberapa fungsi pelayanan 
publik, misalnya sanitasi,

3. Jika negara tidak menyediakan pelayanan publik maka ada 
kebutuhan melakukan kerjasama dengan satu lembaga amal 
atau sektor swasta, sehingga terjadi pola kerjasama yang tidak 
setara karena negara menjadi partner sosial.

Kecenderungan pemikiran ini diperkuat dengan hadirnya kondisi 
darurat pasca Great Depression, Perang Dunia II, dan dinamika periode 
pasca-perang. Hal ini kemudian mengembangkan lahirnya ‘Paradigma 
New Deal’ di Amerika Serikat, selain konsep negara kesejahteraan 
(welfare state) di Eropa. Motivasi konsep yang masih kontroversial ini 
mendasarkan pada aspek kebutuhan dasar warga negara, yang dalam 
kondisi sangat memaksa melahirkan keresahan sosial-politik dengan 
dampak yang tidak dapat dicegah negara.

Akhirnya, sejak dekade 1970-an sampai sekarang, konsep ini 
dipengaruhi pemikiran konservatif Thatcher dan Reagan sehingga 
premis dasar konsep negara kesejahteraan mulai dipertanyakan. Proses 
peralihan paradigma ini kemudian memunculkan model baru berupa 
konsep ‘pemerintahan kewirausahaan’ (entrepreneurial government). 
Hal ini merupakan batu pijakan utama konsep new public management.

New Public Management (NPM) muncul di tahun 1980-an di New 
Zealand, Australia, Inggris, dan Amerika sebagai akibat dari munculnya 
krisis negara kesejahteraan. Paradigma ini kemudian menyebar 
secara luas di tahun 1990-an disebabkan karena adanya promosi dari 
lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, Sekretariat Negara 
Persemakmuran, dan kelompok-kelompok konsultan manajemen. 
Paradigma NPM muncul karena sejumlah kekuatan di negara maju 
maupun negara berkembang. Di negara maju, perkembangan yang 
terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan administratif SA
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mendorong terjadinya perubahan radikal dalam sistem manajemen dan 
administrasi publik. Sasaran utama dari perubahan yang diinginkan 
adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian 
ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ǯǋȊƲǇƲ৹ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ǇǋǷǘƲǷ৹ȊǋǷǋǯƲǷƲǷ৹ȊƲǇƲ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ǋǯǽǷǽǶǡळ৹
dan efektivitas. Faktor-faktor pembangkit NPM secara detail dijelaskan 
sebagai berikut: 

1. Krisis ekonomi dan keuangan yang dialami negara 

NPM muncul sebagai bagian dari perhatian keseimbangan 
pembayaran, ukuran pengeluaran publik, dan biaya penyediaan 
pelayanan publik. Krisis keuangan menyebabkan adanya 
intervensi dari lembaga seperti IMF yang kemudian meminta 
dilakukannya reformasi keuangan. Sejalan dengan ini, peranan 
aktif dari negara dalam pengelolaan ekonomi dan dalam 
penyediaan secara langsung dalam penyediaan layanan mulai 
banyak dipertanyakan. Para pengkritik umumnya menyarankan 
agar ekonomi pasar dibiarkan menyelesaikan masalah tanpa 
adanya intervensi aktif dari pemerintah. Sebagai respon, 
negara maju membuat pengukuran-pengukuran yang tidak 
hanya untuk memotong, tetapi juga mengawasi pengeluaran 
publik. Selanjutnya, perjuangan untuk mereorganisasikan dan 
memodernisasi birokrasi publik dengan reformasi pengelolaan 
sektor publik dijadikan sebagai agenda politik utama. 

2. Pengaruh ide neoliberal & kritik terhadap administrasi publik 
lama

Di akhir tahun 1970-an, kelompok neoliberal semakin banyak 
melakukan kritik mengenai ukuran, biaya, dan peran dari 
pemerintah. Kelompok neoliberal juga meragukan kapasitas 
pemerintah untuk memperbaiki permasalahan ekonomi. 
Pasalnya, negara kesejahteraan banyak melakukan monopoli 
ǇƲǱƲǶ৹ ȊǋǷΘǋǇǡƲƲǷ৹ ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ ȐǋǞǡǷǘǘƲ৹ ȗǡǇƲǯ৹ ǋϮȐǡǋǷल৹ �ǋǱȚǶ৹
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lagi, perhatian yang kurang terhadap pelanggan sehingga tidak 
berorientasi kepada hasil. Neoliberal memandang bahwa hanya 
ǶǋǱƲǱȚǡ৹ǯǽǶȊǋȗǡȐǡ৹ȊƲȐƲȍळ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ǋǯǽǷǽǶǡ৹ǇƲȊƲȗ৹ǇǡǁƲȊƲǡल৹UȚǀǱǡǯ৹
diberikan pilihan pasar bebas. Pasar dianggap sebagai alokator 
sumber daya yang efektif, memiliki mekanisme koordinasi 
yang efektif, rasional, serta mampu mendorong pemikiran 
yang inovatif dalam berwirausaha. Pandangan ini dipengaruhi 
oleh pemikiran ekonomi liberal dan teori pilihan publik (public 
choices). Salah satu kritik dari teori pilihan publik adalah sistem 
penghargaan yang ada di sektor publik tidak mempromosikan 
kinerja yang efektif, sementara politisi dan birokrat tidak 
mendapatkan insentif untuk mengontrol biaya.

3. Berlebihan biaya dan melewati batas waktu

Berlebihan biaya dan melewati batas waktu menyebabkan 
membengkaknya birokrasi yang membutuhkan struktur 
kewenangan hirarkhis berdasarkan aturan rasional. Untuk 
mengatasi kegagalan dari administrasi publik lama, para 
politisi dihadapkan pada tugas untuk menciptakan pengaturan 
organisasi melalui insentif, sanksi, dan pengawasan yang dapat 
meminimalisir biaya. Sebagai tambahan, sifat membahayakan 
dari birokrasi seperti banyaknya aturan yang membatasi inisiatif 
juga harus dihilangkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
ǯǡǷǋȍǬƲ৹ǇƲǷ৹ǶǋǷǇǽȍǽǷǘ৹ǡǷǽΑƲȐǡल৹�ƲǱƲǶ৹ȊǋǷǁƲȍǡƲǷ৹ƲǯƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹
dan efektivitas pemerintahan tidak hanya membutuhakn 
reformasi melainkan upaya adopsi terhadap teknik dan praktek 
dari manajemen sektor privat.

4. Perubahan konteks politik

Perubahan konteks politik dan ideologi merupakan faktor yang 
paling kuat bagi adanya reformasi di sejumlah negara maju.
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5. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan dan ketersediaan teknologi informasi sangat 
membantu dalam menyediakan perangkat dan struktur yang 
dibutuhkan untuk membuat reformasi manajerial dapat bekerja 
di sektor publik. Hal ini dapat dari keberadaan sistem informasi 
yang beradab yang sangat penting bagi prinsip desentralisasi 
manajemen melalui penciptaan badan-badan eksekutif. 
Desentralisasi dan akuntabilitas merupakan hal penting untuk 
mendapatkan rasa percaya diri dalam melaporkan informasi 
kinerja. 

6. Pertumbuhan dan peranan konsultan manajemen. 

Globalisasi reformasi NPM disebabkan oleh para agen 
perubahan, yang di antaranya adalah konsultan manajemen 
internasional, kantor akuntan, dan lembaga keuangan 
internasional. Semua lembaga tersebut menjadi instrumen 
dalam meningkatkan masuknya teknik manajemen baru 
dari sektor privat ke sektor publik. Para agen perubahan ini 
memainkan peran penting dalam mengemas, menjual, dan 
mengimplementasikan teknik-teknik NPM.

�ल৹ CUB৹Ǉǡ৹CǋǘƲȍƲ৹�ǋȍǯǋǶǀƲǷǘ

Hampir serupa dengan apa yang terjadi di negara maju, kemunculan 
NPM di negara berkembang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor krisis 
ekonomi dan keuangan, penyesuaian struktural, kondisional, konteks 
manajemen, dan administrasi publik, serta konteks politik reformasi. 
Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Krisis ekonomi dan keuangan

Di banyak negara berkembang, krisis ekonomi merupakan 
faktor yang paling penting bagi diperkenalkannya program 
ambisus dalam mereformasi sektor publik sejak awal 1980an. Di SA
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Sub Sahara Afrika misalnya, krisis ekonomi dan keuangan telah 
memantik kebutuhan akan refomasi manajemen sektor publik. 
Begitu juga yang terjadi di Amerika Latin dimana banyak negara 
yang menderita akibat hutang domestik dan eksternal yang 
tidak berkelanjutan, memburuknya syarat-syarat perdagangan, 
peningkatan tingkat suku bunga pasar keuangan internasional, 
ȗǡǷǘǘǡǷΘƲ৹ ǡǷϱƲȐǡळ৹ ȍǋǷǇƲǞǷΘƲ৹ ȗƲǀȚǷǘƲǷ৹ ǇƲǷ৹ ǡǷΑǋȐȗƲȐǡळ৹ ȐǋȍȗƲ৹
kelangkaan barang-barang konsumsi dasar. Melalui reformasi 
diharapkan dapat melemahkan permasalahan yang dihadapi, 
seperti lemahnya sejumlah institusi, ketidakdisiplinan keuangan, 
dan kelemahan daya kompetitif eksternal. Penyesuaian 
struktural dan kondisional. Dengan meminta bantuan kepada 
IMF dan kemudian Bank Dunia pada akhirnya membuat 
negara berkembang harus mau menerima paket penyesuaian 
struktural dan stabilisasi berikut sejumlah persyaratan lainnya 
agar mendapatkan pinjaman. Melalui kebijakan yang demikian, 
lembaga-lembaga tersebut memaksa negara-negara yang terkena 
krisis untuk memulai reformasi yang pro pasar dan pro sektor 
privat. Paket penyesuaian struktural dari IMF dan Bank Dunia 
ȗǋȍȐǋǀȚȗ৹ ǀǡƲȐƲǷΘƲ৹ ȗǋȍǀƲȗƲȐ৹ ǯǋȊƲǇƲ৹ ȚȊƲΘƲ৹ ȊǋǷǘȚȍƲǷǘƲǷ৹ ǇǋϮȐǡȗ৹
publik dan reorientasi pengurangan peran negara melalui 
pemangkasan ukuran, pengeluaran dan tanggungjawab dari 
sektor publik. Pandangan dari lembaga-lembaga ini sejalan 
dengan pandangan dari kelompok neoliberal, dimana mereka 
menganggap bahwa peranan pemerintah melalui intervensinya 
secara langsung dalam perekonomian, kinerja dari Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), serta kualitas manajemen ekonomi 
dan pembuatan kebijakan merupakan kunci utama dari 
permasalahan yang dihadapi. Karenanya, pengurangan besaran 
dan peran dari pemerintah dengan memberikan kepada sektor 
privat andil yang lebih besar dalam aktivitas perekonomian 
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dianggap solusi baru pada masatersebut. Selain itu, keterlibatan 
dari sektor privat juga harus diimbangi dengan adanya reformasi 
terhadap birokrasi, bank pemerintah dan BUMN.

2. Konteks manajemen dan administrasi publik.

Kesalahan institusi administrasi publik dipercaya sebagai pemicu 
krisis pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Karenanya, reformasi 
dilakukan bukan hanya dengan penyesuaian dan perbaikan 
melainkan juga dengan membetulkan kesalahan administrasi 
dan meningkatkan kapasitasnya. Kesalahan administrasi 
dan ketidakmampuan kapasitas dianggap sebagai ancaman 
terhadap keberhasilan dan keberlanjutan dari penyesuaian 
yang dilakukan. Terdapat 3 (tiga) alasan dasar mengapa perlu 
adanya hubungan antara paket penyesuaian struktural dengan 
administrasi publik dan reformasi manajemen.

Pertama, Bank Dunia dan IMF memandang bahwa aparat 
pemerintah di negara krisis terlalu luas, terlalu mencampuri, 
ȗǋȍǱƲǱȚ৹ǶƲǞƲǱळ৹ǇƲǷ৹ȗǡǇƲǯ৹ǋϮȐǡǋǷल৹[ǋǁƲȍƲ৹ȚǶȚǶळ৹ǀǋȐƲȍƲǷ৹ȊǋǘƲΒƲǡ৹
dan gaji dari sektor publik dianggap terlalu besar dan merupakan 
bagian tertinggi dari belanja pemerintah. Dengan asumsi yang 
demikian, maka peningkatan manajemen sektor publik menjadi 
ȊǋȍǞƲȗǡƲǷ৹ ȚȗƲǶƲ৹ ǀƲǘǡ৹ ȊǋǷǘȚȍƲǷǘƲǷ৹ ǇǋϮȐǡȗ৹ ȊȚǀǱǡǯ৹ ǶǋǱƲǱȚǡ৹
pengurangan jumlah dan gaji dari aparat pemerintah. Dalam 
ȊȍƲǯȗǡǯǷΘƲळ৹ ȊǋǷǘȚȍƲǷǘƲǷ৹ ǇǋϮȐǡȗ৹ ƲǷǘǘƲȍƲ৹ ȗǋǱƲǞ৹ ǶǋȍǋǗǽȍǶƲȐǡ৹
sistem pajak dan kepegawaian negeri, menghapuskan subsidi, 
dan menswastanisasikan perusahaan negara. 

Kedua, perlunya menghubungkan paket penyesuaian 
struktural dengan administrasi publik dan reformasi manajemen 
dikaitkan dengan lemahnya kapasitas pemerintah dan aparat 
administratifnya. Hal ini ditandai dengan lemahnya pembuatan 
kebijakan, penundaan yang lama, buruknya infrastruktur 
publik, kualitas buruk pelayanan publik, biaya transaksi SA
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yang tinggi, serta meluasnya korupsi. Untuk mengatasinya, 
reformasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki kapasitas 
ǇƲǷ৹ ǶǋǶȊȍǽǶǽȐǡǯƲǷ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ ǇƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ȐǋȍȗƲ৹ ǶǋǷǁƲȍǡ৹
jalan agar sistem administrasi publik dapat memadai dalam 
melaksanakan tugas pemulihan dan penyesuaian. 

Ketiga, adanya kenyataan bahwa kebanyakan ekonomi 
publik dan pelayanan sosial tidak dikelola secara memadai. 
Selain itu, infrastrukturnya pun mengalami kerusakan yang 
amat sangat akibat ditelantarkan dalam jangka waktu lama. 
Akibatnya, penyampaian pelayanan sosial seperti pendidikan 
dan kesehatan dan pelayanan ekonomi seperti air bersih dan 
ǱǡȐȗȍǡǯ৹ ǶǋǷǬƲǇǡ৹ ȗǡǇƲǯ৹ ǋϮȐǡǋǷल৹ <ƲȍǋǷƲǷΘƲळ৹ ȍǋǗǽȍǶƲȐǡ৹ ȗǋȍǞƲǇƲȊ৹
pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
sekaligus menerapkan pengukuran biaya pemulihan.

3. Konteks politik bagi adanya reformasi

Konteks politik di negara berkembang pada tahun 1970-
an dan 1980-an—khususnya di Afrika—ditandai dengan 
ketidakstabilan politik dan kebijakan yang tidak berjalan. 
Orientasi para pemimpin politik di negara-negara tersebut 
umumnya tidak pro terhadap pasar. Karenanya, reformasi 
ekonomi kurang dapat berjalan. Hal ini akan berubah 
manakala krisis ekonomi semakin menjadi-jadi dan tidak 
ada solusi lain, kecuali meminta bantuan kepada lembaga 
keuangan internasional. Untuk itu, para pemimpin politik 
berani mengambil resiko untuk reformasi agar mendapatkan 
pinjaman. Hal ini tentu saja menunjukkan kesenjangan antara 
rasa kepemilikan publik terhadap pentingnya penyesuaian yang 
harus dilakukan dengan lemahnya komitmen pemerintah akan 
refomasi.
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D. Konsep New Public Management

Tema pokok dalam New Public Management (NPM) antara lain 
adalah bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminologi 
di sektor publik. Dalam melakukan hubungan antara instansi-
instansi pemerintah dengan pelanggannya (customer), perlu dipahami 
proses hubungan transaksi di dunia pasar (market place). Dengan 
mentransformasikan kinerja pasar, kebiasaan kinerja diubah dari sektor 
publik berlandaskan otoritas pejabat menjadi orientasi pasar dan dipacu 
untuk berkompetisi sehat.

Di dalam konsep NPM, semua pimpinan didorong untuk 
menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil 
yang maksimal (baca: melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi 
pemerintahan). Mereka tidak lagi memimpin dengan cara melakukan 
pekerjaan kecil-kecil dan “rowing” menyapu bersih semua pekerjaan. 
Melainkan, mereka melakukan steering membatasi pekerjaan, 
mengendalikan, dan mengarahkan. Dengan demikian, kunci dari 
NPM adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam 
mengarahkan program-program publik. Pengaturan seperti ini termasuk 
upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintahan dan unit-
unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi publik maupun 
non provit.

Konsep NPM dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin 
ǶǋǷǘǞǡǱƲǷǘǯƲǷ৹ ǶǽǷǽȊǽǱǡ৹ ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ ΘƲǷǘ৹ ȗǡǇƲǯ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǽǱǋǞ৹ ǡǷȐȗƲǷȐǡ৹
dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah, maka 
Christopher Hood dari London School Of Economic (1995) mengatakan 
bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model 
birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis 
privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitimasi birokrasi publik 
untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi tidak lagi 
dipraktikkan oleh New Public Management. 

SA
MUD

RA B
IRU



116 A. Junaedi Karso

Untuk mewujudkan konsep New Public Management dalam 
birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi 
meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara 
pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong 
untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada 
pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi 
publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamilining 
proses dan prosedur, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan 
kebijakan. Semenjak konsep New Public Management ini dikemukakan 
maka telah banyak kemajuan dari praktik di beberapa negara dunia. 
Pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan proses akuntabilitas 
terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk 
mengukur peningkatan produktiftas kerja, dan melakukan reengineering 
ȐǡȐȗǋǶ৹ΘƲǷǘ৹ǶǋȍǋϱǋǯȐǡǯƲǷ৹ǯȚƲȗǷΘƲ৹ǯǽǶǡȗǶǋǷ৹ȊƲǇƲ৹ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐ৹ȊȚǀǱǡǯल৹

Donald Kettl (2000) menyebutkan dalam manajemen reformasi 
memfokuskan pada 6 hal berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah menemukan cara mengubah 
ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ǀǋȍǀǡƲΘƲ৹ǋϮȐǡǋǷह৹

2. Bagaimana strategi pemerintah menggunakan insentif pola pasar 
untuk memperbaiki patologi birokrasi? 

3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar 
untuk memberikan pelayanan alternatif yang luas kepada warga 
negara?

4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih 
rensponsif sehingga bisa melakukan desentralisasi rensposibilitas 
pelayanan?

5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan 
untuk membuat dan merumuskan kebijakan? Bagaimana 
pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan 
dan perannya sebagai pembeli pelayanan yang sesungguhnya?
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6. Bagaimana pemerintah mengganti sistem yang menekan pada alur 
atas bawah (top down) dan sistem yang berorientasi pada aturan 
(rule-driven systems) menjadi suatu sistem yang berorientasi pada 
alur bawah (bottom up) dan sistem berorientasi hasil?

Sama dengan pendapat Kettl, Boston (1991) menyatakan bahwa 
pusat perhatian dan doktrin New Public Management pada intinya 
sebagai lebih menekankan pada proses pengelolaan manajemen, 
perubahan penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap 
output dan kinerja target, devolusi manajemen kontrol sejalan dengan 
pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntablitas 
baru, disagregasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi 
yang dikuasi otonomi, pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan 
yang non komersial, preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, 
dan sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan 
ȍǋǶȚǷǋȍƲȐǡ৹ΘƲǷǘ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल

eǷȗȚǯ৹ǶǋǷǘǞǡǱƲǷǘǯƲǷ৹ǶǽǷǽȊǽǱǡ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ΘƲǷǘ৹ȗǡǇƲǯ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ΘƲǷǘ৹
dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah, maka perlu 
diterapkan New Public Management dalam birokrasi pemerintah. Agar 
konsep New Public Management dapat terwujud dalam birokrasi publik, 
maka diupayakan beberapa terobosan antara lain:

a. Memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada 
pelanggan, meningkatkan kinerja, dan restrukturisasi lembaga 
birokrasi publik,

b. Merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamilining 
proses dan prosedur,

c. Melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan dengan 
konsep New Public Management, 

d. Pimpinan eksekutif diwajibkan melakukan proses akuntabilitas 
terhadap tercapainya tujuan organisasi. Pimpinan hendaknya SA
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menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan 
produktivtas kerja dan melakukan reengineering system yang 
ǶǋȍǋϱǋǯȐǡ৹ǯȚƲȗǷΘƲ৹ǯǽǶǡȗǶǋǷ৹ȊƲǇƲ৹ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐ৹ȊȚǀǱǡǯल৹
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BAB VII

REFORMASI ADMINISTRASI 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Derah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi 
pada tahun 1998. Kebijakan ini mengubah penyelenggara pemerintahan 
dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi. 
Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah 
(kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, 
ϮȐǯƲǱ৹ǶǽǷǋȗǋȍळ৹ǇƲǷ৹ǯǋΒǋǷƲǷǘƲǷ৹ǀǡǇƲǷǘ৹ǱƲǡǷॡ৹ǶǋǷƲǷǇƲǡ৹ǷƲǇǡ৹ȍǋǗǽȍǶƲȐǡल

�ल৹ <ǋǷǇƲǱƲ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ৹�ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pengambilan 
keputusan dalam pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan 
menjadi lebih sederhana dan cepat. Hal ini disebabkan karena 
pemerintah daerah lebih cepat bergerak. Kebijakan ini dibutuhkan 
untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam maupun 
luar negeri. Pada kenyataannya, terdapat kendala dalam pelaksanaan 
reformasi administrasi antara lain:
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1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah 
pusat dan daerah.

2. Perbedaan persepsi pelaku pembangunan terhadap kebijakan 
desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah.

4. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang 
ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल

5. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.

6. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah.

7. Belum ada kesesuaian pembentukan daerah otonom baru 
(pemekaran wilayah) dengan tujuannya.

Berbagai kendala tersebut akan diperbaiki melalui revitalisasi proses 
desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dimulai dengan merevisi 
kedua undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah dan Undang-undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Derah. 
Setiap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan atau 
ditetapkan mengenai otonomi dan desentralisasi erat kaitannya dengan 
sistem politik, sistem pemerintahan, suasana politik, dan keinginan 
kekuatan elit pada suatu waktu. Makna otonomi (baca: desentralisasi) 
dalam UU Nomor 22/1999 ialah terciptanya iklim politik pemerintahan 
yang bernuansa demokratik, lebih tegas dan sesuai aslinya, kebebasan, 
dan kemerdekaan diri. 

Daerah memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar 
aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan 
suasana sistem politik yang berbeda dan tekanan lingkup administrasi 
negara abad 21, maka otonomi tidak sekadar kewajiban tetapi hak. 
DPRD tidak sekadar komponen pemerintah daerah, tetapi sebagai 
badan legislatif. Kepala daerah yang semula berkedudukan lebih sebagai SA
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penguasa (baik di daerah maupun pusat di daerah yang ditentukan 
pusat) menjadi pejabat politis yang dipilih dan harus bertanggung jawab 
kepada DPRD.

Perlu ada kesadaran pada tingkat pemerintahan dan masyarakat 
untuk kembali kepada makna otonom yang sesungguhnya. Otonomi 
hakikatnya adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah menuju 
kemandirian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Otonomi hendak mengubah atau mereformasi warna government 
yang bertitik berat pada otoritas kepada interaksi antara pemerintah, 
ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ǇƲǷ৹ȐΒƲȐȗƲ৹ॠȊȍǽϮȗ৹ǶƲȚȊȚǷ৹ȐǽȐǡƲǱॡल৹�ǋǷǘƲǷ৹ǇǡȗǋȗƲȊǯƲǷǷΘƲ৹UU৹
No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang 
diperbaharui dengan PP No. 41 Tahun 2000, daerah dapat melakukan 
pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan keberadaan dan 
kebutuhan daerah. Sehingga, terjadi perbandingan logis antara work load 
dengan ͐ȓȣȅॉǭȓȣǗǡ࢈ॉTerjadi pula keseimbangan antara keinginan dengan 
penerapan right sizing atau ǝȓ͐ȍॉȦǷ͛ǷȍǮ࢈ॉ

Apabila makna otonomi tidak didalami sebagai pencapaian 
democratic value, maka akan terjadi kemandirian daerah dan masyarakat 
yang terfokus pada the process of political interaction. Wujudnya adalah, 
tarik menarik kepentingan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, 
dalam lingkup eksekutif meupun legislatif. Revisi Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 
menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2004 mewujudkan fenomena tersebut. Karena 
sosialisasi terlalu cepat dan singkat, maka perubahan kerangka pikir 
menuju tatanan pemerintahan yang disepakati pun belum begitu siap. 
Alhasil perubahan tersebut memunculkan berbagai masalah yang dapat 
menggoncangkan kompatibilitas pemerintahan.

Dalam makna demokrasi di era otonomi, pemerintah tidak lagi 
bertindak sebagai agen tunggal dengan tumpuan pada government. 
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Akan tetapi, pemerintah telah menjadi government yang governance 
dan bertumpu kepada compatibility dengan berbagai aktor antara 
lain, public, private, dan ǗȓȌȌȰȍǷȭ͖࢈ Dengan demikian, terbentuk tata 
pemerintahan yang bertitik berat pada customer’s oriented. Dalam hal 
ini, customers hendaklah dimaknai sebagai rakyat. 

Era reformasi telah berjalan lebih kurang 7 tahun, tetapi bangsa 
Indonesia masih dalam masa transisi. Indonesia belum sepenuhnya secara 
viable menjalani masa wujud demokrasi Indonesia yang sebenarnya, 
tepat, dan sesuai harapan. Era reformasi Indonesia masi dalam masa 
transisi. Hal ini terlihat dengan kentalnya the process of political daripada 
technical or practical administrasi. Tarik menarik kepentingan terlihat 
ǱǋǀǡǞ৹ǶǋǷǽǷǬǽǱ৹ǇƲȍǡȊƲǇƲ৹ȗǋȍǁƲȊƲǡǷΘƲ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡल

 Dengan formulasi dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004, terdapat berbagai tantangan yang perlu dicarikan 
jalan keluar oleh birokrasi sehingga manajemen pemerintahan di 
daerah lebih tertata. Kesemuanya harus bernuansa pada bagaimana 
melakukan pelayanan dengan baik dan tepat sasaran. Pada kenyataannya, 
Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan 
karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum 
disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. 
Hal ini mengakibatkan berbagai kendala antara lain, dalam hal 
kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan kawasan, pelayanan 
tertentu, pengaturan pembagian hasil sumber daya alam dan pajak, dan 
lainnya. Hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan 
antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota daerah yang mengakibatkan 
ǀǋȍǀƲǘƲǡ৹ǯǋǷǇƲǱƲ৹ǇƲǷ৹ǯǽǷϱǡǯ৹ƲǷȗƲȍƲ৹ǀǋȍǀƲǘƲǡ৹ȊǡǞƲǯ৹ǇƲǱƲǶ৹ȊǋǱƲǯȐƲǷƲƲǷ৹
aturan. Hal tersebut terlihar dalam bidang pendidikan, tenaga kerja, 
pekerjaan umum, pertahanan, penanaman modal, serta kehutanan dan 
pertambangan.
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Bila diuraikan detail, proses desentralisasi dan otonomi daerah yang 
belum optimal disebabkan oleh: 

a. Perbedaan Persepsi Pelaku Pembangunan Terhadap Kebijakan 
Desentralisasi Dan Otonomi 

Persepsi yang belum sama antara para pelaku pembangunan 
telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan 
lemahnya peran gubernur dalam koordinasi antar kabupaten 
dan kota di wilayahnya. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan 
Daerah menyebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri 
sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama 
lain. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi bahwa antara 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota tidak 
ada hubungan hierarki. Seringkali kebijakan, perencanaan, dan 
hasil pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan 
tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada gubernur namun 
langsung kepada pemerintah pusat. Pada sisi lain, hubungan 
hierarki secara langsung antara pemerintah kabupaten dan kota 
dengan pemerintah pusat akan memperluas rentang kendali 
manajemen pemerintahan dan pembangunan. Berbagai hal 
tersebut berpotensi menimbulkan ketidakfektifan pemanfaatan 
sumber daya nasional. Sehubungan dengan pelaksanaan 
otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan 
perundangan masih belum sejalan antara satu dengan lainnya.

b. Rendahnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah, terutama 
dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil. 
Selain itu, kerjasama antara perbatasan antar daerah dan 
wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi masih sangat minim. Rendahnya kerjasama SA
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antar pemerintah daerah juga terjadi dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan bersama sungai, sumber daya air, hutan, tambang 
dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa 
daerah yang berdekatan. Kerjasama antara pemerintah daerah 
dengan perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, 
perkebunan, dan perikanan termasuk pengolahan pasca panen 
dan distribusi, dan lain-lain juga masih jauh dari harapan. 

c. Penyelenggaraan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Belum 
Optimal

Struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar 
dan saling tumpang tindih. Selain itu prasarana dan sarana 
pemerintahan masih minim dalam hal pelaksanaan standar 
pelayanan minimum belum mantap. Selain itu, hubungan kerja 
antarlembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non 
pemerintah belum optimal.

d. Kepastian Aparatur Pemerintah Derah Masih Rendah

Rendahnya kepastian aparatur pemerintah yang masih 
rendah ditunjukkan dengan terbatasnya ketersediaan aparatur 
pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi 
profesionalisme. Selain itu, kesejahteraan aparat pemerintah 
daerah masih terbatas. Dalam tubuh pemerintah daerah terlihat 
distribusi yang tidak proposional sehingg menyebabkan tingkat 
pelayanan publik tidak optimal. Akibatnya, kinerja pelayanan 
lambat, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan 
kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang 
di daerah. Selain itu, belum terbangunnya sistem dan regulasi 
yang memadai di dalam perekrutan dan pola karier aparatur 
pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumber daya 
manusia. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah masih 
kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah.SA
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e. Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah

Terbatasnya kapasitas keuangan daerah ditandai dengan 
ȗǋȍǀƲȗƲȐǷΘƲ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ǇƲǷ৹ǽȊȗǡǶƲǱǡȐƲȐǡ৹ȊǋǶƲǷǗƲƲȗƲǷ৹
sumber penerimaan daerah. Keterbatasan kapasitas juga 
ǇǡȗƲǷǇƲǡ৹ ǇǋǷǘƲǷ৹ ǀǋǱȚǶ৹ ǋϮȐǡǋǷǷΘƲ৹ ȊȍǡǽȍǡȗƲȐ৹ ƲǱǽǯƲȐǡ৹ ǀǋǱƲǷǬƲ৹
daerah secara proporsional dan terbatasnya kemampuan 
pengelolaan, termasuk dalam melaksanakan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme.

f. Rendahnya Kesejahteraaan Masyarakat

Ketertinggalan pembangunan suatu wilayah terjadi karena 
rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya 
perhatian pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. 
Pada gilirannya, hal ini sering menjadi alasan untuk pengusulan 
pembentukan daerah otonom baru sebagai solusi. Namun 
demikian, pembentukan daerah otonom baru lebih banyak 
mempertimbangkan aspek politis dan kemauan sebagian kecil 
elite daerah. Selain itu, terbentuknya daerah otonom baru 
setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena 
belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan 
percepatan pembangunan mengalami peningkatan. Pelayanan 
publik yang idealnya meningkat setelah adanya pembentukan 
daerah otonom baru (pemekaran wilayah) masih belum 
dirasakan oleh masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai dalam revitalisasi proses desentralisasi 
dan otonomi daerah dalam lima tahun mendatang adalah tercapainya 
sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan 
pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus 
Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Revitalisasi 
proses desentralisasi dan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk 
meningkatkan kerjasama antarpemerintah daerah agar terbentuk 
ǯǋǱǋǶǀƲǘƲƲǷ৹ ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹ ǇƲǋȍƲǞ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋǗǋǯȗǡǗळ৹ ǋϮȐǡǋǷळ৹ ǇƲǷ৹ ƲǯȚǷȗƲǀǋǱल৹SA
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Selain itu, revitalisasi dimaksudkan agar terjadi peningkatan kapasitas 
pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional 
dan kompeten. Harapannya, akan terwujud pengelolaan sumber dana 
dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan 
profesional di daerah otonom baru.

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan 
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Revitalisasi di-
laksanakan melalui kebijakan:

1. Memperjelas pembagian kewenangan antartingkat peme-
rintahan, baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab, 
maupun mengenai penggalian sumber daya dan pembiayaan 
pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan 
otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

2. Mendorong kerjasama antarpemerintah daerah termasuk peran 
pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan 
publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional 
berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang 
ȊǋǷǇǋǯळ৹ǀǋȍȐǡǗƲȗ৹ǬǋǬƲȍǡǷǘळ৹ǀǋȍȐǡǗƲȗ৹ϱǋǯȐǡǀǋǱळ৹ƲǇƲȊȗǡǗळ৹ǇǡǡȐǡ৹ǀƲǷΘƲǯ৹
jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, 
sehingga mampum memberikan pelayanan masyarakat dengan 
ǱǋǀǡǞ৹ǀƲǡǯ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल৹

4. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang 
berkualitas secara proporsional di seluruh daerah dan wilayah, 
menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah 
daerah dengan beban kerja di setiap lembaga satuan kerja 
perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur 
pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia 
pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.SA
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5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, 
termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga 
tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi 
kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan 
daerah.

6. Menata daerah otonom baru, termasuk mengkaji pelaksanaan 
kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu 
mendatang sehingga tercapai upaya peningkatan pelayanan 
publik dan percepatan pembangunan daerah.

�ल৹ $Ʋǯȗǽȍॺ$Ʋǯȗǽȍ৹ΘƲǷǘ৹BǋǶȊǋǷǘƲȍȚǞǡ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ৹�ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹
UȚǀǱǡǯ

Pada dasarnya, gerakan reformasi administrasi disebabkan birokrasi 
tidak mampu merespons keinginan masyarakat. Traditional bureaucracy 
tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang 
sangat pesat. Umumnya, negara-negara berkembang mempunyai ciri-
ciri pola dasar sistem administrasi jiplakan dari sistem colonial. Hal ini 
berakibat pada kemunculan masalah baru, yaitu kekurangan sumber 
daya yang berkualitas, cenderung mengutamakan atau berorientasi 
pada kepentingan pribadi maupun kelompok, formalisasi birokrasi, 
cenderung bersifat otonom, sangat lamban dan birokratis, dan adanya 
unsur-unsur non birokrasi dalam pengambilan keputusan. Sejak tahun 
1980-an, suatu gerakan reformasi global telah dimulai. Gerakan ini 
didorong oleh 4 (empat) variabel besar, yakni:

1. Politik

Keunggulan demokrasi dan kekuatan publik serta keunggulan 
sistem pasar menimbulkan tekanan politik di berbagai negara di 
dunia untuk melakukan transformasi peran pemerintah untuk 
mengurangi peran dan fungsinya. Langkah ini kemudian diikuti 
dengan tuntutan untuk mengakui dan meningkatkan peran civil SA
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society dan membangun kepercayaan publik kepada lembaga-
lembaga pemerintah.

2. Sosial

Beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan sosial 
yang mendasar, yaitu melakukan rekonstruksi ulang terhadap 
tatanan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini ditandai 
dengan adanya perubahan mendasar dari masyarakat industri 
kepada masyarakat informasi. Perubahan ini menuntut juga 
perubahan pada pernerintahan di seluruh negara di dunia.

3. Ekonomi

Krisis ekonomi pada tahun 1990-an di berbagai negara di dunia 
menuntut berbagai negara melakukan reformasi di bidang 
perpajakan untuk menarik investor masuk. Selain itu, negara 
juga melakukan langkah-langkah privatisasi sebagai respon 
terhadap tekanan ekonomi.

4. Institusional

Semua negara di dunia telah menjadi bagian dari sistem 
ekonomi dan politik global. Kondisi ini ditandai dengan 
semakin berkembangnya kelembagaan di luar negara, seperti 
World Bank, IMF, WTO, dan ADB yang mengatur globalisasi 
dunia. Di tingkat nasional dan lokal juga semakin banyak LSM.

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor lain 
yang menjadi mempengaruhi reformasi administrasi negara, antara lain 
tingginya derajat sentralisasi, sistem penganggaran yang sulit terintergrasi, 
sistem perencanaan yang belum efektif, dan sistem evaluasi kinerja 
pemerintah yang belum dapat memberikan umpan-balik yang memadai. 
Berkaitan dengan agenda dan strategi fokus dalam percepatan reformasi 
ƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹ ǷǋǘƲȍƲ৹ ȗǋȍȐǋǀȚȗळ৹ ǀǋǀǋȍƲȊƲ৹ ǗƲǯȗǽȍ৹ ΘƲǷǘ৹ ȗǋǱƲǞ৹ ǇǡǡǇǋǷȗǡϮǯƲȐǡ৹
dan dinilai sebagai key-leverage, yaitu penataan ulang kelembagaan 
penyelenggaraan negara secara lebih sehat dan efektif, manajemen SA
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ȊǋǷΘǋǱǋǷǘǘƲȍƲƲǷ৹ ǷǋǘƲȍƲ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇƲǷ৹ ǋǗǋǯȗǡǗळ৹ ǇƲǷ৹ ǯǽǶȊǋȗǋǷȐǡ৹
kepemimpinan birokrasi atau kualitas SDM aparatur.

Caiden (1991) mengungkapkan beberapa alasan yang mempengaruhi 
reformasi administrasi negara, antara lain karena kelembagaan aparat 
masih jauh dari kapasitas potensialnya, organisasi cenderung konservatif, 
dan inovasi lambat. Alasan Caiden mengindikasikan bahwa persoalan 
reformasi administrasi adalah persoalan teknis, tidak memposisikan suatu 
negara yang memiliki suhu politik yang bergejolak. Padahal reformasi 
administrasi yang menggunakan beberapa instrumen yang memiliki 
nilai kontradiktif satu sama lain dalam dirinya sendiri—karena nilai dari 
organisasi publik dan private yang digeneralisas ternyata telah membuka 
peluang permainan politik. Adanya kenyataan bahwa demokrasi yang 
diinternalisasi masih dalam tahapan demokrasi formal prosedural yang 
kemudian banyak memberi ruang para elit politik untuk mengebiri 
instrumen pada organisasi publik, sehingga muncullah paradoks dalam 
demokrasi (Margono, 2005).

Pada masa perubahan yang demikian gencar ini, lahir harapan 
masyarakat yang muluk-muluk, suatu harapan yang tak dijumpai dalam 
masyarakat maju. Perubahan sosial yang fundamental menyebabkan 
lahirnya tuntutan dan tekanan baru. Menjalarnya urbanisasi dan 
sekularisasi yang cepat serta kebutuhan akan demokratisasi pemerintahan 
dan administrasi menyebabkan beban aparatur pemerintah bertambah 
besar, dan mau tidak mau adaptabilitas menjadi sangat penting 
dan menjadi kebutuhan. Semua perubahan dan transformasi ini 
menyebabkan timbulnya pertentangan antara nilai lama dan baru serta 
antara nilai yang tradisional dan yang modern. Tekanan dan pertentangan 
ini tidak hanya terbatas pada tubuh birokrasi, melainkan juga di kalangan 
masyarakat. Kalangan intelektual yang diharapkan mampu melakukan 
perbaikan terhadap kebobrokan birokrasi justru konservatif, menjadi 
stigma birokrasi, sehingga sifat birokrasi yang elitis, terlalu menyenangi 
sikap otoriter dan kurang komunikatif. SA

MUD
RA B

IRU



130 A. Junaedi Karso

Dengan latar belakang dan kondisi demikian, maka kebutuhan 
akan perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak. 
Walaupun masalah yang mengitarinya terlalu kompleks dan rumit, 
reformasi administrasi di negara sedang berkembang menjadi keharusan 
(condition sine quanon) dan menjadi perhatian utama pemerintah negara 
sedang berkembang, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. 
Reformasi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam 
pembangunan di negara berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan, 
arah, dan tujuannya. Penyempurnaan kemampuan administrative yang 
meliputi usaha-usaha untuk mengatasi masalah lingkungan, perubahan 
struktural, dan institusi tradisional atau perubahan tingkah laku individu 
dan atau kelompok, ataupun kombinasi dari keduanya urgen diperlukan. 

Di tengah-tengah semakin berat dan kompleks tantangan bangsa 
Indonesia menghadapi era global, pembaharuan, pemikiran-pemikiran 
yang inovatif, dan sikap yang tepat patut mendapatkan dukungan 
dari semua komponen masyarakat. Dengan kata lain reformasi 
administrasi negara di Indonesia harus sesegera mungkin menjadi 
pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah 
guna mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, sehat, 
dan berwibawa. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada 
masa pemerintahan orde baru, terutama terletak pada ketidakadilan 
di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad orde baru pada awal 
kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila 
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

�ल৹ BȚǱȗǡǯȍǡȍǡȐ৹Ǉǡ৹/ǷǇǽǷǋȐǡƲ

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan 
menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat 
berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang 
oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa, SA
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“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 
BUXࣛ࢈ Secara ǝǡॉȂȓȣǡॉ(secara hukum) kedaulatan rakyat dilakukan oleh 
MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Akan tetapi secara de facto (dalam 
kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga 
sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan 
(nepotisme). Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak 
percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidakpercayaan 
itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan 
reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, 
termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan 
nuansa KKN. 

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan 
terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi 
sumber ketidakadilan, di antaranya:

1 UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

2 UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas 
dan Wewenang DPR/MPR

3 UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya.

4 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

5 UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap 
telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli 
sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu 
menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. 
Kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas setelah 
terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini 
muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di internal Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI). Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya 
ǘǋȍƲǯƲǷ৹ȍǋǗǽȍǶƲȐǡ৹ǀȚǯƲǷ৹ǞƲǷΘƲ৹ǶǋǷΘƲǷǘǯȚȗ৹ǶƲȐƲǱƲǞ৹ȐǋǯǡȗƲȍ৹ǯǽǷϱǡǯ৹U�/৹SA
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saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi di dalam kehidupan 
masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan 
politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak 
oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap 
setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik 
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga 
menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 
৹ǶǋǶǡǁȚ৹ǶȚǷǁȚǱǷΘƲ৹ǯǋȍȚȐȚǞƲǷ৹ǀƲȍȚळ৹ΘƲǡȗȚ৹ǯǽǷϱǡǯ৹ƲǷȗƲȍ৹ƲǘƲǶƲ৹ǇƲǷ৹ࡸࡺࡺࡲ
etnik. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus 
kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan 
umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. 
Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap 
pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum 
MPR tahun 1998–2003. Kalangan masyarakat yang dimotori oleh para 
mahasiswa menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden. 
Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, Soeharto terpilih sebagai 
Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. 
Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating 
dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

1. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan orde baru terdapat 
banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori 
oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu 
tuntutan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum 
agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan 
yang sebenarnya.

2. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak 
bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian SA
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Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk 
menghadapi krisis global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari 
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika 
nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin 
bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan 
dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Untuk 
membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata, usaha yang 
dilakukan pemerintah tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman 
bank-bank bermasalah semakin bertambah besar dan tidak dapat 
dikembalikan begitu saja.

Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan 
negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Faktor lain 
yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas 
dari masalah utang luar negeri. Utang Utang luar negeri Indonesia 
menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, 
utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, 
melainkan utang swasta. 

Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 
mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat dan utang pihak swasta 
mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang 
tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin 
menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan 
di Indonesia yang dianggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi 
serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru 
mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai 
negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di 
masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris 
dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan SA
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perekonomian pada masa pemerintahan orde baru sudah jauh 
menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 
1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan 
oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada 
masa pemerintahan orde baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang 
dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, 
oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola pemerintahan sentralistis sistem pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah orde baru bersifat sentralistis. Di dalam 
pelaksanaan pola pemerintahan ini, semua bidang kehidupan berbangsa 
dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah. Pelaksanaan 
politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. 
Hal ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut 
ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat 
di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat 
dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena 
pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. 
Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan 
kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang 
terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang 
memberitakan itu pers daerah.

3. Krisis Kepercayaan

Demontrasi para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah 
mengumumkan kenaikan harga BBM Tragedi Trisakti. Dua hal itu 
telah mendorong solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang 
menentang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis 
dan tidak merakyat. Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan 
dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin 
banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR/SA
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MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR 
akhirnya berubah menjadi mimbar bebas. Mereka memilih untuk 
tetap tinggal di gedung wakil rakyat sebelum tuntutan reformasi total 
dipenuhi. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar 
Presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan 
dari Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Pada tanggal 18 Mei 1998, 
pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto 
mengundurkan diri.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh 
agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden 
mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan 
perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak 
bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, 
upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak 
dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto 
menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik 
Indonesia dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presiden 
Republik Indonesia, B.J. Habibie yang langsung diambil sumpah oleh 
Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. 

�ल৹ [ȗȍƲȗǋǘǡ৹XǋǗǽȍǶƲȐǡ৹�ǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹

Reformasi administrasi publik diharapkan dapat mendorong 
terwujudnya pemerintahan yang baik, memperbaiki kinerja, dan 
memperbaiki praktik administrasi yang tidak sehat. Reformasi 
administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan 
secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek 
penyelenggaraan administrasi negara untuk tujuan rasional. Secara 
terperinci dapat disebutkan empat faktor yang mempengaruhi reformasi 
administrasi di negara-negara berkembang, yaitu ketidakpuasan 
kepada pemerintah, munculnya teori-teori ekonomi baru, globalisasi 
dan perdagangan bebas, serta perkembangan teknologi. Sedangkan, SA
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ȗǡǘƲ৹ ȗȚǬȚƲǷ৹ ǡǷȗǋȍǷƲǱ৹ ȍǋǗǽȍǶƲȐǡ৹ ƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȐǡ৹ ȊȚǀǱǡǯ৹ ƲǇƲǱƲǞ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹
administrasi, penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi dan 
pengenalan sistem merit disertai pemakaian PPBS, serta pemrosesan 
data.

Strategi reformasi terhadap administrasi reformasi menurut Abidin 
(2006:27) dapat dilakukan melalui:

1 Peningkatan kemampuan birokrasi agar mampu mewujudkan 
kebijakan-kebijakan yang normatif sehingga mungkin 
direalisasikan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan 
institusi publik, perbaikan prosedur pelayanan dan peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia aparatur.

2 Perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan 
negara dengan mendahulukan kepentingan publik, keselamatan 
kekayaan negara, dan kebenaran secara hukum.

3 Penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka 
dengan menempatkan persyaratan ketaatan, kejujuran, dan 
keahlian sebagai syarat pokok.
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BAB VIII

PENERAPAN PRINSIP GOOD 
GOVERNANCE OLEH APARATUR 

PELAYANAN PUBLIK

Good governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan 
administrasi publik. Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan kemajuan tingkat 
pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dianggap tidak relevan dengan tatanan masyarakat 
modern. Bab ini akan menguraikan penerapan prinsip good governance 
oleh aparatur pelayanan publik. 

�ल৹ �ǡȍǽǯȍƲȐǡ৹ȊƲǇƲ৹[ǋǯȗǽȍ৹UȚǀǱǡǯ

Birokrasi pada sektor publik dimaksudkan untuk memberikan 
pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-
ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan 
programnya menganut prinsip prinsip efesiensi, efektivitas, dan 
menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani 
secara optimal. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang 
pada dasarnya mengandung prinsip sederhana, kejelasan, kepastian 
waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan SA
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prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan 
kenyamanan.1

 Sudah seharusnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
mendapat respon positif dari pemerintah. Sebagai negara yang menganut 
bentuk kekuasaan demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan 
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan 
warga dalam proses kebijakan publik. Pengawasan rakyat pada negara 
merupakan sebuah upata dalam rangka mewujudkan good governance.

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan asas desentralisasi 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan local government 
(pemerintah lokal). Pemerintah lokal ini diberi kewenangan untuk 
mengurusi kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangga 
sendiri disebut otonomi. Sedangkan, pemerintahan disebut local 
government atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya 
sendiri. Pengelolaan segala urusan ditangani atas dasar kebijakan sendiri 
dan dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Sedangkan, hubungan 
pemerintah pusat dengan pemerintah lokal daerah adalah hubungan 
pengawasan saja. Dari aspek tanggung jawab negara, pemerintah lokal 
daerah merupakan organ pemerintah negara yang statusnya dalam 
kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).

�ल Local Government

Local government harus melakukan penerapan prinsip good 
governance. Good Governance merupakan proses penyelenggara 
kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip-prinsip 

1 Sugandi, Administrasi Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 123.SA
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good governance di antaranya adalah prinsip partisipasi (participation), 
penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya 
tanggap (responsiveness), berorientasi pada consensus (consensus 
orientation), keadilan (equity), efektif dan efesiensi ࢳǡΥǡǗȭǷ͏ǡȍǡȦȦॉ ǈȍǝॉ
ǡωǗǷǡȍǗ͖ࢴ, akuntabilitas (accountability), visi strategis ࢳȦȭȣǈȭǡǮǷǗॉ͏ǷȦǷȓȍ2࢈ࢴ 

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 9 ayat 
1 ditegaskan bahwa, “Setiap keputusan dan atau tindakan wajib 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas 
Umum Pelayanan Publik (AUPB). Hal tersebut kemudian diperjelas 
kembali dalam pasal 10 ayat 1 yang mengatakan, Asas Umum Pelayanan 
Publik yang di maksut dalam Undang- undang meliputi:

a. Kepastian hukum

b. Kemanfaatan

c. Ketidak Berpihakan

d. Kecermatan

e. Tidak menyalahgunakan wewenang

f. Keterbukaan

g. Kepentingan umum

h. Pelayanan yang baik

Sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadikan 
good governance sebagai konsep pemerintahan, pada pasal 1 ayat 18 
menyatakan bahwa Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat 
sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh Pasal 
14 ayat 1. Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada 
Pemerintahan di Aceh maupun pemerintahan di Kabupaten/Kota 
ǇǡǱƲǯȚǯƲǷ৹ǀǋȍǇƲȐƲȍǯƲǷ৹ǯȍǡȗǋȍǡƲ৹ǋǯȐȗǋȍǷƲǱǡȗƲȐळ৹ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐळ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹

2 Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 179. SA
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dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan 
di Aceh. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan 
Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang di tuangkan pada pasal Undang–Undang Nomor 11 
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Asas umum penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri atas, “Asas ke-Islaman, Asas kepastian hukum, 
Asas kepentingan umum, Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, 
Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas 
ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐळ৹ �ȐƲȐ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ �ȐƲȐ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ ǇƲǷल৹ �ȐƲȐ৹ ǯǋȐǋȗƲȍƲƲǷঊ࢈ॉ
Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah 
dirumuskan asas ketentuan umum dalam menjalankan pemerintahan 
yang wajib diterapkan pemerintah maupun aparatur pemerintah agar 
tercapai pemerintahan yang baik (ǮȓȓǝॉǮȓ͏ǡȣȍǡȍǗǡ࢈ࢴ

Prinsip-prinsip good governance sesuai dengan Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia. Namum pada penerapannya, banyak 
kelemahan-kelemahan pada birokrasi pemerintahan. Hal ini bisa 
disebabkan lemahnya pemahaman terhadap butir-butir undang-
undang. Berdasarkan hasil survei awal di Kantor Camat Kecamatan 
Kluet Utara, penulis mendapatkan kelemahan dalam proses pelayanan. 
Hal tersebut terlihat dari kurang seriusnya aparatur dalam memberikan 
pelayan pada masyarakat. Terkadang, sebagian masyarakat merasa 
kecewa. Berdasarkan hasil bincangan sepintas penulis ditemukan fakta 
bahwa tidak ada keterbukaan dalam hal pelayanan. Sebagian pelayanan 
ada yang cepat selesai, namun sebagian ada yang lama. Apabila masih 
ada hubungan famili dengan aparatur, pelayaanan bisa selesai dengan 
cepat. Konsekuensinya, masyarakat awam sangat sulit dalam pengurusan 
urusan birokrasi. Terkadang masyarakat malas ketika berurusan dengan 
birokrasi.

Hal seperti di atas sangat penting diperhatikan. Kepuasan pelayanan 
merupakan hal yang paling utama dalam birokrasi. Apalagi, era globalisasi 
membawa kemudahan dalam implementasi prinsip-prinsip good SA
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governence dengan menggunakan berbagai teknologi informasi. Dengan 
penggunaan teknologi, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 
dapat diminimalisasi. Sehingga, tercapailah pengelolaan pemerintahan 
yang bersih, cepat, tanggap, dan terbuka.

Aparatur pelayanan publik sudah selayaknya mempersiapkan diri 
dalam penerapan prinsip-prinsip Ǯȓȓǝॉ Ǯȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ॉSebab, kualitas dan 
tingkat kemajuan suatu daerah sangat besar pengaruhnya terhadap 
kualitas pelayanan, terlebih dalam menghadapi perkembangan zaman 
dan teknologi. Penggunaan teknologi juga akan mencegah praktik 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, akan terbentuk pula 
suatu pemerintahan yang adil, cepat, dan tanggap, berdasarkan hukum, 
transparan, efektif, serta efesien. Hal tersebut urgen diperhatikan demi 
tercapainya kemakmuran, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat 
terhadap aparatur pemerintahan. 

C. Good Governance ǇƲǷ৹bǡǘƲ৹bǋȍǶǡǷǽǱǽǘǡ

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi 
mimpi Indonesia. Kendati pemahaman tentang good governance 
berbeda-beda, namun good governance didambakan sebagai sebuah 
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. 
Masyarakat membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good 
governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi 
semakin baik. Angka korupsi pun menjadi semakin rendah dan 
pemerintah semakin peduli dengan kepentingan warga.3

Pada dasarnya, birokrasi pada sektor publik dihadirkan untuk 
memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik 
memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi birokrasi 
publik juga menganut prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, dan 
menempatkan masyarakat sebagai stakeholder, yang harus dilayani secara 

3 Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gajah-
mada University Press, 2005), hal. 29. SA
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optimal. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang mengandung 
prinsip: sederhana, jelas, memiliki kepastian waktu, akurasi, keamanan, 
tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, 
kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.4 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Evaluasi Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
daerah meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang 
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. 
“Tata kepemerintahan yang baik” adalah proses penciptaan lingkungan 
kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata 
pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan 
swasta serta dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan 
konsep good Governance, yaitu: good governance (tata pemerintahan yang 
baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance 
(pemerintahan yang bersih). Untuk lebih memahami makna dan tujuan 
yang ingin dicapai good governance, maka akan diuraikan beberapa 
pengertian dari good governance, antara lain:5

1. Menurut Bank Dunia (World Bank), good governance 
merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola 
berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan 
masyarakat. 

2. Menurut UNDP (United National Development Planning), 
good governance merupakan praktik penerapan kewenangan 
pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara 
politik, ekonomi, dan administratif, serta informasi yang 
tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4 Sugandi, Administrasi publik (Yogyakarta:Graha ilmu, 2011), hal. 123. 
5 Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu Arikunto, 2011), hal. 
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Sementara itu UNDP menjelaskan bahwa good governance 
berorientasi pada participation, keterlibatan masyarakat dalam 
pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 
Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, antara lain:6

1. Partisipasi (Participation)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai 
hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses 
bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi 
tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui 
institusi intermediasi.

2. Penegakan Hukum (Rule of low)

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat 
kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang 
adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang 
tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi 
anarkis. Tanpa penegakan hukum, orang bebas mencapai 
tujuannya tanpa mengindahkan kepantingan orang lain. Oleh 
karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah 
menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat 
lunak (software), perangkat keras (hardware), maupun sumber 
daya manusia yang menjalankan sistem (human ware).

3. Transparansi (Transparancy)

Salah satu karakteristik good governance adalah 
keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman 
revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek 
aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari 

6 Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 179. SA
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proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, 
sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen 
yang terlibat dalam proses pembangunan good governance 
harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan 
para pemegang saham (stake holder). Upaya peningkatan daya 
tanggap ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung 
tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk 
mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh sektor publik—secara periodik—perlu dilakukan 
suvei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat 
pada dasarnya merupakan aktivitas politik yang berisi dua hal 
ȚȗƲǶƲळ৹ ΘƲǡȗȚ৹ ǯǽǷϱǡǯ৹ ǇƲǷ৹ ǯǽǷȐǋǷȐȚȐल৹�ƲǱƲǶ৹ good governance, 
pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama 
lebih diutamakan. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya 
bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar dalam memecahkan 
persoalan bangsa adalah melalui musyawarah mufakat.

6. Keadilan (Equity)

Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki 
kesempatan yang sama untuk memproleh kesejahteraan. Akan 
tetapi, karena kemampuan masing-masing warga Negara 
berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar 
kesejahteraan dan keadilan dapat seiring sejalan.

ल৹ࡸ �ϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹�ǗǋǯȗǡϮȗƲȐ৹ࢳ�ωǗǷǡȍǗ͖ॉǈȍǝॉ�ΥǡǗȭǷ͏ǡȍǡȦȦࢴ

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencaturan 
dunia governance harus mengutamakan efektivitas dan efesiensi 
ǇƲǱƲǶ৹ȐǋȗǡƲȊ৹ǯǋǘǡƲȗƲǷल৹UǋȍǱȚ৹ǇǡȚȊƲΘƲǯƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹SA
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terutama, ditujukan pada sektor publik karena sektor ini 
menjalankan aktivitasnya secara monopolistik tanpa kompetisi 
ȐǋǞǡǷǘǘƲ৹ȍƲΒƲǷ৹ǡǷǋϮȐǡǋǷȐǡल

8. Akuntabilitas (Accountability)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung gugat dan 
tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi 
juga pada pemegang saham (stake holder), yaitu masyarakat 
luas. Secara teoritis, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi lima 
macam, yaitu:

a. Akuntabilitas organisasi

b. Akuntabilitas legal

c. Akuntabilitas politik

d. Akuntabilita professional

e. Akuntabilitas moral

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam 
good governence harus memiliki visi yang strategis. Tanpa 
visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami 
ketinggalan. Visi itu dapat dibedakan antara visi jangka panjang 
(long term vision) antara 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka 
pendek (short term vision) sekitar 5 tahun.

Arti good dalam good governence mengandung dua pengertian. 
Pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai 
tujuan (nasional) berupa kemandirian, pembangunan berkelanjutan, 
dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang 
ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǇƲǱƲǶ৹ȊǋǱƲǯȐƲǷƲƲǷ৹ȗȚǘƲȐल৹�ǋȍǇƲȐƲȍǯƲǷ৹ȊǋǷǘǋȍȗǡƲǷ৹ǡǷǡळ৹
good governance berorientasi pada, dua hal. Pertama, good governance 
memiliki orientasi ideal negara pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, SA
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ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹ǀǋȍǗȚǷǘȐǡ৹ȐǋǁƲȍƲ৹ǡǇǋƲǱळ৹ΘƲǡȗȚ৹ȐǋǁƲȍƲ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷ৹ǇƲǱƲǶ৹
melakukan upaya mencapai tujuan nasional.7 

Terselenggaranya good governence merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintah untuk mewujutkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka itu, 
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 
yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 
bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.8

�ल৹ ,ƲǯǡǯƲȗ৹�ȊƲȍƲȗȚȍ৹UǋǱƲΘƲǷƲǷ৹UȚǀǱǡǯ

Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah) para pegawai 
(negeri) alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, 
ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab 
melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, pemerintah pegawai 
negeri, alat negara, dan aparatur negara.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 
pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk 
menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan 
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi 
lingkungan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau dan terukur. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 
2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk.

7 Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu Arikunto, 2011), hal. 
173. 

8 Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 173. SA
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Apabila aparatur dan pelayanan publik digabung menjadi satu maka 
terbentuklah klausa aparatur pelayanan publik. Aparatur pelayanan 
publik adalah alat negara, pegawai negeri yang memberikan pelayanan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau orang banyak dalam 
urusan administrasi negara sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah 
di tetapkan.9

Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, terdapat 
kendala-kendala yang sangat menghambat kelancaran proses pelayanan. 
Beberapa kendala tersebut di antaranya adalah fasilitas pelayanan yang 
kurang memadai yang disebabkan kerena keterbatasan dana, sehingga 
aparatur kecamatan agak kesulitan dalam melaksanakan pelayanan. Saat 
ini, aparatur hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan 
tugas pelayanan. Selain itu, tingkat pemahaman sebagian besar aparatur 
terhadap good governance juga masih sangat kurang. Ada pula kendala 
dari masyarakat, misalnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat 
untuk memahami proses pelayanan sangat kurang. Pasalnya, sebagian 
masyarakat tidak sabar menunggu proses pelayanan.

Pada pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan 
good governance sejalan dengan pandangan baru yang berkembang 
bahwa di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, masyarakat tidak 
hanya sebagai pelanggan melainkan sebagai warga negara yang memiliki 
negara dan pemerintahan. Pergeseran pandangan ini mengisyaratkan 
bahwa masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam merumuskan 
berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya mengenai 
jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, cara terbaik untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi 
proses pelayanan, dan mekanisrne untuk mengevaluasi pelayanan. 

Keterlibatan warga penting dalam merumuskan kebijakan. Sebagai 
pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban 

9 Joko Widodo, Good Governance (Surabaya: Ihsan Cendekia, 2001), hal, 12. SA
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untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, 
serta bermasyarakat. Good governance dilaksanakan dalam rangka 
demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat 
kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan 
tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan 
tercipta kehidupan yang demokratis. Tanpa penegakan hukum, orang 
secara bebas berupaya mencapai tujuannya sediri tanpa mengindahkan 
kepantingan orang lain dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena 
itu, langkah awal penciptaan good governance adalah menghubungkan 
sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software), 
perangkat kerasnya (hardware) maupun sumber daya manusia yang 
menjalankan sistem (human ware). Kurangnya pengawasan dari 
pemerintah mengakibatkan kurang diperhatikannya fasilitas guna dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian pada bab ini, dapat dirangkum beberapa hal 
penting di antaranya:

1. Birokrasi pada sektor publik pada dasarnya dihadirkan untuk 
memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan prinsip 
ȊȍǡǷȐǡȊ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ ǇƲǷ৹ ǶǋǷǋǶȊƲȗǯƲǷ৹ ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹
sebagai stakeholder yang harus dilayani secara optimal. 

2. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang mengandung 
prinsip: sederhana, memiliki kejelasan, memiliki kepastian 
waktu, memiliki akurasi, keamanan, tanggung jawab, 
kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, 
kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. 

3. Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah 
dan konsep good governance, yaitu: good governance (tata 
pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang 
baik), dan clean Governance (pemerintahan yang bersih). 
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4. Partisipasi Birokrasi pada sektor publik dibangun atas dasar 
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif pada antara lain:

a. Penegakan hukum (Rule of low)

b. Transparansi (Transparancy)

c. Daya tanggap (Responsiveness)

d. Beroriantasi pada consensus (consensus orientation)

e. Keadilan (equity)

Ǘल৹ �ϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡϮȗƲȐ৹ࢳ�ωǗǷǡȍǗ͖ॉǈȍǝॉ�ΥǡǗȭǷ͏ǡȍǡȦȦࢴ

g. Akuntabilitas (Accountability)

h. Visi strategis (Strategic vision)
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BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM MENINGKATKAN GOOD 

GOVERNANCE DI PEDESAAN

Pentingnya penerapan good governance di berbagai negara sudah mulai 
meluas mulai 1980-an. Di Indonesia, good governance mulai dikenal 

secara lebih dalam sekitar tahun 1990. Good governance pada saat itu 
merupakan wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, 
diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia 
usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi. 
Sejak krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan 
perubahan yang sangat dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah 
memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good 
governance, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih luas. Nampak bahwa 
Indonesia ingin membenahi diri dengan pencanangan good governance 
di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. 
Selanjutnya, pada bab ini akan diuraikan mengenai partisipasi masyarakat 
dalam meningkatkan good governance di pedesaan.

�ल৹ UǋǷǘǋȍȗǡƲǷ৹BƲȐΘƲȍƲǯƲȗ

Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan 
akuntabilitas. Hal ini bisa menjadi modal untuk menumbuhkan 
demokrasi lokal. Namun pada kenyataannya, desentralisasi tidak SA
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mampu secara otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan 
lebih demokratis, diperlukan praktik kepemerintahan lokal yang lebih 
baik dan mampu membuka peran serta masyarakat menuju masyarakat 
madani (civil society). 

Untuk mewujudkan masyarakat madani (civil society) diperlukan 
tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik harus 
tetap ada di pusat maupun daerah. Hal ini bukan hanya merupakan 
tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tugas pemerintah 
yang di bawahnya, dimulai dari pemerintah desa. Hal ini kemudian 
berkembang menjadi implikasi otonomi desa. Pemerintahan di desa 
adalah pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa. 
Desa dikepalai seorang kepala desa. Dalam mewujudkan pemerintahan 
yang baik dan bertanggungjawab, pemerintahan desa tidak lepas dari 
partisipasi masyarakat. 

Masyarakat desa diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, 
khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud 
riil good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan dapat 
berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. 
Masyarakat yang dapat berpartisipasi akan mampu menjalankan 
fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya, 
ǶƲǯƲ৹ƲǯƲǷ৹ǶȚǇƲǞ৹ǇǡǬȚǶȊƲǡ৹ǶƲȐƲǱƲǞ৹ȐǽȐǡƲǱ৹ȐǋȊǋȍȗǡ৹ǯǽǷϱǡǯ৹ǇƲǷ৹ƲǷƲȍǯǡȐǶǋ৹
kelompok. Pada kelompok ini, sangat kecil kemungkinan good governance 
ditegakkan. 

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal 
turut berperan serta di suatu kegiatan. Partisipasi berarti ambil bagian 
atau ikut serta atau berperan serta dalam suatu usaha bersama dengan 
orang lain untuk kepentingan bersama.1 Sedangkan menurut Rahman 

1 Bambang Suteng , Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 19SA
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partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu 
dalam situasi dan kondisi organisasi sehingga pada akhirnya mendorong 
individu untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta 
mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.2 Ruslan 
juga menjelaskan bahwa partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang 
memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.3 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
adalah keikutsertaan individu dalam suatu kegiatan kelompok atau 
organisasi untuk berperan serta dalam mencapai tujuan kelompok 
dan ikut ambil bagian dalam pertanggungjawaban bersama. Kata 
masyarakat identik dengan bayangan kumpulan-kumpulan beberapa 
orang atau individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Kamus Besar 
�ƲǞƲȐƲ৹ /ǷǇǽǷǋȐǡƲ৹ ॠࡴࡱࡱࡳॡ৹ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ ȐǋǀƲǘƲǡ৹ ȐǋǬȚǶǱƲǞ৹
manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan 
yang diaanggap sama. Misalnya, berdasarkan bahasa terdapat kelompok 
orang yang memiliki bahasa bersama, sehingga kesamaan itu mendorong 
masyarakat berpegang pada bahasa standar yang sama.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup cukup 
lama bersama-sama dan hidup bekerjasama, sehingga mereka dapat 
mengorganisasikan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas 
tertentu.4 Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berbuat menurut 
kehendaknya. Hal ini disebabkan karena manusia membutuhkan 
manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dibatasi oleh 
ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia. 
Ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia 
dalam masyarakat disebut sebagai kaidah-kaidah.

2 Habiburrahman, Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak 
Asasi Manusia (Penyelenggara Negara yang Baik) (Jakarta: Komnas HAM, 2000), hal. 128.

3 Dede Ruslan, Tata pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pembangunan Daer-
ah., Jurnal Kewarganegaraan, 2005, 3 (2), hal. 193. 

4 Linhan, Pemerintahan Desa (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 56. SA
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 Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia 
yang menempati suatu wilayah tertentu, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dan saling berhubungan atau bekerjasama untuk 
memenuhi kebutuhannya dengan terikat oleh suatu sistem sosial 
melalui perasaan solidaritas dengan dilatarbelakangi adanya persamaan 
kebudayaan, politik dan ekonomi. Jadi, partisipasi masyarakat dapat 
diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam 
pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan 
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta 
pembinaan masyarakat.

�ल৹ sȚǬȚǇ৹<ǋȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹ΘƲǷǘ৹�Ʋǡǯ

Secara bertahap, istilah good governance menjadi trend di kalangan 
pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Di Indonesia sendiri good 
governance diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Sebenarnya, 
good governance bukan hanya mencakup konteks pemerintah saja, tapi 
meluas juga kepada masyarakat dan sektor swasta. Hal ini dipertegas oleh 
Sedarmayanti menyatakan bahwa governance diartikan sebagai kualitas 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani, serta 
dilindungi. Governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu, negara (state), 
sektor swasta (private sectors), dan masyarakat (society).5 Governance 
merupakan pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam 
mengelola masalah- masalah bangsa”.6

Bank Dunia mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan 
ΘƲǷǘ৹ǀƲǡǯ৹ƲǇƲǱƲǞ৹ȐȚƲȗȚ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷ৹ȊȚǀǱǡǯ৹ΘƲǷǘ৹ǋϮȐǡǋǷळ৹ȐǡȐȗǋǶ৹ȊǋȍƲǇǡǱƲǷ৹ΘƲǷǘ৹
dapat dipercaya, dan administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab 
kepada publik.7 United Nations Development Program (UNDP) juga 

5 Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan 
Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik (Bandung: 
èơ˪ȇŔ��ƎǫʋŔȟŔ࡫�࢏߿ࠀ߿ࠁ�ࡲ�ǠŔȍࡲࠁ�ࡲ�

6 Muhammad Muchtar, Partisipasi Masyarakat dalam Menegakkan Good Governance. Jur-
nal Kewarganegaraan, 2005 3 (2), h.21.

7 Dede Ruslan, Tata....., hal 188. SA
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mengemukakan tentang defenisi tata kelola pemerintahan sebagai suatu 
pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administrasi guna 
mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.8 

Berikut ini, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang wujud 
kepemerintahan yang baik (good governance). World Bank ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹
good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan 
yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan 
pasar yang efesien, serta penghindaran salah alokasi dana investasi dan 
pencegahan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, 
pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan 
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, 
pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, 
dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Kaufmann, Kroat &Pablo mendefenisikan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) sebagai tradisi dan institusi, di mana 
kewenangan di sebuah negara dilaksanakan yaitu, proses di mana 
pemerintahan dipilih, dimonitor, dan diganti. Kemampuan pemerintah 
untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijaksanaan secara efektif, 
dan rasa hormat warga negara dan pemerintah terhadap institusi dapat 
mengontrol interaksi ekonomi dan sosial.9 Berdasarkan ungkapan-
ungkapan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa good governance adalah 
suatu tindakan atau tingkah laku pemerintah yang bersifat mengarahkan 
dan mengendalikan, masalah publik dalam kehidupan sehari-hari di 
segala bidang secara baik dan bertanggung jawab. Good governance dapat 
dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

a. Hukum, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan 
kebebasan

b. Kompetensi dan transparansi pemerintahan, yaitu kemampuan 
membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara 

8 Dede Ruslan, Tata....., hal 189.
9 Dede Ruslan, Tata....., hal 189. SA
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ǋϮȐǡǋǷळ৹ ǯǋǶƲǶȊȚƲǷ৹ ǶǋǱƲǯȚǯƲǷ৹ ȊǋǷΘǋǇǋȍǞƲǷƲƲǷ৹ ǽȍǘƲǷǡȐƲȐǡळ৹
penciptaan disiplin dan model administratif, dan keterbukaan 
informasi

c. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di 
dalam departemen

d. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan 
mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan 
segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan 
pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

Beberapa prinsip-prinsip good governance di antaranya prinsip 
transparansi, keterbukaan, kepastian huku, manajemen kompetensi, 
dan HAM.10 Prinsip good governance menurut United Nations 
Development Program (UNDP) pada tahun 1997 ialah partisipasi, 
kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada 
kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efesiensi, dan akuntabilitas, serta 
visi strategis. Selanjutnya, prinsip good governance menurut UU No. 
28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah, adanya kepastian hukum 
dan tertib penyelenggraan, yaitu mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan 
mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian dan penyelenggaraan negara. Good governance juga 
memiliki prinsip kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Good 
governance juga memiliki prinsip keterbukaan, yaitu membuka diri 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur , , dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 
rahasia negara. Good governance juga memiliki prinsip proposionalitas, 
yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penye-
10 Sedarmayanti, Reformasi....., hal 13-25. SA
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lenggaraan negara sekaligus mengutamakan profesionalitas, dan 
akuntabilitas. 

Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), 
prinsip-prinsip good governance meliputi sembilan hal, yaitu:11 

a. Partisipasi masyarakat dalam arti semua warga masyarakat 
mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan. Hal ini 
menunjukkan partisipasi masyarakat desa

b. Tegaknya supremasi hukum, dalam arti hukum termasuk di 
dalamnya hukum- hukum yang menyangkut hak asasi manusia 
bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa 
pandang bulu

c. Keterbukaan, dalam arti seluruh informasi mengenai proses 
pemerintahan lembaga- lembaga dan berbagai informasi lain dapat 
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang 
tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

d. Peduli pada stake holder, dalam arti lembaga-lembaga dan 
seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua 
pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi

e. Berorientasi pada konsensus, dalam arti berusaha seoptimal 
mungkin menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda 
dari terbangunnya suatu konsensus menyeluruh mengenai apa 
yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. 

f. Kesetaraan dalam arti semua warga masyarakat mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau 
mempertahankan kesejahteraan. 

g. Efektivitas dan efesiensi, dalam arti proses-proses pemerintahan 
dan lembaga- lembaga mampu menggunakan sumber-sumber 
daya yang ada seoptimal mungkin untuk membuahkan hasil 
sesuai kebutuhan warga masyarakat

11 Bambang Suteng , Pendidikan...... hal. 69. SA
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h. Akuntabilitas dalam arti para pengambil keputusan (di 
pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat) 
bertanggung jawab kepada masyarakat maupun lembaga-
lembaga yang berkepentingan

i. Visi strategis dalam arti para pemimpin dan masyarakat 
memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan mengenai 
tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, 
kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
perkembangan tersebut, dan pemahaman atas kompleksitas 
tentang hal yang berhubungan dengan sejarah, budaya dan 
sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut TIM ICCE UIN Jakarta, untuk mewujudkan cita good 
governance dengan prinsip- prinsipnya, setidaknya harus melakukan lima 
aspek prioritas, yakni:12 

a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan lembaga 
perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga 
ini harus mampu menyerap dan mengartikulasikan berbagai 
aspirasi masyarakat dalam ruang lingkup desa (baca: Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD)).

b. Kemandirian lembaga peradilan penting untuk mewujudkan 
good governance lembaga peradilan dan aparat penegak hukum 
yang mandiri, professional, dan bersih. 

c. Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh intergritas 
akan memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh 
legitimasi dari rakyat yang dilayaninya. Birokrasi harus menganut 
paham mengakui dan menjungjung tinggi hak, kearifan, dan 
keutamaan rakyat kecil. Jajaran birokrasi harus peka terhadap 

12 Tm ICCE UIN. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani (Jakarta: UIN, 2003) hal 190-193. SA
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aspirasi dan kepentingan rakyat serta memiliki integritas untuk 
memberikan pelayanan kepada rakyat dengan pelayanan prima.

d. Masyarakat madani (civil society) yang kuat dan partisipatif 
merupakan perwujudan cita good governance. Melalui 
masyarakat partisipatif dan masyarakart sipil yang kuat, 
masyarakat semakin sadar akan kepemilikan hak atas informasi, 
hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan 
kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak 
menguntungkan

e. Penguatan upaya otonomi daerah melalui UU No 32 Tahun 
2004 telah mengatur tentang otonomi daerah. Undang-
undang ini menjelaskan bahwa setiap daerah otonom diberi 
kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. 
Kewenangan ini tidak berarti bebas secara mutlak, tetapi tetap 
bersifat desentralisasi. Daerah otonom menurut UU No 32 
Tahun 2004 pasal 1 ayat (6) adalah daerah di mana kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan 
Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa good governance 
harus diwujudkan dalam proses pemerintahan di Indonesia. Apalagi, UU 
No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberi wewenang 
kepada daerah otonom untuk mengurusi urusan rumah tangganya 
secara otomatis, juga terhadap pemerintahan desa. Dalam mewujudkan 
good governance juga dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang kuat 
dan partisipatif.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah 
mengatur tentang pemerintahan daerah termasuk juga di dalamnya diatur 
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tentang pemerintahan desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Ind0nesia 
(KBBI) Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah. 
Sedangkan, menurut Austin Raney menyatakan “Pemerintahan adalah 
pr0ses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara.13

�ल৹ UǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹�ǋȐƲ

Menurut Kamus Besar Bahasa Ind0nesia (KBBI), desa adalah 
kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 
pemerintahan sendiri. Menurut pasal 1 ayat (2) UU N0 32 Tahun 2004 
tentang Otonomi Daerah, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI)”. Namun, 
pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 tersebut, desa tidak lagi berada 
di bawah kecamatan, tetapi di bawah kabupaten atau kota.

Menurut pasal 200 UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 
Daerah, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala 
Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa 
dan Perangkat Desa lainnya (Pasal 202). Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) atau legislatif Desa berfungsi menetapkan Peraturan 
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat (Pasal 209). Hal tersebut diperjelas dengan pasal 11 dan 12 
tentang Peraturan Pemerintah N0. 72 Tahun 2007 tentang Desa. Pasal 
11 menyebutkan bahwa, “Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” Pasal 12 menyebutkan 
bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri 
dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat 
13 Bambang Suteng , Pendidikan...... hal. 36. SA
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Desa lainnya. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksanaan Teknis lapangan, Unsur 
kewilayahan. Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa dan 
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah 
No.72 Tahun 2005 tentang Desa, landasan pemikiran pengaturan (tata 
kelola) mengenai desa yaitu keanekaragaman yang memiliki makna 
bahwa istilah “desa” dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat. Partisipasi, memiliki makna bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu 
mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasan 
memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan 
kehidupan bersama warga desa. Demokratisasi, memiliki makna bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa 
harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang digabungkan (artikulasi) 
dan disatukan (agregasi) melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan 
desa itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam suatu 
wilayah pedesaan di mana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri 
dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah 
mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa. 
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 
Daerah menjelaskan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan 
yang meliputi asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, 
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas 
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ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐळ৹ƲȐƲȐ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ǇƲǷ৹ƲȐƲȐ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐल৹<ǋȐǋǱȚȍȚǞƲǷ৹ƲȐƲȐ৹ǡǷǡǱƲǞ৹
yang menjadi dasar hukum dari good governance di Indonesia. 

�ल৹ UƲȍȗǡȐǡȊƲȐǡ৹BƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ǇƲǱƲǶ৹Good Governance

Salah satu prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat. 
Partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses yang melibatkan 
masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Partispasi 
ǶƲȐΘƲȍƲǯƲȗ৹ ǶǋǶǀǋȍǡ৹ ȊǋǷǘƲȍȚǞ৹ ΘƲǷǘ৹ ȐǡǘǷǡϮǯƲǷ৹ ȗǋȍǞƲǇƲȊ৹ ȊǋǷǡǷǘǯƲȗƲǷ৹
kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa yang berprinsip good 
governance. Adapun, implikasi peningkatan kinerja dan pelaksanaan 
pemerintahan desa di desa berupa terlaksananya sebagian besar program 
Kepala Desa. Secara simultan, hal ini menimbulkan rasa puas sebahagian 
besar masyarakat desa terhadap kinerja dan pelaksanaan pemerintahan 
desa. Meski demikian, hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat 
desa. 

Keberhasilan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa tak 
terlepas dari faktor pendukungnya. Adapun, yang menjadi faktor 
pendukung peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa 
dibedakan atas faktor eksternal dan inetrnal kepala desa. Faktor internal 
adalah kepala desa misalnya, kepala desa merupakan putra daerah yang 
telah mengetahui mengenai kelebihan dan kekurangan desa, baik dari 
segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia. Alhasil, 
banyak masyarakat desa yang mendukung kinerja dan pelaksanaan 
pemerintahan sehingga sebagian besar program-program yang telah 
dicanangkan dapat berjalan dengan baik. 

Sedangkan, yang menjadi faktor eksternal peningkatan kinerja 
dan pelaksanaan pemerintahan desa adalah dukungan yang luas dari 
masyarakat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun 
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selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat kinerja dan 
pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan good governance 
Adapun , , yang menjadi faktor penghambat kinerja dan 
pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan good governance 
adalah masalah ekonomi yang dialami oleh sebahagian masyarakat desa. 
Pasalnya, setiap program desa yang membutuhkan dana swadaya dari 
masyarakat terbengkalai karena kurangnya partisipasi dana masyarakat 
desa. 

Masih ada masyarakat yang belum memahami good governance (tata 
kelola pemerintahan yang baik). Bahkan ada pula masyarakat yang tidak 
mau tahu arti good governane. Mereka tidak mau tahu akan hal-hal yang 
berkaitan tentang pemerintahan desa, baik dalam bentuk kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh Bapak Kepala Desa, maupun hal-hal lain 
yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Dalam meningkatkan kinerja 
desa, pemerintah desa bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip 
good governance. 

Keberhasilan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa tak 
terlepas dari faktor pendukungnya. Adapun, faktor pendukung 
peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa berupa faktor 
eksternal dan internal kepala desa. Faktor internal kepala desa ialah, 
kepala desa merupakan putra daerah dan telah mengetahui kelebihan 
dan kekurangan desa, baik dari segi sumber daya alam maupun dari segi 
sumber daya manusia. Banyak masyarakat desa mendukung kinerja dan 
pelaksanaan pemerintahan sehingga sebagian besar program-program 
yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan, 
yang menjadi faktor eksternal peningkatan kinerja dan pelaksanaan 
pemerintahan desa adalah dukungan yang luas dari masyarakat desa serta 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat kinerja 
dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan good governance. 
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Faktor penghambat kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam 
peningkatan good governance adalah masalah ekonomi yang dialami oleh 
sebagian masyarakat desa. Setiap program desa yang membutuhkan dana 
swadaya dari masyarakat desa menjadi terbengkalai disebabkan karena 
kurangnya partisipasi dana dari masyarakat desa.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menghendaki 
masyarakat madani (civil society). Oleh karena itu, pemerintahan harus 
transparan dan masyarakat harus partisipatif. Adanya hubungan antara 
pemerintahan yang transparan dengan masyarakat yang partisipatif 
disebut sebagai good governance. Pelaksanaan good governance dapat 
diterapkan mulai dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih 
tinggi. Dalam pemerintahan negara, tingkatan yang paling rendah adalah 
pemerintahan desa. Dalam penerapan good governance, terdapat dua hal 
yang harus diperhatikan. Pertama, demokrasi governance ypemerintahan 
desa berasal dari partisipasi masyarakat yang dikelola oleh masyarakat 
dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kedua, hubungan 
antara elemen governance di desa berdasarkan pada prinsip-prinsip 
kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan. 

Sebagai contoh, elemen governance di Desa Aras Kabu Lubuk 
Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah 1 orang 
Kepala Desa dan 5 orang perangkat desa yang memiliki tugas sebagai 
pengatur dan pengawas pada masyarakat sebagai pengambil kebijakan 
pemerintahan desa. Selain itu, terdapat 9 orang Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) yang memiliki tugas sebagai perwakilan, penggabungan, 
penyatuan pembuatan peraturan di desa dan pengawasan terhadap 
kinerja pemerintahan desa serta pemberian informasi kepada masyarakat. 
Ketiga elemen ini dapat bekerjasama dalam meningkatkan good 
governance, terutama partisipasi dalam meningkatkan good governance di 
setiap program atau kegiatan yang ada di desa. 
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BAB X

INDIKATOR UTAMA PENILAIAN 
KINERJA PEMERINTAHAN

Sampai saat ini, upaya mencari potret pemerintahan yang ideal 
masih menjadi isu paling menarik. Pemerintahan eksekutif, 

yudikatif, maupun legislatif dinilai memiliki kinerja yang kurang. 
Pemerintah masih belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat dalam 
merespons perkembangan situasi, baik di dalam maupun di luar 
negeri. Lembaga eksekutif atau birokrasi yang semula dibentuk untuk 
memecahkan masalah-masalah publik, justru menjadi sumber masalah 
karena cenderung mengidap penyakit birokrasi yang dikenal dengan 
“ǖȰȣǡǈȰȠǈȭǴȓȇȓǮǷǡȦ1ࣛ࢈ 

Sementara itu, lembaga legislatif yang dibangun untuk 
mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan 
mengontrol kinerja pemerintah menjadi sumber masalah karena 
rendahnya kemampuan dan komitmen terhadap kepentingan 
masyarakat, serta dikooptasi oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Lembaga yudikatif pun tidak memiliki kewibawaan karena 
mudah ‘dibeli’ oleh pihak-pihak yang berkuasa. Agar dapat memahami 

1 Caiden, G. E, Administrative Reform Comes of Age (New York, N.Y: de Gruyter, 1991), hal. 
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penilaian kinerja pemerintah, bab ini akan menguraikan indikator utama 
penilaian kinerja pemerintah. 

�ल৹ UǋȍǀƲǡǯƲǷ৹<ǡǷǋȍǬƲ৹

Masyarakat sering merasa kecewa dan mulai meragukan integritas 
pemerintahan. Wujud ketidakpuasan masyarakat nampak dalam bentuk 
tindakan ‘main hakim sendiri’ dan upaya menghasut serta memprovokasi 
kelompok- kelompok tertentu agar bertindak menentang pemerintah. 
Munculnya kelompok yang sengaja mengembangkan berbagai bentuk 
kejahatan dan mengacaubalaukan situasi dapat menyebabkan perpecahan 
dan disintegrasi bangsa.

Sebenarnya, ajakan melakukan reformasi di berbagai bidang telah 
diakomodasi dalam GBHN 1999–2004 dan dalam berbagai forum 
seperti demonstrasi yang terorganisir, seminar, dialog dan diskusi ilmiah 
oleh kelompok cendekiawan dan masyarakat yang peduli terhadap masa 
depan Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam masa ini dilihat sebagai 
suatu institusi yang telah ‘bangkrut’ dan sulit bangkit kembali. Karena 
itu, di bidang pemerintahan muncul ide-ide menarik yang ditujukan 
untuk memperbaiki kinerja aparat dan institusi pemerintahan, 
misalnya mengadopsi karya Ted Gaebler dan David Osborne (1992) 
tentang “Reinventing Government”, Michael Barzelay (1992) tentang 
“Post-bureaucratic Paradigm”, dan Steven Cohen dan Ronald Brand 
(1993) tentang penerapan “Total Quality Management” dalam tubuh 
pemerintahan. Ide-ide monumental tersebut kini mulai mewarnai 
wawasan dan sikap kaum cendekiawan, termasuk birokrat yang 
menginginkan perubahan. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia diajak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya 
dengan mengadopsi doktrin good governance sebagaimana dipromosikan 
oleh World Bank, UNDP, United Nations dan beberapa agen 
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internasional lainnya.2৹ qǡȐǡ৹ ǡǷȐȗǡȗȚȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹ ǬǋǱƲȐळ৹ ǀǋǯǋȍǬƲ৹ ǋϮȐǡǋǷळ৹ ǋǗǋǯȗǡǗळ৹
transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dalam berbagai 
tindakan dan keputusan, menghormati hak asasi manusia, dan lain 
sebagainya merupakan nilai-nilai utama yang perlu mendapatkan 
perhatian segera.

Meskipun demikian, ajakan untuk melakukan reformasi tidak 
menjamin perbaikan kinerja pemerintahan kecuali jika ada komitmen 
untuk memperbaiki validitas dari standar penilaian kinerja kelembagaan 
dan aparat pemerintahan, penggunakan nilai-nilai good governance sebagai 
indikator utama dalam standar penilaian kinerja, dan memfokuskan 
pengukuran kinerja pada capacity building, yaitu kemampuan atau 
strategi yang dibangun untuk menangani bidang-bidang strategis. 

Secara umum, penilaian kinerja merupakan kunci penting menuju 
perbaikan dan kemajuan baik bagi suatu lembaga maupun individu. 
Hanya dengan penilaian kinerja, suatu lembaga atau individu dapat 
mengetahui apakah mereka telah berhasil dalam mencapai tujuan, atau 
tidak. Bila tidak diketahui hasilnya, maka jenis dan tingkatan insentif tidak 
dapat diusulkan atau diberikan. Selain itu, dengan melihat kesuksesan 
atau kegagalan maka pengambil keputusan akan menyadari tingkat 
efektivitas penyelesaian pekerjaan. Jadi, penilaian kinerja merupakan 
arena belajar yang sangat efektif bagi individu dan organisasi.3

Meskipun demikian, cara pandang terhadap penilaian kinerja sangat 
bervariasi sesuai dengan paradigma yang dianut. Sebelum era reformasi, 
berkembang paradigma birokrasi klasik, human relations dan human 
resources yang banyak memberi warna terhadap dinamika penilaian 
kinerja. Paradigma birokrasi klasik misalnya, memandang aparat sebagai 
faktor produksi (model “ǡǗȓȍȓȌǷǗॉ Ȍǈȍࣛ) yang dapat dimanipulasi. 
Evaluasi merupakan alat untuk menentukan jenis manipulasi yang pantas 
2 Edralin, J.S The new local governance and capacity building: A strategic approach. Re-

gional Development Studies, 1997, Vol. 3, hal. 148-149.
3 Osborne, D & Gaebler, T. Reinventing government. (Reading MA: Addison Wesley Long-
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diberikan (Ȍȓǝǡȇॉࣚ ȭǡȇȇॉǈȍǝॉȦǡȇȇࣛ), baik berupa insentif maupun hukuman. 
Sedangkan, paradigma human relations melihat aparat sebagai makhluk 
sosial ࢳȌȓǝǡȇॉ ࣚȦȓǗǷǈȇॉȌǈȍࣛ) yang kebutuhan sosialnya perlu dipenuhi 
sehingga evaluasi kinerja merupakan alat untuk mendengarkan keluhan 
(ȌȓǝǡȇॉࣚȭǡȇȇॉǈȍǝॉȇǷȦȭǡȍࣛ). 

Di samping itu, paradigma sumber daya manusia memandang aparat 
sebagai sumber daya (model ࣚ ǴȰȌǈȍॉȣǡȦȓȰȣǗǡȦࣛࢴ yang harus dikembangkan 
untuk meningkatkan martabat sekaligus pencapaian tujuan organisasi. 
Dalam hal ini, kegiatan evaluasi kinerja bertujuan untuk memecahkan 
masalah (ȌȓǝǡȇॉࣚȠȣȓǖȇǡȌ࣊Ȧȓȇ͏ǷȍǮࣛ), baik menyangkut perbaikan metode 
dan teknik yang optimalisasi hasil. 

Di era reformasi, berkembang paradigma manajemen publik baru.4 
Paradigma ini mengoreksi paradigma terdahulu yang kurang efektif 
dalam memecahkan masalah, memberikan pelayanan publik, termasuk 
membangun masyarakat. Gerakan ࣚȣǡǷȍ͏ǡȍȭǷȍǮॉǮȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭࣛॉatau “post-
ǖȰȣǡǈȰǗȣǈȭǷǗॉ ȌǈȍǈǮǡȌǡȍȭࣛॉ merupakan wujud nyata dari paradigma 
tersebut. Manajemen publik telah mengalami berbagai perubahan 
orientasi atau model, misalnya seperti model pertama adalah “the 
ǡωǗǷǡȍǗ͖ॉǝȣǷ͏ǡࣛ, model kedua adalah ࣚǝȓ͐ȍȦǷ͛ǷȍǮॉǈȍǝॉǝǡǗǡȍȭȣǈȇǷ͛ǈȭǷȓȍࣛࢉ 
model ketiga yaitu ࣚǷȍॉ ȦǡǈȣǗǴॉ ȓǭॉ ǡ͕ǗǡȇȇǡȍǗǡࣛ dan model terakhir yaitu 
ࣚȠȰǖȇǷǗॉ Ȧǡȣ͏ǷǗǡॉ ȓȣǷǡȍȭǈȭǷȓȍࣛ. Model terakhir menekankan pada kualitas, 
misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, perhatian yang 
lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi user (baca: warga 
masyarakat), memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang 
dipilih masyarakat termasuk wakil-wakil mereka, menekankan “societal 
ȇǡǈȣȍǷȍǮࣛ dalam pemberian pelayanan publik, dan penekanan pada 
evaluasi kinerja secara berkesinambungan, serta partisipasi masyarakat 
dan akuntabilitas.

4 Ferlie, E., L.Ashburner, A.Fitzgerald, dan A.Pettigrew, The New Public Management in 
Action (Oxford: Oxford University Press, 1997), hal..... SA
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Di Indonesia, tradisi menilai kinerja pemerintahan masih didasarkan 
pada paradigma birokrasi klasik, di mana kinerja diukur dari kemampuan 
lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah 
ditentukan, tetapi sangat minim perhatian diberikan dalam pencapaian 
hasil akhir atau tujuan. Tradisi ini dapat diamati dari upaya-upaya lembaga 
pemerintahan dalam penyediaan dana dan sarana serta fasilitas program 
atau proyek, kepatuhan suatu lembaga terhadap berbagai aturan dan 
prosedur formal, dan perluasan jangkauan kelompok sasaran penerima 
program atau proyek. Paradigma ini juga masih mewarnai penilaian 
kinerja individual atau aparat sebagaimana terdapat dalam DP3 (Daftar 
Penilaian Prestasi Pegawai) yang mengutamakan pengukuran kesetiaan, 
prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, 
dan kepemimpinan.

Berbagai kritikan telah dilontarkan kepada standar penilaian prestasi 
kerja, terutama menyangkut kelemahan teoritis atau paradigmatis, 
metodologis, dan sering bersifat politis dan subyektif. Kelemahan 
teoritis atau paradigmatis dapat diamati dari ketidakjelasan paradigma 
yang digunakan dalam standar evaluasi kinerja (construct validity). 
Kelemahan metodologis dapat dilihat dari isi standard penilaian yang 
digunakan (content validity), yaitu apakah elemen-elemen yang dinilai 
benar-benar menggambarkan kinerja seorang aparat secara benar dan 
utuh. Kelemahan yang sama juga dilihat dari ketepatan empiris yang 
dihasilkan (empirical validity) yaitu apakah hasil pengukuran dengan 
menggunakan standar kinerja tersebut dapat menjamin kebenaran secara 
empiris, sehingga tidak terdapat keragu-raguan untuk menggunakan 
hasilnya baik untuk keperluan promosi, mutasi, maupun pemberian 
insentif.

Diakui pula oleh banyak kalangan bahwa standar evaluasi kinerja 
yang digunakan selama ini amat bersifat politis dan subyektif. Banyak 
ǯƲȐȚȐ৹ǯǽǷϱǡǯ৹ΘƲǷǘ৹ȗǡǶǀȚǱ৹ƲǷȗƲȍƲ৹ǀƲΒƲǞƲǷ৹ǇǋǷǘƲǷ৹ƲȗƲȐƲǷ৹ǯƲȍǋǷƲ৹ƲȗƲȐƲǷ৹
tidak adanya transparansi dalam menjelaskan proses penilaian. Penilaian SA
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yang dilakukan juga sulit dinilai sebagai kinerja yang murni aparat 
penilaian selalu diasumsikan adanya dukungan suasana dan lingkungan 
kerja, tersedianya sarana, dan fasilitas. Padahal, seorang baru dapat 
berprestasi apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak dihambat oleh 
dukungan fasilitas, peralatan, suasana kantor, delegasi kewenangan, dan 
lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gambaran 
yang sebenarnya tentang kinerja lembaga dan aparat pemerintahan 
selama ini sulit diketahui. Implikasinya, sulit juga diberikan saran atau 
input untuk melakukan perbaikan kinerja, misalnya berkenaan dengan 
ketrampilan, pengetahuan, keahlian, sistem penempatan, dukungan 
kepemimpinan, struktur, dan manajemen. Meskipun demikian, kinerja 
aparat maupun lembaga selama ini dapat diamati secara tidak langsung 
dari berbagai kritikan dan pernyataan cendekiawan dan masyarakat, 
khususnya pernyataan tentang ketidakpuasan dalam pelayanan publik, 
serta merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
maupun aparat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Keluhan ketidakpuasan telah berlangsung begitu lama dan kurang 
mendapatkan tanggapan dan perhatian serius dari pihak penguasa. 
Hal ini memberi kesan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin 
terus memanfaatkan kelemahan dari standar penilaian. Akibat fatal 
yang timbul adalah tindakan koreksi yang seharusnya dilakukan untuk 
mencapai tujuan namun tidak dianggap penting. Bahkan lebih fatal lagi, 
dianggap tidak berkaitan dengan perbaikan masa depan. Dengan kata 
lain, bila keadaan ini dibiarkan maka proses belajar tidak terjadi. Artinya, 
profesionalisme, moral, dan etos kerja pemerintahan dan apparat tidak 
akan berubah dan peningkatan kinerja pemerintahan hanyalah menjadi 
janji yang muluk atau lip service semata.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa di masa mendatang 
harus ada tindakan nyata dalam memperbaiki standar penilaian kinerja 
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pemerintahan dengan memusatkan perhatian pada peningkatan 
validitas teoritis (paradigmatis dan metodologis) serta pengurangan 
penggunaan penilaian yang bersifat politis dan subyektif. Komitmen 
untuk membenahi kualitas standar penilaian kinerja harus segera 
ditunjukkan dan direalisasikan dalam bentuk penyusunan standar 
kinerja pemerintahan yang baru.

�ल৹ Good Governanceऴ৹/ǷǇǡǯƲȗǽȍ৹eȗƲǶƲ৹<ǡǷǋȍǬƲ৹UǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ

Salah satu kelemahan dalam standar penilaian kinerja pemerintahan 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah orientasi teoritis 
atau paradigmatis yang masih mengarah kepada birokrasi klasik dan 
mengutamakan ࣚȌǡǈȍȦࣛ (cara) dari pada ࣚǡȍǝȦࣛ (tujuan). Di masa 
mendatang, orientasi penilaian kinerja pemerintahan hendaknya 
mengikuti paradigma ࣚȣǡǷȍ͏ǡȍȭǷȍǮॉǮȓ͏ǡȣȍȌǡȍȭࣛ atau ࣚȠȓȦȭ࣊ǖȰȣǡǈȰǗȣǈȭǷǗࣛ 
yang mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan 
serta visi organisasi, dan bukan pada kemampuan mendanai input dan 
menjalankan proses.5 Pada saat ini, tuntutan akan good governance menjadi 
semakin mendesak sehingga nilai-nilai tersebut harus diakomodasikan 
dalam standar penilaian kinerja pemerintahan.

Governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk 
menggantikan istilah government yang menunjukkan penggunaan 
otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-
masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan 
peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (provider) kepada enabler 
atau facilitator, dan perubahan kepemilikan dari milik negara menjadi 
milik rakyat. Pusat perhatian utama dari governance adalah perbaikan 
kinerja atau perbaikan kualitas. Istilah good governance dipromosikan 
oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral (JICA, OECD, GTZ) 
sejak tahun 1991 dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator 
antara lain:
5 Osborne, D & Gaebler, Reinventing...... hal. 146-155). SA
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1. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan 
pemerintah

2. Hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap 
hukum

3. Partisipasi rakyat

ल৹ࡵ �ϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐळ৹ ȗȍƲǷȐȊƲȍƲǷȐǡ৹ ǇƲǱƲǶ৹ ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹ ǇƲǷ৹
administrasi publik

5. Pengurangan anggaran militer

6. Tata ekonomi yang berorientasi pasar.

Sementara itu, United Nations merumuskan indikator good 
governance meliputi:

1. Kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan 
fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistim administrasi publik 
yang efektif dan responsive.

2. Akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam 
pengambilan keputusan.

3. Partisipasi dalam proses demokrasi dengan memanfaatkan 
sumber informasi dari publik dan dari swasta. 

4. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan.

5. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi 
kepada pasar.

UNDP hanya memberikan dua indikator good governance yaitu: 

1. Desentralisasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan 
Ǉǡ৹ ȗǡǷǘǯƲȗ৹ ǱǽǯƲǱळ৹ǇǋǷǘƲǷ৹ǶǋǷǋǯƲǷǯƲǷ৹ȊǋȍǀƲǡǯƲǷ৹ǷǡǱƲǡ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹
mempromosikan keadilan dalam pelayanan publik, peningkatan 
partisipasi di bidang ekonomi dan politik.

2. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi 
masyarakat. 
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Di lain pihak, World Bank mengemukakan enam indikator good 
governance antara lain:6

1. Akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik diuji dengan tingkat 
penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan seorang 
eksekutif dengan menetapkan sistem pemilihan dan batas 
waktu menduduki jabatan.

2. Bebas untuk berkumpul dan partisipasi seperti di bidang 
keagamaan, asosiasi profesi, relawan dan media.

3. Jaminan hukum seperti kesamaan perlakuan hukum, 
perlindungan dari campur tangan luar, eksploitasi terhadap 
lingkungan. 

4. Akuntabilitas birokrasi, yaitu menciptakan sistem untuk 
memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya dengan 
ǯȚƲǱǡȗƲȐळ৹ǡǷǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ǇƲǷ৹ȊǋǷǘȍȚȐƲǯƲǷ৹ȐȚǶǀǋȍ৹ǇƲΘƲळ৹ȗȍƲǷȐȊƲȍƲǷȐǡ৹
dalam manajemen keuangan, pengadaan, akunting, serta 
pengumpulan sumber dana.

5. Ketersediaan, validitas, dan analisis informasi.

ल৹ࡷ BƲǷƲǬǋǶǋǷ৹Ȑǋǯȗǽȍ৹ȊȚǀǱǡǯ৹ΘƲǷǘ৹ǋǗǋǯȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ǋϮȐǡǋǷल

Semua nilai yang dituangkan dalam rubrik good governance nampak 
bersifat universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa 
Indonesia sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999-2004. Oleh 
karena itu, nilai-nilai ini perlu dipromosikan dengan harapan bahwa 
kualitas pemerintahan di Indonesia dapat disejajarkan dengan kualitas 
pemerintahan negara-negara lain yang menggunakan nilai-nilai tersebut 
sebagai acuan. Sebagian dari nilai-nilai tersebut telah diperhatikan 
oleh pemerintah R.I, misalnya melalui perbaikan sistem politik 
melalui pemberlakuan undang-undang politik, promosi desentralisasi 
dan partisipasi lokal melalui undang-undang tentang otonomi 
daerah, perhatian yang serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), 

6 Edralin, J.S The New....., hal. 148-149. SA
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pemberian kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, serta 
pengurangan peranan militer. Namun perhatian terhadap nilai-nilai 
lain masih dirasakan belum memuaskan seperti akuntabilitas birokrasi, 
transparansi dalam pengambilan keputusan, perlakuan hukum secara 
adil, dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan fungsi-fungsi 
pemerintahan dan formulasi kebijakan.

Sebaiknya, nilai-nilai good governance ditetapkan secara formal 
dan eksplisit dalam rangka pengukuran kinerja pemerintahan di 
Indonesia. Dengan demikian, kinerja pemerintahan di masa mendatang 
dapat diukur dari seberapa jauh lembaga dan aparat pemerintahan 
telah mewujudkan nilai-nilai good governance sampai realisasi dalam 
masyarakat. Dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini, maka 
nilai-nilai good governance yang paling penting menggambarkan kinerja 
pemerintahan meliputi:

1. Visi strategis yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas, serta misi untuk 
mewujudkan visi tersebut?”

2. Transparansi yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publik 
secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang 
mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang 
digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, 
memonitor lembaga-lembaga publik berserta proses kerjanya?”

3. Responsivitas yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayani 
kepentingan dari semua stakeholders?”

4. Keadilan yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang 
kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya?”
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5. Konsensus yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada telah berperan dalam menjembatani 
berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi 
kepentingan masyarakat?”

ल৹ࡷ �ǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ ǇƲǷ৹ ǋϨȐǡǋǷȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹ ȗǋȍΒȚǬȚǇ৹ ǇƲǱƲǶ৹ ȊǋȍȗƲǷΘƲƲǷळ৹
“Apakah pemerintahan yang ada telah memenuhi kebutuhan 
dengan memanfaatan sumber daya dengan cara yang paling 
ǀƲǡǯळ৹ ƲȗƲȚ৹ǶǋǱƲǱȚǡ৹ǶƲǷƲǬǋǶǋǷ৹ Ȑǋǯȗǽȍ৹ ȊȚǀǱǡǯ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇƲǷ৹
efektif?”

7. Akuntabilitas yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepada publik 
dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang 
manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik?”

8. Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi yang terwujud dalam 
pertanyaan, “Apakah pemerintahan yang ada telah memberikan 
kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi, 
dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa 
depannya?”

9. Dukungan aturan dan hukum yang terwujud dalam pertanyaan, 
“Apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan 
hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan 
tertib, serta kondusif bagi masyarakat?”

10. Demokrasi yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi di 
masyarakat?”

11. Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat yang 
terwujud dalam pertanyaan, “Apakah pemerintahan yang ada 
telah bekerjasama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga 
yang ada dalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan 
memberikan pelayanan publik?”
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12. Komitmen pada pasar yang terwujud dalam pertanyaan, 
“Apakah pemerintahan mendorong kebijakan-kebijakan yang 
berorientasi pada pasar?”

13. Komitmen pada lingkungan yang terwujud dalam pertanyaan, 
“Apakah pemerintahan yang ada memperhatikan masalah-
masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan?”

14. Desentralisasi yang terwujud dalam pertanyaan, “Apakah 
pemerintahan yang ada telah mengembangkan dan 
memberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat 
mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi 
lokal?”

Nilai-nilai good governance yang diungkapkan di atas bukan 
merupakan nilai-nilai yang muncul dengan sendirinya atau secara 
kebetulan. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut muncul secara sengaja melalui 
strategi yang terpilih dan dilakukan pada lembaga pemerintahan. Karena 
itu, penilaian terhadap kelayakan strategi yang dipilih dan digunakan 
lembaga di pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
penilaian kinerja pemerintahan. Penilaian strategi tersebut tidak diambil 
dari semua bidang yang ditangani lembaga pemerintahan, tetapi 
difokuskan pada bidang-bidang strategis, yaitu bidang-bidang yang 
paling menentukan nasib bangsa dan negara.

Karena kondisi pemerintahan pada saat ini sangat lemah sebagai 
akibat dari ‘salah urus’ yang terjadi pada masa lampau, maka muncul 
inisiatif untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan melalui 
capacity building. Inisiatif ini nampaknya sangat menentukan kinerja 
pemerintahan di masa mendatang dan kini mulai disadari sebagai 
langkah awal yang sangat vital dalam pembenahan kemampuan 
pemerintahan.
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C. Capacity Buildingऴ৹$ǽǯȚȐ৹UǋǷǡǱƲǡƲǷ৹<ǡǷǋȍǬƲ৹UǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ

 Capacity building merupakan serangkaian strategi yang ditujukan 
ȚǷȗȚǯ৹ ǶǋǷǡǷǘǯƲȗǯƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ ǇƲǷ৹ ȍǋȐȊǽǷȐǡΑǡȗƲȐ৹ ǇƲȍǡ৹
kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi 
pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan 
reformasi kelembagaan.7 Dalam konteks pengembangan sumber daya 
manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan 
personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan terhadap 
SDM antara lain training, pemberian gaji, pengaturan kondisi dan 
lingkungan kerja dan sistem rekruitmen yang tepat. 

Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian 
ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari 
fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dalam pengaturan struktur 
mikro. Adapun, aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem 
insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, 
dan struktur manajerial. Berkenaan dengan reformasi kelembagaan, 
perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi 
yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini, aktivitas yang 
perlu dilakukan adalah melakukan perubahan ‘aturan main” dari sistem 
ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, 
serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan 
berkembangnya masyarakat madani.8 

Dimensi peningkatan kemampuan juga diungkapkan oleh beberapa 
pengarang lain. Menurut A. Fiszbein, peningkatan kemampuan 
difokuskan pada kemampuan tenaga kerja (labor), kemampuan 
teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, 
dan kemampuan capital yang diwujudkan dalam bentuk dukungan 

7 Grindle, M.S. (Editor), Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors 
of Developing Countries (Boston, MA: Harvard Institute for International Development, 
1997) hal 1-28. 

8 Ibid, hal. 1-28. SA
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sumber daya, sarana, dan prasarana.9 Sementara itu, ada pula yang 
merumuskan bahwa peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu 
individu, organisasi, dan network. Nampaknya, pengembangan dimensi 
individu dan organisasi merupakan kunci utama atau titik strategis 
bagi perbaikan kinerja.10 tetapi masuknya dimensi network ini sangat 
penting karena melalui dimensi ini individu dan organisasi dapat belajar 
mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Edralin juga mengumpulkan berbagai pendapat yang menggambarkan 
pemahaman mereka tentang capacity building. Misalnya, World Bank 
memfokuskan peningkatan kemampuan kepada: 11

1. Pengembangan sumber daya manusia, khususnya training, 
rekruitmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja 
profesional, manajerial dan teknis

2. Organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya, dan 
gaya manajemen

3. Jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-
kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal 
dan informal.

4. Lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan 
yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan 
kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-
tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran.

5. Lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, 
ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap 
kinerja.

Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu: (1) 
tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia), yaitu kualitas SDM dan 
9 Fiszbein, A., The Emergence of Local Capacity: Lesson from Columbia (World Devel-

opment, 1997, Vol. 25(7), hal. 1029 – 1043.
10 Mentz, J.C.N., Personal and Institutional Factors in Capacity Building and Institutional 

Development. Working Paper, 1997. No. 14. Maastrict: ECDPM.
11 Edralin, J.S The New....., hal 148-149. SA
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cara SDM dimanfaatkan; (2) modal (dimensi phisik) yaitu menyangkut 
peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan (3) teknologi 
yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan 
keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen. 
Sedangkan, United Nations memusatkan perhatiannya kepada: (1) 
mandat atau struktur legal; (2) struktur kelembagaan; (3) pendekatan 
manajerial; (4) kemampuan organisasional dan teknis; (5) kemampuan 
ϮȐǯƲǱ৹ǱǽǯƲǱव৹ǇƲǷ৹ॠࡷॡ৹ǯǋǘǡƲȗƲǷॺǯǋǘǡƲȗƲǷ৹ȊȍǽǘȍƲǶल12

Semua dimensi peningkatan kemampuan di atas dikembangkan 
sebagai strategi untuk mewujudkan nilai-nilai good governance. 
Pengembangan sumber daya manusia misalnya, dapat dilihat sebagai 
ȐȚƲȗȚ৹ ȐȗȍƲȗǋǘǡ৹ ȚǷȗȚǯ৹ ǶǋǷǡǷǘǯƲȗǯƲǷ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ ǇƲǷ৹ ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐ৹ ǇƲǷ৹
memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja. Pengembangan kelembagaan 
merupakan strategi penting agar suatu lembaga pemerintahan mampu: 
(1) menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi 
yang jelas; (2) memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai 
ǋϮȐǡǋǷȐǡळ৹ǋǗǋǯȗǡΑǡȗƲȐळ৹ȗȍƲǷȐȊƲȍƲǷȐǡळ৹ȍǋȐȊǽǷȐǡΑǡȗƲȐळ৹ǯǋƲǇǡǱƲǷळ৹ȊƲȍȗǡȐǡȊƲȐǡळ৹ǇƲǷ৹
ǯǋǀǋȍǱƲǷǬȚȗƲǷव৹ ॠࡴॡ৹ǶǋǷǇǋȐƲǡǷ৹ǽȍǘƲǷǡȐƲȐǡ৹ȚǷȗȚǯ৹ǶǋǷǬƲǶǡǷ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹
efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat, dan (4) 
ǶǋǱƲǯȐƲǷƲǯƲǷ৹ȗȚǘƲȐॺȗȚǘƲȐ৹ǶƲǷƲǬǋȍǡƲǱ৹ƲǘƲȍ৹ǱǋǀǡǞ৹ǋϮȐǡǋǷळ৹ǋǗǋǯȗǡǗळ৹ϱǋǯȐǡǀǋǱळ৹
adaptif, dan lebih berkembang sehingga pengembangan jaringan kerja 
dapat dilakukan. 

Bila dicermati, capacity building sebenarnya berkenaan dengan 
strategi menata input dan proses dalam mencapai output dan outcome, 
dan menata feedback untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap 
berikutnya. Strategi menata input berkenaan dengan kemampuan 
lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber 
daya manusia dan nonmanusia. Strategi menata proses berkaitan dengan 
kemampuan lembaga merancang, memproses dan mengembangkan 
kebijakan, organisasi serta manajemen. Strategi menata feedback berkenaan 
12 Edralin, J.S The New....., hal 148-149. SA
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dengan kemampuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan 
dengan mempelajari hasil yang dicapai, kelemahan-kelemahan input dan 
proses, dan mencoba melakukan tindakan perbaikan secara nyata setelah 
melakukan berbagai penyesuaian dengan lingkungan. Strategi-strategi 
tersebut harus dinilai secara cermat sehingga tingkat kelayakan pada bidang-
bidang strategis bisa menjadi prioritas utama kegiatan pemerintahan.

�ल৹ [ǡȐȗǋǶ৹UǋǷǡǱƲǡƲǷ৹<ǡǷǋȍǬƲ৹UǋǶǋȍǡǷȗƲǞƲǷ৹BǋǷǇƲȗƲǷǘ

Kinerja lembaga pemerintahan menggambarkan sampai seberapa 
jauh lembaga pemerintahan telah mencapai tujuan atau visi yang telah 
ditetapkan dengan memanfaatkan strategi yang telah dipilih lembaga 
tersebut. Dalam melakukan penilaian kinerja, dibutuhkan dasar teori, 
sasaran, parameter penilaian, metode, dan konteks penilaian yang jelas. 
Hal ini penting karena untuk mengetahui dengan mudah mengapa orang 
melakukan penilaian, apa saja yang dinilai, dan bagaimana penilaian 
dilakukan. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dasar teoritis dari penilaian 
kinerja pada saat sekarang adalah reinventing government. Reinventing 
government menitik beratkan penilaian kinerja pada hasil. Hal ini 
bukan berarti penilaian terhadap cara yang digunakan tidak penting. 
Di sini, bobot penilaian dari apa yang dijanjikan kepada masyarakat 
harus lebih tinggi dari pada bobot dari apa yang dilakukan pemerintah 
untuk memenuhi janji tersebut. Indikator utama yang digunakan untuk 
menilai kinerja pemerintahan pada saat ini adalah good governance dan 
capacity building. Good governance—sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya—memuat nilai-nilai yang dijanjikan kepada masyarakat, 
sedangkan capacity building memuat nilai-nilai tentang kelayakan dari 
strategi yang ditempuh pemerintah dalam memenuhi janji tersebut.

Efektif atau tidaknya suatu penilaian tergantung dari konteks 
ketika penilaian dilakukan. Pengalaman menunjukkan bahwa tingkat 
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pencapaian hasil juga sangat ditentukan oleh konteks lingkungan, yang 
meliputi dukungan internal organisasi (input) dan eksternal organisasi. 
Berdasasarkan pengalaman, dapat dilihat bahwa lembaga atau aparat 
pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas pokoknya karena ketiadaan 
dana, sarana dan fasilitas (input). Bila hal ini terjadi, maka penilaian 
terhadap kinerja menjadi tidak valid. Begitu pula, lembaga atau aparat 
pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas pokoknya karena adanya 
ancaman atau hambatan. Dalam hal yang demikian, penilaian kinerja 
menjadi tidak relevan. Agar penilaian dapat diterima, maka sebelum 
menilai kinerja (individu, kelompok, institusi, dan program), perlu 
terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap dukungan input dan 
lingkungan.

Salah satu konteks lingkungan yang juga perlu dinilai adalah 
kemampuan penilai dan hubungan khusus antara pihak atau lembaga 
penilai dengan yang dinilai. Kemampuan penilai ditentukan oleh tingkat 
pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan penguasaan terhadap materi 
ΘƲǷǘ৹ǇǡǷǡǱƲǡल৹UǋǷǡǱƲǡ৹ΘƲǷǘ৹ȐǋȐȚƲǡ৹ǯȚƲǱǡϮǯƲȐǡ৹ƲǯƲǷ৹ǶǋǷǘǋȗƲǞȚǡ৹ȐǋǁƲȍƲ৹ȗǋȊƲȗ৹
apa yang hendak dinilai dan cara memberi penilaian. Di masa lampau, 
ketepatan penilaian seringkali tidak diperhatikan sebab penilai atau 
pemimpin tidak mengetahui secara benar materi yang akan dinilai dan 
bagaimana proses menilai. Karena ketidakmampuan tersebut, maka 
muncul penilaian yang sangat didasarkan kepada keeratan hubungan 
pribadi antara pihak yang menilai dengan yang dinilai. Dalam kondisi 
semacam ini. hasil penilaian tidak dapat digunakan.

Secara teoritis, penilai harus memiliki kemampuan menilai dan 
bersifat independen (obyektif). Karena itu, disarankan agar penilai 
sebaiknya berasal dari luar institusi. Penilai dari luar memang lebih 
independen tetapi sering kali kurang menguasai suasana di dalam 
institusi. Sebaliknya, penilai dari dalam institusi memang lebih 
mengetahui kondisi di dalam tetapi seringkali dikritik karena kurang 
obyektif. Ia memiliki hubungan pribadi yang sangat kuat dengan pihak- SA
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pihak tertentu di dalam lembaga sehingga mengkontaminasi penilaian 
kinerja. Karena itu, disarankan agar dalam penilaian kinerja digunakan 
sistim multi penilai, yaitu pihak yang berasal dari luar institusi tetapi 
dapat menilai karena mengalami langsung seperti para pelanggan dan 
masyarakat yang dilayani. Sedangkan dari dalam institusi, pihak yang 
dinilai mengamati kinerja secara langsung seperti pimpinan lembaga 
atau unit kerja.

Disamping itu—secara teoritis—diharapkan agar kriteria yang 
digunakan dalam penilaian juga diketahui dan disetujui oleh pihak 
yang dinilai. Di samping prinsip ini, penting pula adanya transparansi 
agar pihak yang dinilai dapat mengajukan keberatan tentang kesulitan-
kesulitan yang dihadapinya. Dengan demikian, bias-bias penilaian 
dapat dihindari. Prinsip ini juga harus diterapkan pada penilaian kinerja 
pemerintahan, termasuk kinerja aparatnya. Secara ringkas, langkah 
penerapan good governance dapat dilihat dalam bagan berikut: 

Secara teoritis, penilai harus memiliki kemampuan menilai dan 
bersifat independen (obyektif). Karena itu, disarankan agar penilai 
sebaiknya berasal dari luar institusi. Penilai dari luar memang lebih 
independen tetapi sering kali kurang menguasai suasana di dalam institusi. 
Sebaliknya, penilai dari dalam institusi memang lebih mengetahui kondisi 
di dalam tetapi seringkali dikritik karena kurang obyektif. Ia memiliki 
hubungan pribadi yang sangat kuat dengan pihak- pihak tertentu di dalam 
lembaga sehingga mengkontaminasi penilaian kinerja. Karena itu, 
disarankan agar dalam penilaian kinerja digunakan sistim multi penilai, 
yaitu pihak yang berasal dari luar institusi tetapi dapat menilai karena 
mengalami langsung seperti para pelanggan dan masyarakat yang dilayani. 
Sedangkan dari dalam institusi, pihak yang dinilai  mengamati kinerja 
secara langsung seperti pimpinan lembaga atau unit kerja. 

Disamping itu—secara  teoritis—diharapkan agar kriteria yang 
digunakan dalam penilaian juga diketahui dan disetujui oleh pihak yang 
dinilai. Di samping prinsip ini, penting pula adanya transparansi agar pihak 
yang dinilai dapat mengajukan keberatan tentang kesulitan-kesulitan yang 
dihadapinya. Dengan demikian, bias-bias penilaian dapat dihindari. 
Prinsip ini juga harus diterapkan pada penilaian kinerja pemerintahan, 
termasuk kinerja aparatnya. Secara ringkas, langkah penerapan good 
governance dapat dilihat dalam bagan berikut:  

 

 

/DQJNDK�3HQHUDSDQ *RRG�*RYHUQDQFH�'DODP 3HODNVDQDDQ
.HUDMDVDPD 3HPHULQWDK GHQJDQ %DGDQ�8VDKD

3ROD NHUMDVDPD DGDODK VHEDJDL GLDJUDP�EHULNXW��

�ल৹ BǋǷǁƲȊƲǡ৹Good Governance BǋǱƲǱȚǡ৹Reinventing 
Government

Good governance melahirkan suatu tata pemerintahan yang kokoh, 
karena melibatkan 3 pihak yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat. SA
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Pembagian peran satu dengan lain tersebut, dapat ditafsirkan sebagai 
pembagian beban dalam pelayanan masyarakat, sehingga setiap pihak 
dapat bekerja secara optimal.

Pengembangan standard penilaian kinerja pemerintahan di masa 
mendatang harus memperhatikan masalah validitas, konteks dan 
proses penilaian. Aspek-aspek ini harus menjadi prioritas dalam agenda 
reformasi. Dalam kaitannya dengan validitas, pertanyaan pertama adalah, 
“Mengapa dilakukan evaluasi atau apa tujuan evaluasi?” “Apakah evaluasi 
dilakukan karena diberlakukan suatu orientasi teoritis atau paradigma 
yang baru seperti orientasi “reinventing government”?”

 Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu dilakukan upaya 
metodologis melalui uji ࣚǗȓȍȦȭȣȰǗȭॉ ͏ǈȇǷǝǷȭ͖ࣛ࢈ Pertanyaan kedua adalah, 
“Apa saja yang harus dievaluasi?” Pertanyaan ini akan mengungkap ruang 
lingkup dari penilaian. Kesesuaian parameter-parameter yang digunakan 
dapat diungkap secara metodologis melalui uji content validity. Untuk 
saat ini, nilai-nilai good governance dan capacity building dapat dijadikan 
indikator dan parameter utama. Untuk menjawab validitas evaluasi 
dengan dapat dilakukan uji penilaian metodologis melalui uji criterion 
atau empirical validity. SA
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Dalam kaitannya dengan konteks penilaian, perlu dipertanyakan 
apakah pengukuran telah dilakukan dengan proses dan dalam situasi 
dan kondisi yang tepat. Demikian pula, apakah ada konsensus bersama 
antara penilai dan yang dinilai tentang aspek-aspek yang dinilai. Perlu 
digali pula adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang telah 
mendatangkan bias penilaian. Karena penilaian kinerja merupakan titik 
strategis pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemulihan nama baik 
pemerintahan di masa mendatang, maka perbaikan standar kinerja dan 
sistem evalusi kinerja harus menjadi agenda utama reformasi. Nilai-nilai 
good governance dan capacity building harus diakomodasikan dalam 
standar penilaian agar perbaikan validitas dan konteks serta proses 
penilaian kinerja terus dilakukan. 
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BAB XI

GOOD GOVERNMENT 

GOVERNANCE DALAM 
PENYUSUNAN ANGGARAN

Fenomena Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA) 
pada kinerja Pemerintah di Indonesia sangat penting. Menurut 

Govindarajan dalam Husin (2012), hal tersebut disebabkan oleh 
faktor-faktor situasional (konstektual) yang dapat diselesaikan melalui 
pendekatan kontijensi (contingency approach). Penelitian yang merujuk 
pada pendekatan kontijensi terkait PPA dan kinerja antara lain 
dilakukan oleh Brownell (1982); Chong dan Chong (2000); Sutrisno 
(2010); Jalaluddin (2010); Agusti (2012) dan Husin (2012). Penelitian-
penelitian tersebut mengungkap bahwa variabel moderasi merupakan 
aplikasi pendekatan interaksi dapat mengevaluasi berbagai kondisi atau 
variabel yang memengaruhi hubungan PPA dengan kinerja. Selanjutnya, 
bab ini akan menjelaskan peran good government governance dalam 
memoderasi pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA) pada 
kinerja pemerintah di Indonesia. 

�ल৹ /ǶȊǱǋǶǋǷȗƲȐǡ৹Good Corporate Governance

Herminingsih (2009), menyatakan bahwa PPA merupakan 
keikutsertaan dan pengaruh seseorang pada proses penganggaran. PPA SA
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berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kinerja individu pimpinan. 
Penilaian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara 
keseluruhan. PPA juga digunakan sebagai rencana organisasi pada periode 
waktu yang akan datang. Anggaran partisipatif merupkan anggaran yang 
disusun oleh pimpinan dari semua tingkatan melalui kerjasama penuh 
(Garrison, 2000). Anggaran yang disusun dengan kerjasama tersebut 
akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai 
dengan visi dan misi organisasi (Husin, 2012).

Kinerja pemerintah daerah—khususnya—merupakan suatu 
tingkatan keberhasilan kegiatan atau capaian tujuan organisasi. Kinerja 
merupakan perwujudan tercapainya pelaksanaan tujuan, sasaran, serta 
misi organisasi melalui kegiatan atau kebijakan program organisasi 
(Indra, 2006). Dengan adanya PPA, diharapkan suatu keputusan akan 
lebih realistis demi terciptanya keselarasan tujuan organisasi.

Pattiasina (2011) menemukan bahwa implementasi Good Corporate 
Governance (GCG) memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan 
ǇǋǷǘƲǷ৹ǯǡǷǋȍǬƲ৹ȊǋǱƲΘƲǷƲǷल৹�ƲȍǶƲΒƲȗǡळ৹Ǉǯǯल৹ ॠࡵࡱࡱࡳॡ৹ ǬȚǘƲ৹ǶǋǷǬȚȐȗǡϮǯƲȐǡ৹
argumen tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor penting dalam 
tata kelola organisasi untuk pencapaian kinerja yang optimal adalah 
dengan menerapkan GCG. GCG dalam perkembangannya berfungsi 
sebagai alat kontrol manajemen dalam upaya peningkatan kinerja 
organisasi dan menciptakan organisasi yang sehat. 

GGG adalah cara mengelola urusan-urusan publik yang baik.1 Pratolo 
(2010) juga menganalisis peran GGG. Hasil penelitiannya mengungkapkan 
bahwa prinsip-prinsip GGG yakni transparansi, akuntabilitas, per-
tanggungjawaban, independensi, dan keadilan memengaruhi kinerja 
pemerintah daerah. Hubungan tidak langsung pada kepuasan masyarakat 
melalui kinerja pemerintah adalah prinsip-prinsip GGG, yakni variabel 
transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan.2 

1 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 17. 
2 Pratolo, Suryo. 2010. Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja SA
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Hasil temuan penelitian lainnya terkait penerapan GGG yang 
memengaruhi kinerja dilakukan oleh dan Azlim (2012). Berdasarkan 
kajian empiris tersebut, dalam penelitian ini PPA pada kinerja 
pemerintah dipengaruhi oleh variabel pemoderasi, yaitu penerapan 
Good Government Governance (GGG).3 Hal ini didasari atas pernyataan 
yang dikemukakan oleh Darmawati, dkk. (2004) bahwa implementasi 
Good Corporate Governance mempunyai pengaruh positif pada kinerja 
organisasi.4 Semakin baik penerapan GGG, maka PPA akan berimplikasi 
pada peningkatan kinerja pemerintah.5 Penelitian ini merujuk pada 
penelitian Husin (2012) yang meneliti budget goal commitment, 
desentralisasi dan Ȃȓǖ࣊ȣǡȇǡ͏ǈȍȭॉǷȍǭȓȣȌǈȭǷȓȍॉsebagai variabel moderating 
pada pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pimpinan.6 Hasil 
ȊǋǷǋǱǡȗǡƲǷ৹ǶǋǷȚǷǬȚǯǯƲǷ৹ǀƲǞΒƲ৹UU�৹ǀǋȍȊǋǷǘƲȍȚǞ৹ȊǽȐǡȗǡǗ৹ǇƲǷ৹ȐǡǘǷǡϮǯƲǷ৹
pada kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Semakin tinggi PPA, maka 
semakin tinggi pula kinerja Pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun 
di daerah.

Partisipasi penganggaran terhadap kinerja pemerintah daerah 
ǶǋǶǡǱǡǯǡ৹ ȊǋǷǘƲȍȚǞ৹ ȊǽȐǡȗǡǗ৹ ǇƲǷ৹ ȐǡǘǷǡϮǯƲǷल৹ <ǡǷǋȍǬƲ৹ ȊǋǶǋȍǡǷȗƲǞ৹ ǇƲǋȍƲǞ৹
akan meningkat seiring dengan semakin tingginya partisipasi dalam 
penganggaran. Mediaty (2010) juga menemukan bahwa ada pengaruh 
ȊǽȐǡȗǡǗ৹ ǇƲǷ৹ ȐǡǘǷǡϮǯƲǷ৹ ǘƲΘƲ৹ ǯǋȊǋǶǡǶȊǡǷƲǷ৹ ǇƲǷ৹ ȊƲȍȗǡȐǡȊƲȐǡ৹ ƲǷǘǘƲȍƲǷ৹
terhadap kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.7 

pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Mengha-
dapi Tantangan Global (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa 
Yogyakarta). Simposium Riset Ekonomi IV.

3 Azlim. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah-
an (SAP) Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akun-
tansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164, pp. 1- 14.

4 Darmawati, Deni, Khomsiyah dan Rika, G.R. 2004. Hubungan Corporate Governance dan 
Kinerja Perusahaan, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, IAI, Yogyakarta. (08): 15-35.

5 Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 
Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu 
Akuntansi dan Keuangan, ISSN: 2088-0685, Vol.1 No. 1, April 2011, Pp 21-37.

6 Rakib Husein, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pimpinan dengan Desen-
tralisasi, Budget Goal Commitment dan Job-Relevant Information sebagai Variabel Mod-
erating. Artikel, 2012 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

7 Mediaty, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Gaya Kepemimpinan Terhadap SA
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Jalaluddin (2010) juga menyatakan partisipasi anggaran dan Environment 
Control berpengaruh pada kinerja pemerintah. Penemuan tersebut 
mendukung pernyataan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh 
ȊǽȐǡȗǡǗ৹ ǇƲǷ৹ ȐǡǘǷǡϮǯƲǷ৹ ȗǋȍǞƲǇƲȊ৹ ǯǡǷǋȍǬƲ৹ ǶƲǷƲǬǋȍǡƲǱ৹ ॠ[ǁǞȚǱǋȍ৹ ǇƲǷ৹ <ǡǶळ৹
1976; Brownel, 1982; Brownell dan Mc Innes,1986).8 Penerapan 
GGG pada kinerja Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di 
ǇƲǋȍƲǞ৹ǀǋȍȊǋǷǘƲȍȚǞ৹ȊǽȐǡȗǡǗ৹ ǇƲǷ৹ ȐǡǘǷǡϮǯƲǷ৹ ȐǋǁƲȍƲ৹ ȐȗƲȗǡȐȗǡǯ৹ ȊƲǇƲ৹ ǯǡǷǋȍǬƲ৹
Pemerintah Kota Denpasar. Hasil ini memiliki makna bahwa penerapan 
GGG yang semakin tinggi akan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota 
Denpasar. Penelitian ini sejalan dengan hasil ditemukan Azlim (2012) 
bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan good 
governance di Kota Banda Aceh secara parsial dan simultan memengaruhi 
kualitas informasi keuangan SKPD.9

Zeyn (2011) menemukan secara simultan bahwa standar 
akuntansi pemerintahan dan good governance memiliki pengaruh 
terhadap akuntabilitas keuangan. Tata kelola yang baik, pemahaman 
serta penggunaan standar akuntansi pemerintahan harus dan mutlak 
dilaksanakan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih 
berkualitas.10 Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan Pratolo 
(2008) yang menunjukkan bahwa beberapa prinsip-prinsip GGG, yakni 
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan 
keadilan memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah 
akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut 
menerapkan prinsip-prinsip GGG.11 Pattiasina (2011) menemukan 

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Majalah Ekonomi. Tahun 
XX, No. 3 Desember 2010. 

8 Jalaluddin, Pengaruh Environment Control Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Ang-
garan dengan Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar). 
Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3. N0. 1 , Hal. 84-99.

9 Azlim. 2012. Pengaruh....., hal. 1-14. 
10 Zeyn, E. 2011. Pengaruh....., hal 21-37. 
11 Suryo Pratolo, 2010, Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja 

pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Mengha-
dapi Tantangan Global (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa 
Yogyakarta). Simposium Riset Ekonomi IV. SA
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bahwa implementasi GCG memperkuat hubungan antara gaya 
kepemimpinan dengan kinerja pelayanan. Hasil penelitian Pattiasina 
menyatakan bahwa prinsip GCG yang terbentuk dari akuntabilitas, 
transparansi, kesetaraan, kemandirian, pertanggungjawaban dan 
kewajaran berpengaruh pada semakin meningkatnya kinerja pelayanan 
rumah sakit. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
konsep GGG dapat memperkuat pengaruh PPA pada pencapaian kinerja 
Pemerintah kota Denpasar.12

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PPA memiliki 
pengaruh positif pada kinerja Pemerintah Indonesia baik di pusat 
maupun di daerah. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi PPA, maka 
kinerja Pemerintah Kota Denpasar semakin meningkat. Penerapan 
GGG memiliki pengaruh positif pada kinerja Pemerintah Indonesia 
baik di pusat maupun di daerah. Kinerja akan semakin meningkat seiring 
dengan semakin tingginya penerapan tata kelola Pemerintah Indonesia, 
baik di pusat maupun di daerah. Interaksi PPA dengan good government 
governance berpengaruh positif pada kinerja Pemerintah Indonesia baik 
di pusat maupun di daerah. 

12 Viktor Pattiasina, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap kinerja 
pelayanan dengan Budaya Kerja dan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) 
sebagai variabel moderasi (Studi pada Rumah Sakit di Kota Ambon). Tesis. Malang: Uni-
versitas Brawijaya, 2011. SA
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BAB XII

KORELASI TIMBAL BALIK ANTARA 
GOOD GOVERMENT DENGAN 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
MENUJU DINAMISASI 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan–
urusan publik. World Bank menekankan governance sebagai 

cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi 
untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan, UNDP 
menekankan governance pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi 
dalam pengelolaan negara.1৹ �Ʋȍǡ৹ ǯǋǇȚƲ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ ȗǋȍȐǋǀȚȗळ৹ ǘovernance 
ǇǡǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹ ȐǋǀƲǘƲǡ৹ȊȍǽȐǋȐ৹ȊǋǶǀȚƲȗƲǷ৹ǯǋǀǡǬƲǯȐƲǷƲƲǷ৹ ॠpolicy/strategy/
formulation) dan proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang 
berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan 
peningkatan kualitas hidup. 

1 Makalah pernah disampaikan pada Seminar Nasional “Fraud Audit sebagai Langkah 
Pemberantasan Tindak Korupsi Menuju Pemerintahan yang Bersih” Himpunan Maha-
siswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, 7 Juli 2005 SA
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�ल৹ <ǽȍǋǱƲȐǡ৹bǡǶǀƲǱ৹�ƲǱǡǯ৹Good Goverment dengan Good 
Corporate Governance 

Good goverment governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-
prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (goverment 
actions) secara luas di semua level. Ada kesamaan pandangan antara 
UNDP dan World Bank dalam pandangan atas good goverment 
governance৹ ΘƲǡȗȚ৹ ƲǷȗƲȍƲ৹ ǱƲǡǷऴ৹ ȊƲǇƲ৹ ƲȐȊǋǯ৹ ȊƲȍȗǡȐǡȊƲȐǡळ৹ ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ ǇƲǷ৹
ǋǗǋǯȗǡϮȗƲȐळ৹ǯǋƲǇǡǱƲǷळ৹ ƲǯȚǷȗƲǀǡǱǡȗƲȐळ৹ ȗȍƲǷȐȊƲȍƲǷȐǡळ৹ ȍǋȐȊǽǷȐǡȗƲȐळ৹ ǯǋȐƲǶƲƲǷळ৹
kepastian hukum, dan profesionalisme.

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan–urusan 
publik. World Bank৹ǶǋǶǀǋȍǡǯƲǷ৹ǇǋϮǷǡȐǡ৹governance sebagai ‘‘the way state 
power is used in managing economic and social resources for development 
ȓǭॉ ȦȓǗǷǡȭ͖ࣛ࢈ Sedangkan, United Nation Development Program (UNDP) 
ǶǋǷǇǋϮǷǡȐǡǯƲǷ৹governance sebagai “the exercise of political, economic, and 
ǈǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷ͏ǡॉǈȰȭǴȓȣǷȭ͖ॉȭȓॉȌǈȍǈǮǡॉǈॉȍǈȭǷȓȍࣝȦॉǈΥǈǷȣॉǈȭॉǈȇȇॉȇǡ͏ǡȇȦࣚ.

Dengan demikian, World Bank berorientasi pada pembangunan 
sektor publik dalam menciptakan good governance. World Bank 
mengartikan pemerintahan yang baik sebagai penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan 
ǇǋǷǘƲǷ৹ ȊȍǡǷȐǡȊ৹ ǇǋǶǽǯȍƲȐǡ৹ ǇƲǷ৹ ȊƲȐƲȍ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷळ৹ ȊǋǷǘǞǡǷǇƲȍƲǷ৹
salah alokasi dan investasi, pencegahan korupsi baik secara politik 
maupun administrasi, serta penciptaan legal and political framework 
bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sementara itu, UNDP berorientasi 
terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan 
yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas 
dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif pada antara lain:

1. Rule of law, yakni terdapatnya kepastian hukum dan kerangka 
hukum yang adil yang dilaksanakan tanpa pandang bulu.SA
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2. Transparancy, yakni adanya kebebasan memperoleh informasi 
untuk kepentingan publik.

3. Responsiveness, yakni Lembaga–lembaga publik harus cepat 
tanggap dalam melayani stakeholder dan berorientasi pada 
kepentingan masyarakat luas.

4. Equity, yakni setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan 
yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

5. �ωǗǷǡȍǗ͖ॉ ǈȍǝॉ �ΥǡǗȭǷ͏ǡȍǡȦȦ, artinya pengelolaan sumber daya 
ȊȚǀǱǡǯ৹ ǇǡǱƲǯȚǯƲǷ৹ ȐǋǁƲȍƲ৹ ǀǋȍǇƲΘƲ৹ ǘȚǷƲ৹ ॠƲϮȐǡǋǷॡ৹ ǇƲǷ৹ ǀǋȍǞƲȐǡǱ৹
guna (efektif).

6. Accountability berarti bahwa pertanggungjawaban kepada 
publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

7. Strategic vision berarti bahwa penyelenggara pemerintahan dan 
masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

�ल৹ bǡǘƲ৹UǡǱƲȍ৹eȗƲǶƲ৹Good Governance

Governance tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga 
aktor-aktor lain, yaitu civil society, pasar, masyarakat atau agen-agen 
lainnya sehingga pemerintah mungkin akan menjadi salah satu institusi 
yang menjalankan fungsi governing. Tidaklah mengherankan jika 
kemudian istilah governance tidak hanya dipakai terbatas dalam good 
goverment governance, tetapi juga dipakai di dalam konteks yang berbeda 
seperti environmental governance dan ǗȓȣȠȓȣǈȭǡॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈

Governance—selain sebagai praktik dari kekuasaan politik, 
administrative dan ekonomi—juga digunakan untuk mengelola masalah-
masalah nasional sebagai bentuk mekanisme proses hubungan dan 
jaringan institusi yang komplek. Dalam kompleksitas itu, warga negara 
dan kelompok-kelompok yang ada mengartikulasikan kepentingan 
mereka. Hal ini mempunyai implikasi bahwasannya hampir semua 
organisasi, asosiasi, atau lembaga dalam masyarakat mempunyai pengaruh SA
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dan juga dipengaruhi oleh fungsi- fungsi governance. Keterkaitan 
antara berbagai sektor, organisasi, dan mekanisme yang melaksanakan 
governance akan membentuk apa yang dinamakan oleh UNDP sebagai 
Ȧ͖ȦȭǡȌॉȓǭॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈

System of governance meliputi keseluruhan proses dan struktur 
dalam masyarakat yang mengarahkan relasi-relasi politik dan sosio 
ekonomis untuk melindungi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh 
kebudayaan dan agama-agama, dalam menciptakan sebuah kondisi yang 
sehat, bebas, dan aman sehingga memberikan jaminan kepada setiap 
orang untuk mengembangkan kapasitas individu yang akan membawa 
perbaikan kualitas hidup. Dalam mencapai tujuan tersebut, system of 
governance dibentuk oleh tiga elemen yang merupakan pilar-pilar dari 
governance, yaitu: political governance, administrative governance, dan 
ǡǗȓȍȓȌǷǗॉǮȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡ࢈ Gambar berikut setidaknya memberikan visualisasi 
dari ketiga elemen ini.

Peran Lembaga Pemerintah

Political 
Governance

Good Governance

Economic 
Governance

Administrative 
Governance

Dari skema tersebut di atas, good governance tidak bisa secara parsial 
terkondisi melainkan harus secara komprehensif ada di semua sektor dan 
lini. Artinya, semua stakeholder dan semua pihak yang berkepentingan, 
baik lembaga swasta, pemerintah maupun lembaga politik harus 
bersinergi. 

SA
MUD

RA B
IRU



Good Governance 195

�ल৹ �ȊǱǡǯƲȐǡ৹Good Government Governance

Good government governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-
prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (goverment 
actions) secara luas di semua level. Ada kesamaan pandangan antara 
UNDP dan World Bank dalam pandangan atas good goverment 
governance৹ΘƲǡȗȚ৹ƲǷȗƲȍƲ৹ǱƲǡǷऴ৹ȊƲȍȗǡȐǡȊƲȐǡळ৹ǋϮȐǡǋǷȐǡ৹ǇƲǷ৹ǋǗǋǯȗǡϮȗƲȐळ৹ǯǋƲǇǡǱƲǷळ৹
akuntabilitas, transparansi, responsitas, kesamaan, kepastian hukum, 
dan profesionalisme.

Dari berbagai prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan public service 
secara baik dan benar dapat mencegah adanya high cost economic sehingga 
ȗǋȍǁƲȊƲǡ৹ ǞƲȐǡǱ৹ ȊǋǶǀƲǷǘȚǷƲǷ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷल৹ Good corporate governance 
merupakan istilah yang relatif baru dikenal dan dikembangkan dengan 
meminjam peristilahan pemerintah. Namun demikian, substansinya 
telah dilaksanakan sejak lama, terutama bertalian dengan teori χǝȰǗǷǈȣ͖ॉ
duties of directors and commissioners pada perseroan terbatas dan teori 
pengendalian managemen. Istilah corporate governance digunakan 
untuk pertama kalinya pada tahun 1976 oleh Tricker dalam buku “The 
/ȍǝǡȠǡȍǝǡȍȭॉ �ǷȣǡǗȭȓȣࣛ. Tricker juga menulis buku tentang corporate 
governance pada tahun 1984 sehingga ia dianggap sebagai father of 
corporate governance.

Awalnya, corporate governance berupa nasional code yang masing-
masing mempunyai kekhususan sesuai dengan hukum dan kondisi 
masing-masing negara. Pada perkembangannya, dirasakan perlu untuk 
dikembangkan secara internasional. Salah satu alasan dari perkembangan 
tersebut adalah ketika era globalisasi, investasi dan perdagangan bebas 
tidak lagi dapat dibatasi dalam satu negara karena batas antar negara 
menjadi tidak ada. Sehingga, beberapa lembaga internasional seperti 
Organization for Economic Cooperation and Develepment (OECD) 
dan Basel Committee juga mengeluarkan pedoman good corporate 
governance. OECD mengeluarkan Principles of Corporate Governance 
pada bulan Mei 1999. Basel Committee mengeluarkan paper dengan SA
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judul “�ȍǴǈȍǗǷȍǮॉ �ȓȣȠȓȣǈȭǡࣛ. Dengan demikian, sesungguhnya siapa 
yang lebih awal menggunakan istilah good corporate governance? Swasta 
atau pemerintah?

Dalam Webster’s New Word College Dictionary, Third Edition 
(1996) dijelaskan bahwa kata governance diberi makna ‘the act, manner, 
function, or power of goverment’ kemudian diperluas menjadi, “the exercise 
of authority over a state, district, organization, or institution, system of 
ȣȰȇȇǷȍǮॉȓȣॉǗȓȍȭȣȓȇȇǷȍǮࣛࢉॉȂȰǮǈॉࣚȭǴǡॉȣǷǮǴȭࢉॉǭȰȍǗȭǷȓȍࢉॉȓȣॉȠȓ͐ǡȣॉȓǭॉǮȓ͏ǡȣȍǷȍǮࣛࢉॉ
ǝǈȍॉ ࣚǈȇȇॉ ȠǡȓȠȇǡॉ ȓȣॉ ǈǮǡȍǗǷǡȦॉ ȭǴǈȭॉ ǈǝȌǷȍǷȦȭǡȣॉ ȓȣॉ Ǘȓȍȭȣȓȇॉ ȭǴǡॉ ǈΥǈǷȣȦॉ ȓǭॉ ǈॉ
ȍǈȭǷȓȍࢉॉȦȭǈȭǡࢉॉǷȍȦȭǷȭȰȭǷȓȍॉǡȭǗࣛ࢈

Berangkat dari pemaknaan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa 
governance tidak hanya eksklusif bagi pemerintahan, tetapi bisa merujuk 
juga pada penggunaan kekuasaan institusi atau organisasi di luar 
pemerintah. Institusi di luar pemerintah tersebut memiliki dapat fungsi 
governing apabila melibatkan diri. Pada kemudian hari, istilah governance 
dipakai di dalam konteks yang berbeda seperti environmental governance 
dan juga corporate governance.

�ȊƲǀǡǱƲ৹ ǇǋϮǷǡȐǡ৹ governance dikaitkan dengan konsep pluralisme 
kontemporer, maka pengertian governance masuk di dalam stakeholders, 
yaitu, partai politik, badan- badan legislatif, yudikatif, dan kelompok-
kelompok kepentingan, seperti intermediaris, klien, media, supplier 
(vendor) dan sebagainya. Sehingga, governance akan sangat baik untuk 
menjelaskan kompleksitas tinggi yang terdapat dalam proses perumusan 
sampai dengan implementasi kebijakan.2

D. Fraud Auditing৹UǋǷΘǋǱǋǷǘǘƲȍƲ৹CǋǘƲȍƲ

Ada tiga peran lembaga pemerintah, yaitu aspek regulasi, aspek 
dinamisasi, dan spek proteksi. Peran pada aspek regulasi adalah 

2 Frederickson, H. George, Comparing the Reinventing Government Movement with the 
New Public Administration Review, Vol. 56, No. 3, 1997. SA
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bagaimana lembaga pemerintah menciptakan, pelaksanaan dan 
penegakkan peraturan peraturan atau perundang-undangan yang sejalan 
dengan prinsip-prinsip good governance. Artinya bahwa peran legislatif, 
eksekutif dan yudikatif bermuara pada terciptanya good governance dan 
bukan bermuara pada praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 
(KKN) secara berjamaah. Terciptanya good governance sejalan dengan 
kerangka negara hukum.

Peran pada aspek dinamisasi merujuk pada bagaimana lembaga 
pemerintah menciptakan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan-
kebijakan (policy) yang sejalan dengan prinsip-prinsip terciptanya good 
governance. Peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus diwujudkan 
secara total, tidak secara parsial. Tercapainya good governance harus 
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Peran pada aspek proteksi merujuk pada bagaimana lembaga pemerintah 
melindungi semua sektor dan level dalam kaitannya dengan penciptaan 
public service৹ ȐǋȍȗƲ৹ ǀǡȍǽǯȍƲȐǡ৹ ΘƲǷǘ৹ ǋϮȐǡǋǷ৹ ǇƲǷ৹ ǋǗǋǯȗǡǗल৹ bǋǘƲǯǷΘƲ৹ good 
governance ditandai dengan kenyamanan masyarakat untuk berusaha 
tanpa rasa gundah karena tidak ada lagi ‘premanisme tanpa kepastian 
pengamanan’.

Dalam menentukan policy, lembaga pemerintah akan 
mempertimbangkan perlindungan produsen maupun konsumen 
dalam negeri menyangkut kebijakan kredit, investasi, ekspor maupun 
impor. Pemerintah juga akan mempertimbangkan penanaman modal 
asing, hutang luar negeri dan franchise. Selain itu, pemerintah juga akan 
mempertimbangkan tata ruang kota, lingkungan, dan pengaturan sektor 
informal karena semua bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran tiga pilar utama good 
governance tercermin pada hubungan di bawah ini: 
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Tiga Pilar Utama Good Governance

Civil Society: 
Penciptaan 

Partisipasi dalam 
Aktivitas Ekonomi, 
Sosial dan Politik

Good Governance

Private Sector: 
Penciptaan 

Pekerjaan dan 
Pendapatan

State: Penciptaan 
Kondisi Politik 
& Hukum yang 

Kondusif

Dalam konteks ini, governance bermula dari proses formulasi 
sampai dengan implementasi stakeholder. Di sinilah, manifestasi dari 
network akan dijalankan. Economic governance mengacu pada proses 
pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada 
masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas 
hidup. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi 
kebijakan.

Good governance sebagai, aktivitas memerintah harus memenuhi 
serangkaian aspek sebagai berikut, yaitu:

1. Keadilan sosial: meliputi penghormatan terhadap HAM, 
peradilan yang independen; kebebasan berpendapat yang di 
dalamnya termasuk pers yang independen.

2. Kebebasan ekonomi: pada aspek ini mencakup perlindungan 
terhadap kekayaan pribadi; mengusahakan pemerataan hasil 
pertumbuhan ekonomi secara lebih merata,

3. Kemajemukan politik: adanya jaminan hak rakyat untuk 
berpartisipasi; desentralisasi kekuasaan; dan prinsip kesamaan 
(equality) dalam ajaran demokrasi

4. Akuntabilitas pemerintah, semua kegiatan pemerintah dapat 
dipertanggungjawabkan. SA
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Fraud adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 
orang per orang dari dalam dan atau luar organisasi untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi dan atau kelompoknya. Singkatnya, fraud adalah 
bentuk kecurangan yang disengaja dan bisa jadi terorganisasi (terkelola). 
Jack Bologne menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya 
kecurangan meliputi greeds (keserakahan), opportunity (kesempatan), 
need (kebutuhan, dan exposure (pengungkapan).

Jika tiga pilar institusi good governance di atas mengorganisasi diri 
mereka untuk melakukan korupsi yang otomatis mengamankan tindakan 
korupsi mereka, maka tindakan audit sulit dilaksanakan. Lembaga hukum 
dan politik mengamankan lewat regulasi- regulasi yang diciptakan. 
Lembaga eksekutif mengamankan lewat birokrasi dan lembaga ekonomi 
memotivasi keuntungan yang diharapkan. Jika demikian, maka akan 
sulit diurai fraud yang terjadi. Pemberantasan korupsi harus melalui 
lembaga-lembaga dan dilakukan secara komprehensif. Pelaku hanyalah 
akibat dari sistem organized coruption.

Diperlukan instrumen-instrumen untuk memantau manajemen 
pengelolaan keuangan sehingga tidak menyebabkan terjadinya organizized 
corruption. Instrumen-intrumen tersebut harus termanajemen secara 
baik. Instrumen-instrumen tersebut antara lain:

Kelompok Instrumen Keuangan Daerah

1 Instrumen Perencanaan
• Tersedianya dokumen perencanaan anggaran
• Tersedianya dokumen untuk proses penyusunan anggaran 

(tahunan)
• Peran DPRD pada tahap perencanaan

2 Intrumen Pelaksanaan
• Tersedianya pedoman sistem akuntansi keuangan
• Tersedianya indikator kinerja dan non keuangan
• Adanya proses pengawasan (monitoring) dari masing-

masing kepada dinas dan peran Badan Pengawas Keuangan
• Peran DPRD pada tahan pelaksanaan
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3 Instrumen Pelaporan
• Tersediangan laporan keuangan dari hasil SAKD
• Tersediangan laporan tambahan
• Tersediangan lampiran atas laporan keuangan

4 Instrumen Pertanggungjawaban dan Evaluasi
• Dilakukannya audit oleh auditor eksternal (BPK) terhadap 

laporan keuangan
• Hubungan antara auditor internal dan eksternal
• Peran DPRD pada tahap pertanggungjawaban dan evaluasi
• Partisipasi elemen masyarakat sebagai kontrol sosial

Sumber: Mardiasmo

Pencapaian good governance ditandai dengan terselenggaranya 
pemerintahan yang baik di sektor pemerintahan, civil society maupun 
swasta (private sector). Proses pembangunan yang baik tidak pernah 
mengalami high cost economic baik karena birokrasi yang tidak beres 
maupun karena korupsi yang tak mudah terdeteksi. Hal demikian 
akan tercapai sebagai hasil korelasi simultan, dan saling mempengaruhi. 
Tata pemerintahan yang baik tentu akan mempengaruhi sektor swasta 
kondusif dan terbangunnya masyarakat yang baik.

Jika prinsip-prinsip good governance tercapai, maka akan tercipta 
pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Meskipun demikian, tercapainya 
good governance memerlukan keterlibatan semua pihak (stakeholder). 
Oleh karena itu, UNDP dan World Bank sangat ketat menerapkan 
prinsip-prinsip good governance karena berkepentingan atas 
pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang. Hal ini sangat 
berkaitan erat dengan kepentingannya dalam pembiayaa kedua lembaga 
dalam pembangunan baik infrastruktur maupun yang non riil di negara 
berkembang.
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di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); 
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada 
Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of Government 
and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam 
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini 
Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019);ॉ /ȌȠȇǡȌǡȍȭǈȦǷॉ <ǡǖǷȂǈȅǈȍॉ
Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, 
(Journal of Government and Civil Society, 2019); Peran Humas dalam 
Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, SA

MUD
RA B

IRU



228 A. Junaedi Karso

(Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan Legal Study about 
Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director 
of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res 
Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 
antara lain $ǈǗȭȓȣॉbǴǈȭॉ�ΥǡǗȭॉ%ȓ͏ǡȣȍǈȍǗǡॉȓǭॉ=ǈȍǝॉ�ǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉȦǡȣ͏ǷǗǡॉ
Ƿȍॉ�ȍȂǈȭǈȍॉ�ǷȦȭȣǷǗȭ͖ࢉॉࢳ/ȍȭǡȣȍǈȭǷȓȍǈȇॉ:Ȱȣȍǈȇॉȓǭॉ[ȓǗǷǈȇॉ[ǗǷǡȍǗǡॉ,ȰȌǈȍǷȭǷǡȦॉ
Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of 
=ǈȍǝॉ�ǝȌǷȍǷȦȭȣǈȭǷȓȍॉ[ǡȣ͏ǷǗǡॉǷȍॉ�ȍȂǈȭǈȍॉ�ǷȦȭȣǷǗȭࢉॉ/ȍǝȣǈȌǈ͖ȰॉXǡǮǡȍǗ͖ࢉॉ
(IJO-International Journal of Social Science and Humanitities Research, 
2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain 
Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and 
Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, 
business and Management, 2019); Public Policy for Environmental 
Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants 
in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and 
Change (Scopus), 2020); �Υȓȣȭॉ ȭȓॉ Uȣǡ͏ǡȍȭॉ �ȰȣǡǈȰǗȣǈȭǷǗॉ �ȓȣȣȰȠȭǷȓȍॉ
on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good 
Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 
2020); �Υȓȣȭॉ ȭȓॉ /ȍǗȣǡǈȦǡॉ ȭǴǡॉ $ǷȦǴǡȣȌǈȍॉ /ȍǗȓȌǡॉ bǴȣȓȰǮǴॉ $ǷȍǈȍǗǡॉ
Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro 
Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal 
Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law 
CȰȌǖǡȣॉߢߜॉȓǭॉߣߛߛߝॉ�ȓȍǗǡȣȍǷȍǮॉUȓȣȭȦࢉ (South Asian Research Journal of 
Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies 
in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African 
Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of 
Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation 
Assets, (Journal La Sociale, 2020); bǴǡॉ �ΥǡǗȭॉ ȓǭॉ /ȌȠȇǡȌǡȭǷȍǮॉ BǷ͕ǡǝॉ
Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal SA
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of Mechanical and Production engimeering Research and Development 
(IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based 
on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and 
Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management 
of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal 
of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: 
Risks in Management of Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of 
�ȚȍȍǋǷȗ৹�ȚȐǡǷǋȐȐ৹ƲǷǇ৹$ǡǷƲǷǁǡƲǱ৹�ϥƲǡȍ৹ॠ�:��$�ॡळ৹ࡱࡳࡱࡳॡव৹ǇƲǷ৹Improving 
the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital 
Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives 
Available, 2020).

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata’lim 
Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 
1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu 
(lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP 
Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan 
(lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik 
Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars 
College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 
1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner 
Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN 
Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, 
Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One 
di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta 
tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di 
Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta 
tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My 
Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, 
�ǡȣȭǷχǗǈȭǡॉUȣȓȰȣǡȌǡȍȭॉ�ȓȍȭȣǈǗȭॉ=ǡǮǈȇॉ�͕Ƞǡȣȭॉࢳ�U�=ࢴ� di International 
Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, SA
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�ǡȣȭǷχǗǈȭǡॉUȣȓǗȰȣǡȌǡȍȭॉ ॉ ǷȍॉUǡȣȠǡȭǷǗǡॉ /[H di Nevi Belanda tahun 2020, 
Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Ǉǡ৹ =U<C৹ ȗƲǞȚǷ৹ ळ৹ࡱࡳࡱࡳ UǋǱƲȗǡǞƲǷ৹ ઠ৹ [ǋȍȗǡϮǯƲȐǡ৹ <ǽǶȊǋȗǋǷȐǡ৹ bƲȗƲ৹ �ƲȍƲ৹
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam 
Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia 
tahun 2020, Dinamika Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN 
tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan 
Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem 
Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) 
Ǉǡ৹=U<C৹ȗƲǞȚǷ৹ࡱࡳࡱࡳळ৹[ǋȍȗǡϮǯƲȐǡ৹<ǽǶȊǋȗǋǷȐǡ৹�ȐȐǋȐǽȍ৹UǋǷǘƲǇƲƲǷ৹�ƲȍƲǷǘू
:ƲȐƲ৹Ǉǡ৹=U<C৹ȗƲǞȚǷ৹ࡱࡳࡱࡳळ৹[ǋȍȗǡϮǯƲȐǡ৹<ǽǶȊǋȗǋǷȐǡ৹UǋǷǇƲǶȊǡǷǘƲǷ৹<e<B৹
Ǉǡ৹ �C[U৹ ȗƲǞȚǷ৹ ळ৹ࡱࡳࡱࡳ [ǋȍȗǡϮǯƲȐǡ৹ <ǽǶȊǋȗǋǷȐǡ৹ UǋǷǇƲǶȊǡǷǘƲǷ৹ <e<B৹
di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan 
di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan 
Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan 
& Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & 
Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada 
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan 
Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan 
SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & 
Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan 
Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi 
Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di 
LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif 
Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan 
Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) 
di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO  9001:2015 
Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System 
di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa 
Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca 
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Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 
2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen 
Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 
14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi “How to Perform While Transform” di LPKN tahun 
2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di 
LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan 
Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan 
melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, 
Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: 
Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN 
tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & 
Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam 
Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk 
Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di 
LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di 
LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-
Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka 
Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN 
tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan 
Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) 
Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP 
di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP 
di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP 
di LPKN-Pelatinas tahun 2021, �ǡȣȭǷχǡǝॉ /ȍȭǡȣȍǈȭǷȓȍǈȇॉ WȰǈȍȭǷȭǈȭǷ͏ǡॉ
Researchy (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021 
dan �ǡȣȭǷχǡǝॉ/ȍȭǡȣȍǈȭǷȓȍǈȇॉWȰǈȇǷȭǈȭǷ͏ǡॉXǡȦǡǈȣǗǴ͖ (CIQaR) di Quantum 
HRM International_KAN tahun 2021

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 
1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SA
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SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 
2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY 
Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri 
tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, 
dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor 
Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum 
& Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten 
Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda 
Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri 
tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 
2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-
2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-
AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. 
Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d 
Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan 
Tanjaung Priok tahun 2019-2020, Personal Expert Consultant di 
�ǡȍǯƲȊǋǱ৹ ȗƲǞȚǷ৹ࡱࡳࡱࡳ৹[ Ǉू৹ [ǋǯƲȍƲǷǘ৹�ǋȍȗǡϮǋǇ৹ /ǷȗǋȍǷƲȗǡǽǷƲǱ৹WȚƲǱǡȗƲȗǡΑǋ৹
Research (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, 
dan Konsultan Hukum di PT. Perkebunan Nusantara XIII, Kalimantan 
Barat tahun 2021

Untuk berkorespondensi dengan penulis, pembaca bisa 
menghubungi nomor kontak 0813 2417 8569 atau email: bintang_
ȇ͖ǈȭǷǈȣǈߡߡ৲ǮȌǈǷȇ࢈ǗȓȌ࢈ Pembaca juga bisa berkunjung ke Jl. Sultan 
Alauddin No. 259 Makassar.
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